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DAFTAR TRANSLITERASI
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa s es (dengan titik di  atas)
ج jim j je
ح ha h ha (dengan titk di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط ta t te (dengan titik di bawah)
ظ za z zet (dengan titk di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik
غ gain g Ge
ف fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ه ha h Ha
ء hamzah , Apostop
ي ya y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
Fathah a A
Kasrah i I
Dammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah dan ya ai a dan i
fathah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
fathah dan alif
atau ya
a a dan garis di
atas
kasrah dan ya i i dan garis di
atas
dammah dan wau u u dan garis di
atas
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu transliterasinya dengan [h].
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh.
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
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(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,
CDK, dan DR).
xiv
DAFTAR SINGKATAN
APS : Alternatif Penyelesaian Sengketa
IPTEK : Ilmu Pengetahuan & Teknologi
ATM : Anjungan Tunai Mandiri
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ABSTRAK
Nama : Miftah Farid
NIM : 10100111031
Judul : Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di
Pengadilan
Penggunaan alat bukti elektronik dalam era globalisasi, tidak dapat dilepaskan
dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang.
Sehingga, aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini,
seperti jual beli secara on line tidak jarang dilakukan melalui dunia maya, seolah-olah
membuat dunia tanpa sekat (borderless). Keadaaan yang seperti ini, jika tidak
diakomodir dalam bentuk peraturan perundang-undangan, akan menimbulkan
suasana ketidakpastian hukum terhadap praktik transaksi yang dilakukan secara
elektronik (e-commerce).
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1.) mengetahui kedudukan alat bukti
elektronik dalam proses pembuktian perkata perdata di pengadilan. 2.) mengetahui
kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara
perdata di pengadilan.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah
pendekatan yuridis-normatif, yang melihat objek kajian dari sudut pandang aturan
perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libaray research),
yang mana penulis mengumpulkan berbagai macam literatur yang memiliki relevansi
dengan objek yang dibahas,  menyadur, mengutip, serta menganalisis literatur yang
telah didapatkan kemudian disimpulkan.
Setelah diadakan pembahasan terhadap beberapa ulasan permasalahan, maka
penulis menyimpulkan; Pertama, kedudukan alat bukti elektronik secara sah dan
tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dipergunakan dalam praktik persidangan di
pengadilan, sebagai perluasan alat bukti dalam  hukum acara yang berlaku di
Indonesia. Kedua, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dipersamakan dengan
dokumen yang di buat di atas kertas. Hal ini dapat dipahami bahwa alat bukti
elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan
(tegenbewijs)
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari interaksi dengan manusia
lainnya. Interaksi yang terjadi diantara manusia dengan manusia lainnya, sering
menimbulkan perselisihan diantara mereka yang berujung kepada pertikaian atau
konflik. Pertikaian atau konflik, dapat terjadi dalam lingkup  komunal, bahkan meluas
menjadi konflik yang bersifat kultural. Kehadiran sebuah pranata (hukum) di tengah
masyarakat untuk mengatur pola kehidupan manusia, agar tercipta ketertiban dan
kepastian hukum. Kondisi seperti ini dapat dilihat dalam tatanan masyarakat primitif
sekalipun, telah ada kumpulan pranata (aturan) yang mengatur pola tingkah laku
masyarakat, meskipun demikian sifatnya masih sangat sederhana. Hal ini tentu
berbeda dalam tatanan masyarakat modern, hukum sebagai sebuah aturan telah tampil
sebagai code of conduct dan as social engineering.
Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah kebutuhan mutlak,
karena dalam mengatur  perilaku antara manusia dengan manusia lainnya, diperlukan
aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan
bahwa sebuah tatanan masyarakat, yang terdiri dari kumpulan individu, etnis, dan
golongan, tidak lepas dari berbagai kepentingan individu yang akan bersinggungan
dengan kepentingan inividu yang lain. Peranan dari sebuah pranata (hukum) di tengah
masyarakat, secara mutlak harus mengakomodasi beragam kepentingan yang terjadi.
Pranata (hukum) tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atas nama kepentingan
pribadi, begitu pula sebaliknya, hukum tidak boleh mencaplok hak-hak perorangan
2atas nama kepentingan umum. Kehadiran hukum di tengah masyarakat harus tampil
sebagai pengayom masyarakat secara keseluruhan.
Kedudukan sebuah pranata (aturan) di tengah masyarakat, menyebabkan
adanya kewajiban bagi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota
kelompok, untuk menaati sebuah pranata (aturan) yang berlaku. Keberlakuan hukum
di tengah masyarakat tidak boleh berlaku bagi segelintir individu, kelompok, dan/atau
golongan tertentu. Kondisi seperti ini, akan menimbulkan suasana penistaan terhadap
hukum, dimana hukum hanya berada dalam tataran teks (law in books) tetapi, tidak
dapat menjangkau ranah pengaplikasian (law in action). Sengketa yang terjadi di
tengah masyarakat, memerlukan seperangkat kaidah/aturan untuk menyelesaikan
sengketa tersebut. Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk meredam
konflik dan menyelesaikan perselisihan, secara garis besar dapat dibagi dalam dua
kategori, yakni proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi
mengatur tata cara dan perangkat tertentu utnuk menyelesaikan sengketa.
Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan wadah dari institusi negara,
untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi melalui lembaga pengadilan.
Eksistensi proses penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, tidak dapat
dilepaskan dari ketentuan pokok hukum acara. Kehadiran hukum acara dalam proses
penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, merupakan kumpulan aturan yang
mengatur tata cara menegakkan hukum materil. Dengan demikian, proses penegakan
hukum melalui lembaga pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Kekuatan mengikat dari ketentuan pokok hukum acara, berlaku terhadap
lembaga dan aparat penegak hukum, yang dalam bertindak dan mengadili, serta
memutus suatu perkara, tidak boleh menyalahi dari ketentuan pokok hukum acara.
3Pengabaian terhadap eksistensi atau kedudukan hukum acara, terutama adanya
pelanggaran terhadap asas hukum acara maka, dapat mengakibatkan putusan yang
dibuat serta, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, menjadi “batal demi
hukum”.
Penyelesaian perselisihan/sengketa melalui tahapan non-litigasi, adalah
tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam tahapan ini, penyelesaian
sengketa lebih diarahkan kepada perdamaian diantara para pihak. Adapun latar
belakang munculnya penyelesaian sengketa non-litigasi adalah ketika negara melalui
institusinya (pengadilan) dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa.
Lahirnya putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan menang,
kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) justru,
telah memicu timbulnya konflik baru. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)
sering diwarnai kericuhan bahkan pertumpahan darah oleh pihak-pihak yang tidak
puas  dengan putusan tersebut.
Keadaan seperti ini, mengakibatkan putusan pengadilan dianggap tidak
responsif (unresponsive), lambat, dan tidak menyelesaikan masalah. Kehadiran
Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) telah memberikan legitimasi terhadap kedudukan penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, meskipun penyelesaian sengketa secara arbitrase berlaku
ketentuan yang sifatnya  formalisitik, dan sebagian besar memiliki kemiripan dengan
proses litigasi melalui pengadilan.
Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian
sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari
pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya
4dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang
akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan  pihak yang kalah dan
pihak yang menang dalam suatu perkara. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah
hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai
pembuktian1 maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam
penjara akibat ulah karena saksi berbohong. Begitu pula sebaliknya, pihak yang telah
nyata-nyata melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan karena salah menilai,
dalam hal alat bukti tidak cukup.
Ajaran Islam memberikan suatu isyarat penting mengenai kedudukan
pembuktian yang sangat urgen dalam mengatur lalu lintas hubungan keperdataan
diantara manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah (2) ayat
282 yang berbunyi;
                       
                  
                      
                  
                    
                       
                     
                         
                       
1 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata (Cet. I; Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti), 2012.  h. 1.
5                   

Terjemahnya;
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi itu
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian),
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu2.
Laju perkembangan masyarakat yang semakin dinamis serta, pengaruh
globalisasi yang disokong oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan & Teknologi disatu sisi,
telah mempengaruhi dan mengubah pola pikir dan cara pandang hidup manusia.
Sistem transaksi komersial telah berubah dari sistem yang sifatnya masih sederhana
(konvensional), berubah menjadi sistem transaksi elektronik dan digital. Keadaan
tersebut harus diakomodasi dalam aturan perundang-undangan sebab, hukum harus
menyesuaikan dan berjalan beriringan dengan laju dan perkembangan masyarakat.
2 Ahmad Hatta, Tafsir Al Qur’an Per Kata : Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah
(Cet. IV; Jakarta : Magfirah Pustaka, 2009), h. 48.
6Terkait dengan pandangan perubahan terhadap hukum, para ahli hukum
sepakat bahwa hukum  harus  dinamis, tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi
masyarakat3. Ada dua pandangan yang sangat dominan terkait dengan perubahan
hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni pandangan tradisional dan modern4.
Pandangan tradisional menyatakan bahwa masyarakat perlu berubah terlebih dahulu,
kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Menurut pandangan ini, hukum
hanyalah sebagai pembenar atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat5.
Sementara itu, pandangan modern menyatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat
menampung segala perkembangan yang baru, oleh karena itu, hukum harus selalu
bersamaan muncul dengan adanya perubahan dan peristiwa yang terjadi6.
Abad ke- 21 ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam
berbagai bidang kehidupan. Dalam tahapan ini, manusia berinteraksi dengan manusia
lain seolah-olah tanpa adanya sekat pemisah. Hal ini disebabkan karena, kemajuan
Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi (IPTEK) yang berdampak  pada budaya lokal dan
pasar global.  Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan
secara on line7, sehingga bukti-bukti transaksi akan berbentuk data digital dan dapat
dicetak dalam bentuk transkip tertentu. Transkrip elektronik dapat dijadikan
pegangan oleh para pihak, jika dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka.
3 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum. (Cet. III; Jakarta : Kencana, 2009), h. 6.
4 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 7.
5 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 7.
6 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 8.
7 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan : Kajian Kontekstual
mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian. (Cet. I; Yogyakarta : UII
Press, 2013), h. 6.
7Terkait dengan transkip data elektonik tersebut, apakah dapat dijadikan sebagai alat
bukti di persidangan sementara instrumen pengaturannya belum cukup ?
Fenomena seperti yang telah disebutkan di atas, dalam ranah hukum perdata
berlaku sebuah ketentuan  bahwa kebenaran yang ingin dicapai dalam ranah hukum
perdata adalah kebenaran formil, sementara dalam ranah hukum pidana kebenaran
yang ingin dicapai adalah kebenaran materil. Ketentuan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran berdasar undang-
undang. Dengan demikian, ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai
pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Namun,
bagaimana halnya, jika undang-undang belum mengakomodasi bentuk alat bukti
elektronik padahal dalam penerapannya, hubungan keperdataan seperti  transaksi jual
beli telah dilakukan dengan transkrip elektronik, apakah terhadap ketentuan
kebenaran formil yang ingin dicari dalam ranah hukum perdata melalui closed
logical system tidak dapat diperlentur dalam penerapannya ? Kemudian, apakah
dengan adanya pelenturan dan perluasan terhadap hukum acara dapat mengakibatkan
putusan batal demi hukum ? dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis
tertarik untuk meneliti serta, mengkaji tentang Alat bukti elektronik dalam proses
Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan.
B. Rumusan Masalah
Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok
masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skipsi ini yaitu : “Bagaimana
Eksistensi Alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di
Pengadilan”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dirumuskan
submasalah sebagai berikut yaitu ;
81. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian
perkara perdata di Pengadilan ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem
pembuktian bukti perkara perdata di Pengadilan ?
C. Pengertian Judul
Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang penulis ajukan, maka
untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa key
words yang sangat berkaitan dengan penelitian ini yaitu;
Alat bukti : Berasal dari dua kata yakni, alat dan bukti. Alat berarti benda
yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas8.
Sedangkan bukti berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran
suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda9. Jadi, alat bukti
berarti benda atau perkakas  yang dipakai untuk menyatakan
kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, alat bukti dalam
Bahasa Belanda disebut bewijs yang berarti tanda bukti10.
Elektronik : Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau
benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja
atas elektronika11. Adapun pengertian dari elekronika adalah
cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, dan
dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya12.
8 Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 26.
9 Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoesia, h.172.
10 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum. (Cet.  I; Semarang : Aneka Ilmu, 2008), h. 107.
11 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 294.
12 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 294.
9Proses : Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu,
rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang
menghasilkan produk, perkara dalam pengadilan13.
Pembuktian : Proses, cara, perbuatan membuktikan14.
Perkara : Masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau
dibereskan15. Sementara perkara dalam Bahasa Belanda disebut
zaak yang berarti urusan, perkara, masalah, barang (benda)16.
Perdata :  Hukum sipil sebagai lawan kriminal atau pidana17.
Pengadilan : Dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah,
proses mengadili, keputusan hakim18.
Berdasarkan uraian pengertian, di atas, maka defenisi operasional dalam
penulisan skripsi ini yaitu, alat atau benda yang dipakai untuk menyatakan kebenaran
suatu peristiwa yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, atau menggunakan alat-
alat yang dibentuk/bekerja atas elektronika.
D. Kajian Pustaka
Adapun kajian pustaka yang menjadi rujukan penulis, yang berhubungan dan
memiliki relevansi dengan pembahasan dengan judul Kedudukan Alat Bukti
Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan adalah
sebagai berikut ;
13 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 898.
14 Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 172.
15 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,h. 861.
16 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, h. 615.
17 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 856.
18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 8.
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Buku Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indoensia : Kajian kontekstual
mengenai Sistem , Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian oleh M.
Natsir Asnawi, menyatakan bahwa kehidupan masyarakat yang demikian dinamis
menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan gaya hidup dalam berinteraksi
satu sama lain. Digitalisasi data-data transaksi mau tidak mau memaksa kita untuk
melakukan perubahan dalam pola pikir serta dalam melakukan transaksi dengan
pihak lain. Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan secara
online, sehingga bukti-bukti transaksi pun akan berbenruk data digital yang dapat
dicetak dalam bentuk transkip tertentu. Jika terjadi permasalahan dikemudian hari
maka, data tersebut menjadi pegangan para pihak untuk menemukan solusi diantara
mereka. Tetapi, dalam ranah hukum apakah data-data elektronik tersebut dapat
dijadikan sebagai alat bukti19 ?
Buku Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata oleh Hj. Efa Laela
Fakhriah menyebutkan bahwa derasnya penggunaan teknologi informasi dalam
kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM
(Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking,
internet banking, e-commerce, dan lain-lain ternyata belum diikuti dengan
perkembangan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/sengketa yang terjadi
di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya20.
Buku Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata oleh Munir Fuady
menyebutkan seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama
19 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan : Kajian
Kontekstual mengenasi Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan., dan Standar Pembuktian. h  .8.
20 Hj. Efa Laela Fakhriah, Bukti elektronik  dalam  Sistem Pembuktian Perdata. (Cet. II;
Bandung :  Alumni), 2011, h. 5.
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manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam
berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan
terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan
perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana
kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan digital/elektronik, yang dewasa ini
sudah banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari21.
Buku Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata
oleh Djamanat Samosir menyebutkan permasalahan hukum yang seringkali dihadapi
adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi
secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik22.
Buku Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Abdulkadir Muhammad
menyebutkan pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang
menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum sudah benar tejadi. Pengungkapan fakta-
fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian,
ataupun surat elektronik23.
Buku Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi oleh Sudikno
Mertokusumo menyebutkan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi
21 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata. h. 151.
22 Djamanat Samosir, Hukum  Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata.
(Cet. I; Bandung : Nuansa Aulia, 2011),  h. 264.
23 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Cet. IX. Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2012), h. 125.
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modern serta munculnya cyber law sekarang ini tidak mustahil muncul alat bukti baru
yang belum ada pengaturannya24.
Buku Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia oleh
H.P. Panggabean menyebutkan seiring perkembangannya timbul pula bermacam alat
bukti dalam hubungan  keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara
perdata (HIR/RBg) yaitu : foto dan hasil rekaman, hasil print out dari mesin faximili,
microfilm, email/surat elektronik, video teleconference, tanda tangan elektronik25.
Buku Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata oleh Setiawan
menyatakan HIR dan RBg perlu dirubah dan disesuaikan dengan asas-asas hukum
Acara Modern sehingga, menurut Setiawan Hukum Acara kita (perdata) tidak
merupakan suatu kompleks peraturan yang terisolir, akann tetapi sejajar dengan
Hukum Acara yang berlaku di negara-negara lain yang berakibat lebih jauh
jangkauannya sampai melintasi batas-batas tanah air26.
Buku Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata oleh Achmad Ali dan Wiwie
Heryani menyebutkan sudah seyogyanya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang
kini muncul dalam lalu lintas keperdataan modern, sejauh mana dayaypembuktiannya
dalam hukum perdata modern dewasa ini. Alat-alat bukti yang baru mucul tersebut
24 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi. (Cet. V. Yogyakarta
: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 208.
25 H.P. Panggabean, Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia.(Cet.II;
Bandung : Alumni), 2014, h. 164-165.
26 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata ( Cet. II; Bandung: Alumni,
2008), h. 420.
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seperti, pembicaraan telepon, testing darah, hasil komputer, fotocopy, rekaman kaset,
hasil fotografi, dan sebagainya27.
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan judul di
atas adalah penelitian kepustakaan (library research).
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan
yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan
perundang-undangan dan hukum positif Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data
Adapun data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini
melalui buku-buku, artikel dan pendapat para pakar hukum terkait dengan objek yang
dibahas oleh peneliti yakni, pembuktian dalam perkara perdata.
4. Instrumen penelitian
Adapun alat-alat yang menjadi pendukung penelitian ini adalah ;
a. Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat
beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian  yang dibahas.
b. Alat tulis, seperti pensil dan pulpen sebagai media tulis yang digunakan
oleh penulis untuk menulis/menyalin beberaapa literatur yang berkaitan
dengan penelitian.
27 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata (Cet. II; Jakarta :
Kencana, 2013), h. 78.
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c. Notebook, yang merupakan instrumen paling penting dalam proses
penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multifungsi. Oleh penulis
notebook digunakan sebagai media untuk merekam data dan mengolah
analisis data.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang penulis maksud meliputi,
editing, kalfikasi, verifikasi, dan kesimpulan.
Editing : Melihat data yang memiliki kejelaksan makna, kesesuaian, dan
relevansi dengan data yang lain.
Klasifikasi : Pengelompokan data/sumber data yang berkaitan dengan objek
yang dibahas dari berbagai referensi dan literatur yang berkaitan.
Verifikasi : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data/sumber data yang
diperoleh untuk menentukan keshahihan data yang telah diperoleh.
Kesimpulan : Meramu data/sumber data yang telah didapat untuk mendapat
jawaban atas permasalahan yang dibahas.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah yang dibahas pada
tulisan ini  adalah untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam proses
pembuktian perkara perdata di Pengadilan berdasarkan tinjauan yuridis-normatif.
2. Kegunaan
Sementara, kegunaan yang ingin dicapai adalah ;
a. Sebagai sumbangan dan bahan pertimbangan kepada seluruh praktisi hukum,
dan akademisi hukum dalam rangka menemukan dan menggali hukum yang
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lebih baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan realitas
sosial di era globalisasi dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
b. Sebagai sumbangsih dan bantuan pemikiran kepada masyarakat luas dalam
rangka pengembangan wacana ilmiah yang lebih kompeten.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA
A. Pengertian Pembuktian
Tahapan proses beracara di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata,
salah satu tahapan dan rangkaian yang paling penting adalah proses pembuktian. Pada
tahapan ini, para pihak akan mengajukan bukti-bukti setelah melalui  tahapan proses
replik dan duplik. Rangkaian proses pembuktian di pengadilan merupakan esensi
pokok dalam tahapan proses beracara. Para pihak dalam proses pembuktian perkara
perdata yakni penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan meneguhkan bantahan atas dalil-dalil
gugatan penggugat.
Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau
memberikan titik  terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim
akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan
sejauhmana bantahan tergugat  atas  dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti.
Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim
gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil
membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim
gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim
dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan
berlangsung.
Pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki
perbedaan yang cukup mendasar. Selain perbedaan mengenai jenis alat bukti, terdapat
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juga perbedaan mengenai sistem pembuktian28. Pembuktian yang ingin dicapai dalam
sistem hukum acara pidana, adalah kebenaran yang bersifat materil (mutlak).
Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata, yang ingin dicapai adalah
kebenaran yang bersifat formil. Proses pembukian dalam hukum acara pidana
menganut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijsleer) sementara,
pembuktian dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif
(posistief wettelijk bewijsleer)29.
Defenisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan
bersifat  variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara perdata,
berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum
yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim
harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara30. R. Subekti
menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil
atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan31. Defenisi pembuktian
seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti di atas, terbatas pada kasus persengketaan
(contentiosa) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas
pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (voluntair) yang
diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan poses pembuktian untuk memperjelas
bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya, seperti
dalam perkara penetapan ahli waris dan pengesahan asal-usul anak.
28 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata, h. 2.
29 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan perdata h. 2.
30Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia. (Cet. IV; Bandung : Alumni, 2010), h. 160.
31 R. Subekti, Hukum Pembuktian. (Cet. XII; Jakarta :Pradnya Paramita, 1999), h. 1.
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Pendapat yang sama dikemukakan oleh Teguh Samudera yang menyebutkan
bahwa membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang
sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para
pihak yang bersengketa32. Alimuddin berpendapat, pembuktian adalah penyajian alat-
alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara
guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan33.
Penulis menilai defenisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh Alimuddin di atas,
melihat pembuktian dalam konteks yang luas karena, perkara di pengadilan tidak
hanya meliputi perkara sengketa (contentiosa) tetapi, meliputi perkara permohonan
(voluntair).
Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata selanjutnya
mengemukakan bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan
hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang
menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang
kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan34. Sudikno
Mertokusumo berpendapat defenisi  membuktikan mengandung beberapa macam
pengertian yaitu35;
1.) Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti
memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan
tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma yaitu,
32 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Cet. I; Bandung : Alumni,
1992), h. 12.
33 Alimuddin, Pembuktian anak dalam Acara Peradilan Agama. (Cet. I; Bandung: Nuansa
Aulia, 2014), h. 22.
34 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek. (Cet. IX; Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 59.
35 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdataa Indonesia edisi revisi. (Cet. V; Yogyakarta
; Cahaya Atma  Pustaka, 2013), h. 142-144.
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asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya
bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin
bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin
sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan,
kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan
menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang
diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang
memberi kepastian mutlak.
2.) Kata membuktikan dikenal dalam arti konvensional. Di  sini membuktikan
berarti juga memberi kepastian. Hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan
kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan.
a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas
perasaan, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction in time.
b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal sehingga disebut
conviction rasonne.
3.) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu
hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku
bagi setiap orang serta, menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan
tetapi, merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus.
Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang
berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian,
pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada
kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar
atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.
Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis.
Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah
terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah,
membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis
mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.
a. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya
sebagai dasar pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas
penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian orang lain. Kecuali itu
dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang
harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti.
b. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar
yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan
guna memberi kepastian tentang kebenaran yang diajukan.
Pembuktian perdata menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani adalah upaya
yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau
untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan
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menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu
penetapan atau putusan oleh pengadilan36.
H. Drion mengemukakan pendapat yang cukup menarik mengenai defenisi
pembuktian. Lebih lanjut H. Drion menyatakan bahwa pembuktian yuridis adalah
pembuktian yang bersifat historis, karena yang hendak dibuktikan dalam suatu
persengketaan perdata atupun pidana adalah “sesuatu yang sudah terjadi”, sesuatu
yang sudah berada dimasa silam. Jadi, pembuktian yuridis yang bersifat historis
mencoba menetapkan apa yang terjadi secara in-concreto37.
Pendapat M. Natsir Asnawi menyimpulkan pembuktian sebagai proses
menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam persidangan
pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari
masing-masing pihak38. Pendapat Abdulkadir Muhammad menyatakan pembuktian
adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan suatu peristiwa
hukum sudah benar terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa
perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum39.
Mengacu kepada defenisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh para
pakar maupun praktisi hukum  di atas, penulis menyimpulkan pembuktian adalah
serangkaian tindakan dalam persidangan antara pihak-pihak yang berperkara dengan
perantaraan hakim untuk menghadirkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang
guna memberikan titik terang atas peristiwa hukum  yang telah terjadi antara pihak-
36 Achmad Ali  dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum  Pembuktian Perdata (Cet. II; Jakarta :
Kencana, 2013), h. 21.
37 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian  Perdata, h. 17.
38 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indoensia : Kajian Kontekstual
mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, h. 3.
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 125.
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pihak yang bersengketa dalam perkara contentiosa atau pihak pemohon dalam
perkara voluntair.
Sementara itu, H. P. Panggabean mengemukakan pendapat berbeda yang
menyatakan bahwa dalam peradilan voluntair (perkara permohonan) seperti yang
disebutkan pada umumnya, hukum pembuktian tidak berlaku baik yang dimuat dalam
KUH Perdata, HIR, dan Undang-undang lainnya, karena proses penanganan peradilan
voluntair adalah ditujukan untuk mendapatkan penetapan hakim yang bersifat
administratif, seperti dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan pengampu
(pasal 27 HIR) dan permohonan pemisahan budel (pasal 263 HIR)40. Wirjono
Prodjodikoro mengemukakan pendapat yang sama, yakni dalam hal suatu perkara
yang tidak terdapat seorang tergugat, maka tidak dapat dikatakan sebagai perkara
perdata. Dalam hal ini tugas dan peranan pengadilan negeri tidak bertindak sebagai
hakim, melainkan sebagai penguasa tata usaha41.
Uraian pendapat yang telah dikemukakan seperti di atas, bertolak belakang
dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. M. Yahya Harahap
mengemukakan pendapatnya, bahwa prinsip dan sistem pembuktian yang harus
ditegakkan dan diterapkan dalam perkara permohonan (voluntair) adalah42 :
1.) Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-undang
Sesuai yang dirinci secara enumeratif dalam pasal 164 HIR (pasal 284 RGB)
[sic], atau pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang sah terdiri atas :
a.) Tulisan (akta)
40 H. P. Panggabean, Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, h. 26.
41 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. (Cet. X; Bandung : Sumur,
1978), h. 18.
42 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 40.
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b.) Keterangan saksi
c.) Persangkaan
d.) Pengakuan
e.) Sumpah
2.) Ajaran pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 203 RGB) [sic] atau pasal
1865 KUH Perdata
Dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti, (bewijslast, burden of proof)
dibebankan kepada pemohon43.
3.) Nilai kekuatan dalam proses pembuktian yang sah, harus mencapai batas
minimal pembuktian
Alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan
atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (unus testis) tanpa alat bukti yang
lain, dalam hal seperti ini alat bukti yang harus diajukan oleh pemohon belum
mencapai  batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan44.
4.) Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi
syarat formil dan materil.
Paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas di atas, harus ditegakkan
dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan  menyelesaikan permohonan45.
Berdasarkan uraian pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap di
atas dalam hal perkara permohonan (voluntair), dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
proses pembuktian dalam perkara permohonan (voluntair) seperti yang diatur dalam
hukum acara perdata, wajib menerapkan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan
materil sebagai alat bukti yang sah. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa dalam
suatu perkara permohonan (voluntair) tugas hakim hanya bersifat administratif,
43 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan h. 40.
44 M. Yahya Harahap, Hukum  Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 40.
45 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 40.
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menurut hemat penulis juga tidak sepenuhnya benar, karena hasil akhir dalam suatu
perkara permohonan berupa penetapan (beschikking) dan dalam perkara gugatan
(contentiosa) berupa putusan (vonnis), keduanya merupakan akta autentik yaitu, akta
yang dibuat oleh pejabat yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan tugas
tersebut.
Hasil akhir dalam suatu perkara permohonan (voluntair) berupa penetapan
(beschikking) yang bersifat menerangkan suatu keadaan (declaratoir). Sementara itu,
suatu putusan pengadilan (vonnis) jika ditinjau berdasarkan sifanya, terdapat putusan
yang bersifat declaratoir yang berarti pernyataan yang bersifat menerangkan
sesuatu46, seperti menyatakan tergugat telah wanprestasi, atau menyatakan tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum.
B. Dasar Hukum Pembuktian
Sebagai tahapan dalam proses beracara yang memiliki urgensi yang sangat
penting, pembuktian adalah proses dimana tahapan serta, muara putusan hakim akan
diketahui. Terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijsde), akan dilaksanakan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Tugas
dan peranan seorang hakim dalam menangani suatu perkara adalah harus melihat
sejauhmana dalil-dalil persengekataan diantara para pihak yang terbukti, sehingga
hakim akan menetapkan pihak yang kemudian berhak untuk dimenangkan dalam
suatu putusan pengadilan.
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab
II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 3 ayat (2)
46 D. Y. Witanto, Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak  dalam Proses
Berperkara (Gugur dan Verstek), (Cet.I; Bandung : Mandar Maju, 2013), h. 23.
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disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain
diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.
Ketentuan dalam pasal di atas, memberikan suatu penegasan bahwa lembaga
peradilan merupakan lembaga negara yang bersifat independen, serta bebas dari
campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga negara,
pengadilan dalam tataran kekuasaan yudikatif memiliki peranan penting dalam
menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan persengketaan yang diajukan
kepadanya. Hal ini berarti, setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki
acuan standar pemeriksaan perkara yang harus dipatuhi dan mengikat terhadap para
pihak termasuk majelis hakim. Pengabaian terhadap ketentuan hukum acara sebagai
acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, mengakibatkan putusan (vonnis)
yang dijatuhkan majelis hakim “batal demi hukum”.
Pembuktian sebagai ketentuan dalam tahapan hukum acara yang berlaku di
pengadilan, terikat terhadap aturan yang mengatur masalah pembuktian, mulai dari
jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian serta hal yang berkaitan
dengannya telah ditentukan dalam ketentuan pokok hukum acara. Hal ini dapat
dipahami bahwa proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi tersendiri seperti
halnya dalam tahapan pemeriksaan perkara yang lain.
Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda, menganut sistem hukum
Belanda (Eropa Kontinental)47 dan mengadopsi berbagai aturan hukum yang pernah
47 Achmad Ali berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia menganut paham legal mixed
system. Hal ini dapat ditelusuri dari sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum
Islam. Selengkapnya lihat dalam Achamd Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). (Edisi I, Cet.
III; Jakarta : Kencana, 2009), h. 203.
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diberlakukan oleh Belanda dalam berbagai kitab kodifikasi. Keberadaan kitab
kodifikasi tersebut tersebar dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara dan kitab
hukum acara yang saat ini sebagian telah ditinggalkan karena, dianggap tidak mampu
menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat global serta, bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak seperti halnya dengan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memiliki kitab kodifikasi
tersendiri sebagai mahakarya bangsa Indonesia, yang telah menggantikan kedudukan
HIR dan RBg dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
Ketentuan mengenai undang-undang tersebut mengatur tentang proses pemeriksaan
perkara pidana maka, secara otomatis aturan pemeriksaan pidana yang termaktub
dalam HIR dan RBg  dinyatakan tidak berlaku.
Keadaan seperti yang telah diterangkan di atas,berbeda halnya dengan hukum
acara perdata, sampai saat ini belum ada satu kitab khusus yang mengatur secara rinci
mengenai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Aturan pemeriksaan perkara
perdata masih tersebar dalam beragam kitab kodifikasi seperti, HIR, RBg, WvK, Rv,
KUH Perdata serta, termuat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Sebenarnya, rancangan kitab undang-undang hukum acara perdata telah ada, namun
belum disahkan oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mengingat fenomena yang
terjadi di DPR adalah beragam kristalisasi kepentingan, dan tentunya fenomena ini
tidak bisa dilepaskan dari aspek politik hukum yang terjadi.
Aturan pembuktian yang tersebar dalam beragam kitab tersebut dapat penulis
kemukakan sebagai berikut;
1.) Perihal Menerima atau Menolak Alat Bukti
a.) Pasal 162 HIR
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Tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata
pengadilan negeri wajib memperhatikan peraturan pokok seperti di bawah ini.
b.) Pasal 282 RBg
Terhadap soal bukti dan penerimaan atau penolakan alat bukti dalam perkara
perdata yang menjadi wewenang hakim distrik, pengadilan distrik, peradilan
oleh jaksa dan peradilan negeri harus diperhatikan peraturan-peraturan pokok
sebagai berikut.
2.) Perihal Membuktikan
a.) Pasal 163 HIR
Barangsiapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian
untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan
adanya hak itu atau kejadian itu”.
b.) Pasal 283 RBg
Barangsiapa yang beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan
untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus
membuktikan hak atau keadaan itu.
c.) Pasal 1865 KUH Perdata
Setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu
peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah suatu hak orang lain,
wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
d.) Putusan MARI Nomor 1897 K/Sip/1956, tanggal 30 Desember 195748
Dalam sengketa jual beli dimana pihak pembeli mendalihkan bahwa ia belum
menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak
penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan
seluruh barang yang dijualbelikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian
mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak
penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkannya”.
e.) Putusan MARI Nomor 108 K/Sip/1954, tanggal 10 Januari 195749
Pihak yang mendalihkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak
lawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non-
usus selama tiga tahun itu; dan tidaklah tepat bila dalam hal ini beban
pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktikan bahwa ia
selama tiga tahun itu secara terus-menerus menggunakan cap dagang
termaksud.
48 Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, Perbandingan HIR dengan RBG : Disertai dengan
Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, (Cet. I; Bandung : Mandar
Maju, 2005),  h. 97.
49 Hari Sasangka dan  Ahmad  Rifai, Perbandingan HIR dengan RBG : Disertai dengan
Yurisprudensi MARI dan Kompilasi peraturan Hukum Acara Perdata, h. 97.
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f.) Putusan MARI Nomor 22 K/Sip/1973, tanggal 25 November 197650
Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan
berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.
3.) Perihal Alat-alat Bukti
a.) Pasal 164 HIR
Alat-alat bukti yaitu ; bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan,
sumpah, semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam
pasal-pasal berikut.
b.) Pasal 284 RBg
Alat-alat bukti terdiri dari ; bukti tertulis, bukti dengan saksi, persangkaan,
pengakuan-pengakuan, sumpah, semuanya dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang diatur  dalam pasal-pasal ini”.
c.) Pasal 1866 KUH Perdata
Alat pembuktian meliputi ; bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan,
sumpah, semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab
berikut.
4.) Perihal Akta autentik
a.) Pasal 164 HIR
Akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum
yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua
belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat
hak darinya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan tentang hal
yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut
terakhir hanya sekedar diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu.
b.) Pasal 285 RBg
Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat
akta itu dibuat,merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya
dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan
bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang dengan
pernyataan itu ada hubungan langsung dengan dengan apa yang menjadi pokok
akta itu
c.) Pasal 1868 KUH Perdata
50 Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, Perbandingan HIR dengan RBG : Disertai dengan
Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Hukum Acara Perdata, h. 98.
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Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu
di tempat akta itu dibuat.
d.) Pasal 1870 KUH Perdata
Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi
orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik
memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.
5.) Perihal Akta Bawah Tangan
a.) Pasal 286 RBg
(1). Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditanda tangani di bawah
tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat
lain yang dibuat tanpa cmpur tangan pejabat pemerintah.
(2). Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan
dengan tanda tangan asal disahkan dengan surat keterangan yang bertanggal
oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan
menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari, atau yang diperkenalkan
padanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari
dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan dihadapannya.
(3). Pejabat tersebut membukukan surat itu.
(4). Pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang telah
ditentukan dalam ordonansi atau menurut apa yang akan ditentukan peraturan
perundang-undangan.
b.) Pasal 1874 KUH Perdata
Yang dianggap sebagai tulisan  di bawah tangan adalah akta yang ditanda
tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-
tulisan lain yang dibuat tanpa peraturan seorang pejabat umum. Dengan
penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu
cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris
atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan
bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan
kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah
itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat
yang bersangkutan.
Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.
Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang
pernyataan dan pembukuan termaksud.
6.) Perihal 1 (satu) Orang Saksi
a.) Pasal 169 HIR
29
Keterangan dari seorang  saksi saja,  tanpa suatu  alat bukti lain tidak dapat
dipercaya dalam hukum.
b.) Pasal 307 RBg
Keterangan satu orang saksi tanpa alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh
dipercaya.
c.) Pasal 1905 KUH Perdata
Keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan
tidak boleh dipercaya.
7.) Perihal Kesaksian beberapa Orang yang berkaitan
a.) Pasal 170 HIR
Jika kesaksian-kesaksian yang berpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa
orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena
kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain, maka kekuatan
bukti hukum sepanjang yang akan diberikan pada kesaksian yang beraneka
ragam itu, diserahkan kepada pertimbangan hakim berhubung dengan keadaan.
b.) Pasal 307 RBg
Jika kesaksian-kesaksian  beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri mengenai
berbagai peristiwa  karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk
menguatkan suatu perbuatan maka hakim mempunyai kebebasan untuk
memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala
sesuatu memperhatikan keadaan.
c.) Pasal 1906 KUH Perdata
Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas
satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu
peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain
maka, hakim menurut keadaan bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian
kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.
8.) Perihal Syarat suatu Kesaksian
a.) Pasal 171 HIR
(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi
mengetahui kesaksiannya.
(2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang
sebagai kesaksian.
b.) Pasal 308 RBg
(1) Tiap-tiap  kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.
(2) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun
berdasarkan pemikiran bukan kesaksian.
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c.) Pasal 1907 KUH Perdata
(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi
mengetahui kesaksiannya.
(2) Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran,
bukanlah suatu kesaksian.
d.) Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 195951
Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi
penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari
persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.
9.) Perihal Nilai Kesaksian
a.) Pasal 172 HIR
Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan ;
cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian kesasian-kesaksian mereka
dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan;
semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara
begini atau begitu ; peri kehidupan, adat istiadat, dan kedudukan para saksi
pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai
atau kurang dipercayai.
b.) Pasal 309 RBg
Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus
kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian
itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai  perkara yang bersangkutan
dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehinggap ia dapat
mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan saksi
dan pada umumnya yang semua sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat
tidaknya dipercaya
c.) Pasal 1908 KUH Perdata
Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian
khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan
antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang
pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi
untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada
peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya pada apa
saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu
dipercaya.
10.) Perihal Persangkaan
a.) Pasal 173 HIR
51 Hari Sasangka dan  Ahmad Rifai, Perbandingan HIR dengan RBG : Disertai dengan
Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, h. 115.
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Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya
boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, jika dugaan-
dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai  satu sama lain.
b.) Pasal 310 RBg
Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-
undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus perkara suatu perkara
jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain.
c.) Pasal 1915 KUH Perdata
Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim
ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang
tidak diketahui umum.
Ada dua macam persangkaan yaitu; persangkaan yang berdasarkan undang-
undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.
11.) Perihal Pengakuan
a.) Pasal 174 HIR
Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya
sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang diberi kuasa khusus.
b.) Pasal 311 RBg
Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik
terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa
khusus.
c.) Pasal 1925 KUH Perdata
Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang
sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun
dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
d.) Putusan MARI Nomor 288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 197552
Berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara
khususnya pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai
tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya. Hal bilamana terhadap suatu
pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang
judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
Pengadilan Tinggi mempertimbangkan; bahwa pengakuan tergugat 1 - turut
terbanding, yang memihak para penggugat-terbanding, tidak disertai alasan-
alasan yang kuat(met redenen omkleed) maka menurut hukum tidak dapat
dipercaya.
52 Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, Perbandingan HIR dengan RBG : Disertai dengan
Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, h. 116.
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12.) Perihal Sumpah
a.) Pasal 177 HIR
Dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang
dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan
kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan
kebenaran sumpahnya.
b.) Pasal 314 RBg
Dari seorang yang dalam suatu perkara mengucapkan sumpah yang dibebankan
kepadanya oleh pihak lawannya atau yang mengembalikan wajib sumpah itu
kepada lawannya atau yang oleh hakim diperintahkan mengangkat sumpah,
tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan
dengan sumpah sebagai hal yang benar.
c.) Pasal 1929 KUH Perdata
Ada dua sumpah di hadapan hakim;
(1.) Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain
untuk pemutusan  suatu perkara; sumpah ini disebut sumpah pemutus.
(2.) Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jawabannya kepada salah
satu pihak.
C. Jenis Alat Bukti
Defenisi kata bukti, pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris
sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu : proof dan evidence. Adapun dalam
Hukum Belanda disebut dengan bewijs53. Selanjutnya, menurut Milton M. Jacobs
membedakan proof dan evidence sebagai berikut;
“Evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence”
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Milton M. Jacobs di atas,
dapat disimpulkan bahwa evidence adalah “alat bukti” sedangkan proof adalah hasil
atau akibat yang timbul dari alat bukti54.  Lebih lanjut Milton M. Jacobs mengatakan
53 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum  Pembuktian Perdata, h. 15.
54 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 20.
33
evidence merupakan penggunaan umum bagi pembuktian yang terjadi di muka
pengadilan atau proses pengadilan55.
Proses pembuktian dalam perkara perdata yang mengacu kepada pencarian
kebenaran formil, terikat terhadap jenis alat bukti yang telah ditentukan undang-
undang. Pembuktian perkara perdata yang berdasar kepada alat bukti limitatif seperti
yang telah ditentukan dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata. Mengingat adanya
keterbatasan dalam penunjukan alat bukti tersebut, serta memperhatikan disatu sisi
adanya pengaruh globalisasi sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK), maka dipandang perlu untuk memperluas ragam alat bukti dalam
aturan pembuktian perdata.
Perbedaan proses pembuktian dalam acara pidana dan perdata dapat ditelusuri
dari sistem pembuktian pidana yang menganut sistem pembuktian  negatif (negatief
wettelijk bewijsleer), yang ingin dicapai oleh hakim adalah kebenaran materil,56 lebih
lanjut dikatakan bahwa yang dimaksud sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk
bewijsleer) adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana
dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak yaitu, alat bukti
yang cukup dan keyakinan hakim57.
M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa sistem pembuktian negatif adalah
penggabungan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem
pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hasil dari penggabungan antara
kedua sistem yang saling berolak belakang tersebut, mewujudkan sistem pembuktian
55 Achmad Ali dan Wiwie heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 20.
56 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata, h. 2.
57 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata, h. 2.
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menurut undang-undang secara negatif. Rumusan mengenai sistem pembuktian
negatif  berbunyi “Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim
yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang”58. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif”
dalam menetapkan salah atau tidaknya terdakwa. Lebih lanjut dikatakan dalam sistem
pembuktian negatif tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut59.
Pembuktian dalam perkara pidana yang menganut sistem pembuktian negatif
(negatief wettelijk bewijsleer) secara eksplisit nampak diakui di dalam Bab IV pasal
183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa
suatu  tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”.
Berdasarkan  rumusan pasal di atas, sebuah tindak pidana akan dijatuhkan
putusan oleh hakim jika memenuhi unsur dua alat bukti yang sah, sehingga dari alat
bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang telah
melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya, di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP
dinyatakan bahwa yang termasuk kategori alat bukti ialah ;
a.) Keterangan saksi;
b.) Keterangan ahli;
c.) Surat;
d.) Petunjuk;
e.) Keterangan Terdakwa;
58 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Cet. XIII; Jakarta : Sinar Grafika,
2012), h. 279.
59 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, h. 279.
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Penerapan pembuktian dalam perkara pidana, seperti alat bukti yang telah
disebutkan dalam pasal 184 KUHAP di atas, bersifat limitatif atau sangat terbatas.
Terkait dengan penerapan alat bukti dalam suatu perkara pidana, M. Yahya Harahap
mengemukakan bahwa di luar dari jenis alat bukti yang telah diakui dalam KUHAP,
maka tidak dapat dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa60. Pendapat
yang dikemukakan M. Yahya Harahap berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP,
apabila ditinjau dari aspek legalitas dan penerapan hukum acara pidana sudah
sepatutnya untuk diterapkan.
Eksistensi penerapan hukum acara sebagai perangkat/kumpulan aturan untuk
menegakkan hukum materil dalam praktik persidangan sangat dibutuhkan. Hal ini
diharapkan agar penerapan hukum acara sebagai ujung tombak pelaksanaan dan
penjaminan hukum materil agar lebih teratur, sistematis, dan terarah dapat tercapai.
Munculnya tindak pidana kejahatan melalui dunia maya, dan laju kehidupan manusia
yang semakin hari semakin berkembang membuat kejahatan yang terjadi di tengah
masyarakat semakin berkembang pula. Keadaan ini menurut hemat penulis dapat
dikatakan sebagai suatu keadaan sebab-akibat. Penjelasan ini dapat dijabarkan secara
sederhana sebagai berikut; kejahatan yang muncul melalui dunia maya disebabkan
karena adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga
akibat dari munculnya kejahatan tersebut dari aspek legalitas yakni, suatu kejahatan
tidak dapat dipidanakan apabila belum ada pengaturannya sama sekali.
Kehadiran HIR yang kemudian dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
60 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan  Kembali, h. 285.
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(KUHAP) diundangkan, belum dapat memberikan solusi terhadap problem yang
terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Perihal pembuktian yang diatur dalam Kitab
hukum acara tersebut belum dapat menjangkau kebutuhan hukum di era globalisasi.
Munculnya tindak pidana kejahatan mayantara (cybercrime) dimana seorang pelaku
kejahatan dapat melakukan perbuatan pidana seperti, pencurian, pembobolan,
perjudian, dan penipuan melalui internet maupun dalam bentuk transaksi elektronik
lainnya, membawa problem tersendiri di era globalisasi. Pengaturan tindak pidana
kejahatan mayantara (cybercrime) yang belum terlintas dibenak para legislator dan
penyusun HIR termasuk KUHAP sendiri membawa dampak tersendiri. Keadaan
seperti ini jika secara cermat tidak dianulir maka, akan membahayakan aspek
kehidupan manusia dan masyarakat.
Problematika mendasar sebagai upaya terhadap munculnya tindak pidana
kejahatan mayantara (cybercrime) apabila dihubungkan dengan aspek legalitas dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka, akan ditemui kesulitan untuk
menjerat pelaku tindak pidana (kriminal) yang dilakukan di dunia maya. Kesulitan
yang dimaksud  adalah perihal  yang berkaitan dengan masalah pembuktian61. Selain
itu, eksistensi pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai asas legalitas dalam perkara pidana,
mengakibatkan adanya problem untuk menjerat pelaku secara yuridis. Rumusan pasal
1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa ;
“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan
perundang-undangan pidana yang telah ada”.
Mencermati rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, dapat disimpulkan
bahwa suatu perbuatan tidak dapat pidana, apabila belum ada ketentuan yang
61 Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan
dan Celah Hukumnya (Cet. II; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 73.
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mengaturnya. Ketentuan ini memiliki urgensi mendasar dalam memberikan kepastian
hukum kepada setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu tertentu. Selain itu,
ketentuan dalam pasal di atas, bertujuan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat.
Mengingat adanya aspek legalitas dalam suatu perbuatan pidana, maka dipandang
perlu untuk memberikan rumusan yang jelas terhadap segala macam perbuatan yang
merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang diatur oleh hukum, guna mencegah
tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).
Urgensi pengaturan tentang pembuktian dalam tindak pidana melalui dunia
maya (cybercrime) merupakan suatu hal yang harus diakomodasi, karena modus
operandi dari pelaku kejahatan di era globalisasi yang semakin canggih, serta
munculnya suatu tatanan dunia baru yang seolah-olah tanpa sekat (borderless),
mengakibatkan kehadiran hukum sebagai sebuah pranata memegang peranan penting
dalam mengatur laju kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Keberadaan
hukum acara sebagai seperangkat aturan untuk menegakkan hukum materil harus
mampu menjangkau problem yang dihadapi masyarakat.
Terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara kalangan ahli hukum
tentang perlunya hukum acara mengadakan penyesuaian untuk mengakomodasi
realitas di era globalisasi, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa KUHP dan
KUHAP adalah hukum publik yang mengatur kepentingan umum. Dalam tulisan ini,
penulis juga akan menguraikan tentang pembuktian perkara perdata. Seperti yang
telah disebutkan di atas, pencarian kebenaran dalam perkara perdata bertujuan untuk
mencapai kebenaran formil. Sementara sistem pembuktian perkara perdata menganut
sistem pembuktian positif (positief wettelijk bewijsleer).
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Kebenaran formil yang dimaksud adalah kebenaran yang ditentukan oleh
undang-undang, yang berarti bahwa dalam perkara perdata alat bukti yang diajukan
ke persidangan ditentukan masing-masing oleh para pihak dan hakim hanya menilai
pembuktian yang dilakukan diantara para pihak yang berperkara. Sifat hakim dalam
perkara perdata hanya bersifat pasif, artinya luas sengketa ditentukan oleh para pihak
sendiri dan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi gugatan yang dituntut
meskipun dalam fakta persidangan ternyata kerugian yang diderita oleh salah satu
pihak melebihi dari petitum dalam gugatan.
Pembuktian perdata adalah rangkaian tahapan persidangan setelah proses
mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, replik, dan duplik. Dalam tahapan
ini para pihak diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan
tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan
penggugat. Mencermati tahapan/rangkaian proses perkara perdata di pengadilan,
dapat menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup fundamental yakni, apakah bagi
hakim perdata tidak diperkenankan untuk melakukan pencarian kebenaran secara
materil seperti dalam perkara pidana ? untuk menjawab persoalan tersebut dapat
dilihat dalam putusan MARI Nomor 3136 K/Pdt/198362 tanggal 6 Maret 1985 yang
menyatakan tidak ada larangan bagi hakim pengadilan perdata untuk mencari dan
menemukan kebenaran materil. Namun, apabila kebenaran materil tidak ditemukan,
maka hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.
Ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, memberikan gambaran
bahwa pencarian kebenaran materil dalam perkara perdata pada hakikatnya tetap
dibolehkan. Keadaan seperti ini, berbeda halnya dalam perkara pidana yang ingin
62 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 498.
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mencari kebenaran yang bersifat materil dan wajib untuk diterapkan. Hal ini dapat
dilihat dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Kedudukan dari
pengakuan terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu perbuatan pidana,
mengakibatkan hakim tidak terikat dengan pengakuan tersebut. Keadaan ini menuntut
peranan hakim pengadilan pidana, harus mencari bukti sedemikian rupa yang
menyatakan terdakwa secara materil telah melakukan tersebut. Sementara, suatu
pengakuan dalam perkara perdata, bersifat mengikat bagi hakim dan para pihak yang
berperkara, sehingga dengan adanya pengakuan salah satu pihak, harus diterima oleh
hakim meskipun pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan.
Tugas hakim pengadilan dalam memeriksa suatu perkara memiliki tiga tugas
pokok yang harus dilakukan secara berurut dan sistematis yakni; pertama,
mengkonstatir perkara, kedua mengkualifisir suatu perkara, dan yang ketiga adalah
mengkonstituir suatu perkara63. Tindakan hakim dalam tahapan mengkonstatir
perkara adalah memilihat fakta/peristiwa yang diajukan para pihak yang berperkara.
Selanjutnya hakim mengkualifisir fakta/peristiwa yang telah ditemukan tersebut
untuk menemukan rangkaian peristiwa hukumnya dan bertujuan untuk menemukan
hakum atas peristiwa tersebut. Tahapan mengkonstituir suatu perkara adalah tahapan
dimana hakim memberikan putusan konstitusinya atau putusan hukumnya atas
perkara yang telah dikonstatir dan dikualifisir tersebut.
Sengketa dalam perkara perdata ditentukan masing-masing para pihak yang
berperkara, dimana gugatan yang diajukan ke pengadilan ditentukan oleh para pihak
sendiri. Dengan adanya sifat seperti ini, hakim perdata bersifat pasif dan tidak aktif
63 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha (Cet. I;
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 53.
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seperti dalam perkara pidana. M. Yahya Harahap memberikan pengertian makna
“pasif” dalam tugas hakim pengadilan perdata berarti64;
1). Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak
mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.
2). Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di
persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
3.) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan
penggugat dalam gugatan.
Ahmad Mujahidin memberikan pendapat bahwa majelis hakim harus aktif
memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya keadilan65. Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad
Mujahidin tersebut, lebih menitikberatkan kepada prosedur pemeriksaan perkara di
pengadilan dibandingkan dengan konsep formil hukum acara perdata. Makna kata
“pasif” seperti yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menurut hemat
penulis sudah seyogyanya diterapkan dalam praktik peradilan perdata. Adanya
pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menjadikan pemeriksaan perkara tidak
bersifat fair,dan mengabaikan asas ketentuan umum lembaga kekuasaan kehakiman
di Indonesia seperti, tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, dan
mengadili melebihi apa yang dituntut dalam suarat gugatan.
Pedoman pembuktian perkara perdata meliputi alat bukti dan kekuatan
pembuktian telah digariskan dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara perdata di
pengadilan. Aturan pemeriksaan pembuktian serta, alat bukti dalam perkara perdata
64 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan putusan Pengadilan, h. 500.
65 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah di Indonesia : Lengkap dengan  Contoh Blanko Perkara (Cet. I; Jakarta : Ikatan Hakim
Indonesia IKAHI, 2008), h. 29.
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yang termaktub di dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata dapat dirumuskan sebagai
berikut;
Alat bukti perkara perdata meliputi;
a.) Bukti tulisan
b.) Bukti saksi
c.) Persangkaan
d.) Pengakuan
e.) Sumpah
Ragam alat bukti tersebut dalam pemeriksaan perkara perdata, bersifat sah dan
wajib diterapkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.
Kehadiran sebuah alat bukti di pengadilan akan memberikan titik terang atas sengketa
yang terjadi. Hal ini bertujuan agar setiap tuduhan yang disangkakan oleh penggugat
memiliki landasan yang cukup kuat secara yuridis, jika hal ini diabaikan maka, setiap
orang akan dengan mudah mendakwa seorang lainnya. Begitu pula bantahan tergugat,
harus dibangun berdasar alat bukti yang kuat dan sah. Pengabaian terhadap ketentuan
ini mengakibatkan seseorang akan dengan mudah didakwa oleh orang lain
a.) Bukti Tulisan
Alat bukti tulisan dalam praktik disebut juga dengan istilah bukti surat66. Alat
bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran
66 Mohammad Saleh  dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia :
Persfektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya (Cet. I; Bandung : Alumni, 2012), h. 162.
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seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian67. Achmad Ali dan Wiwie Heryani
memberikan klasifikasi suatu alat bukti tertulis harus memenuhi tiga unsur yakni 68;
1.) Harus memuat tanda-tanda bacaan
2.) Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah
pikiran seseorang .
3.) Sengaja dibuat untuk pembuktian
Pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut, persis sama dengan
defenisi alat bukti surat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dalam hal
ini penulis tidak menemukan suatu kutipan mengenai defenisi surat di dalam buku
karangan Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut. Sehingga, apakah klasifikasi surat
sebagai alat bukti berasal dari defenisi uraian dari Sudikno Mertokusumo atau tidak.
Klasifikasi pembagian bukti tulisan (surat) terdapat perbedaan diantara para
praktisi dan teoritisi hukum. Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi menyatakan dalam
praktik alat bukti surat diklasifikasikan menajdi 3 (tiga) macam yaitu69 ;
1.) Surat Biasa
Surat biasa adalah surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat
bukti70. Kehadiran surat biasa dengan tidak bermaksud dibuat sebagai alat bukti di
pengadilan, tidak berlaku secara penuh. Surat biasa dapat dijadikan alat bukti untuk
hal-hal yang bersifat insidentil, misalnya, surat cinta, dan surat korespondensi
perdagangan.
67 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 157.
68 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 91
69 Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata : Persfektif,
Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, h. 162
70 Mohammad Saleh dan Llilik Mulyadi, bunga Rampai Hukum Acara Perdata ; Persfektif,
Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, h. 162.
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2.) Akta Autentik
Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan
dibuat oleh pegawai umum yang berwenang. Pengertian pejabat umum meliputi,
notaris, hakim, panitera, juru sita, dan pegawai pencatat  sipil71. Sementara itu, akta
autentik meliputi ; putusan pengadilan, penetapan, berita acara persidangan, dan akta
notaris. Ketentuan   mengenai akta autentik di dalam pasal 1868 KUH Perdata
dibedakan atas akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang  dibuat
dihadapan pegawai umum yang berwenang.
Teguh Samudera mengemukakan perbedaan mengenai akta autentik yang
dibuat oleh pegawai umum dan akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai umum.
Akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum bersifat inisiatif datang dari pihaknya,
dan pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam isi akta.
Sedangkan akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai umum bersifat inisiatif
datangnya dari pihak yang  berkepentingan, pegawai umum tidak pernah memulai
inisiatifnya, dan pegawai umum tidak tahu benar kebenaran yang dikemukakan oleh
kedua belah pihak yang hadir di hadapannya72.
3.) Akta Bawah Tangan
Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa
melibatkan adanya pihak pemerintah/pejabat. Kehadiran akta di bawah tangan yang
dibuat oleh para pihak, dapat menjadi alat bukti dikemudian hari jika terdapat
persengketaan di dalammnya. Ketentuan mengenai pembuatan akta akta bawah
71 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara perdata, h. 41.
72 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, h. 42-43.
44
tangan tidak seperti akta autentik yang telah digariskan oleh undang-undang,
sehingga kekuatan  pembuktian akta bawah  tangan bersifat sempurna jika tanda
tangan di dalam akta tersebut diakui oleh masing-masing pihak73.
b.) Bukti Saksi
Keterangan saksi sebagai alat bukti bertujuan untuk menerangkan pokok
peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang dihadapi maupun memiliki
relevansi dengan perkara tersebut. Seorang saksi harus melihat, mendengar, atau
mengalami sendiri kejadian yang berkaitan dengan pokok perkara. Suatu kesaksian
tidak dapat diterima, jika kejadian tersebut hanya disaksikan oleh satu orang. Hal ini
sesuai dengan asas unus testis nullus testis yang berarti satu saksi bukan saksi. Selain
itu, dalam HIR dan RBg terdapat golongan yang dilarang untuk menjadi saksi dalam
suatu perkara. Mereka yang dimaksud dalam golongan tersebut adalah keluarga
sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai; anak-anak yang berumur
kurang dari 15 tahun; orang gila meskipun ingatannya kadang-kadang sembuh74.
Terdapat pengecualian mengenai orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam
suatu perkara, khusunya dalam ketentuan acara peradilan agama mengenai kasus
perceraian. Adanya larangan bagi anggota keluarga sedarah dan semenda untuk tidak
memberikan kesaksian dalam suatu perkara, dikesampingkan dalam ketentuann acara
peradilan agama. Dalam kasus perceraian misalnya, jika tetap berpatokan kepada
ketentuan pasal 145 HIR, maka kecil kemungkinan bagi hakim untuk mendapat
73 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 172.
74 Ismet Baswedan, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum (Cet. I; Surabaya : Airlangga
Univesity Press, 2004), h. 32.
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gambaran yang jelas mengenai perselisihan yang terjadi jika  keluarga sedarah  dan
semenda dilarang menjadi saksi. Secara otomatis, penggambaran suatu perkara
menjadi tidak jelas.
c.) Bukti Persangkaan
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh
hakim dari peristiwa yang diketahui ke aarah peristiwa yang belum diketahui75.
Berdasarkan uraian defenisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
persangkaan dapat dibedakan dalam dua kategori yakni;
1.) Persangkaan berdasar undang-undang
Persangkaan menurut undang-undang lazim disebut sebagai persangkaan
menurut hukum76. Menurut pasal 1916 KUH Perdata persangkaan undang-undang
adalah berdasar ketentuan khusus suatu pasal undang-undang dihubungkan dengan
perbuatan tertentu dan perisitiwa tertentu. Persangkaan menurut undang-undang
diklasifikasikan menjadi ;
a.) Persangkaan yang tidak dapat dibantah
Bertitik tolak dari pasal 1916 KUH Perdata terdapat persangkaan yang tidak
dapat dibantah. Terdapat ciri-ciri suatu persangkaan tidak dapat dibantah adalah ;
pertama apabila dalam ketentuan suatu pasal undang-undang terdapat ancaman
bahwa perbuatan itu batal (nuul) atau suatu perbuatan batal demi hukum, atau
perbuatan dianggap tidak pernah ada (never existed). Kedua karena adanya larangan,
seperti ketentuan izin poligami pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
75 Ismet Baswedan, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, h. 37.
76 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah Indoensia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara, h. 273.
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tentang larangan berpoligami tanpa danya izin dari istri pertama dan izin pengadilan,
maka hal ini bermuara kepada adanya pembuktian77. Sudikno Mertokusumo
menyatakan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah pada hakikatnya
bukanlah sebuah persangkaan78. Pendapat Sudikno Mertokusumo didasarkan kepada
pasal 173 HIR/pasal 310 RBg yang berbunyi;
Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya
boleh diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusannya jika dugaan-dugaan
itu penting, saksama, tertentu  dan sesuai satu sama lain
Rumusan pasal 173 HIR/310 RBg tersebut memberikan penegasan bahwa
hanya dugaan yang tidak berdasar kepada undang-undang yang boleh diperhatikan
oleh hakim. Dugaan/persangkaan yang duperhatikan tersebut bukan merupakan
sesuatu tanpa syarat, yang mana undang-undang sendiri menentukan syarat tersebut
melputi, penting, saksama, tertentu, dan berkesesuaian satu sama lain. Apabila
hanya dugaan yang tidak berdasar kepada undang-undang yang harus diperhatikan
oleh hakim, ditambah dengan beberapa macam persyaratan tersebut, apakah
persangkaan/dugaan yang berdasar kepada undang-undang masih dianggap sebagai
persangkaan ? pendapat Sudikno Mertokusumo mengenai persangkaan menurut
undang-undang yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan, tidak dapat dibantah
dengan sendirinya mengandung perbedaan diantara para kalangan  hukum.
b.) Persangkaan yang dapat dibantah
Rumusan undang-undang mengenai persangkaan di dalam KUH Perdata,
menunjukkan adanya rumusan dalam pasal tersebut yang memungkinkan adanya
bukti lawan. Sebagai contoh, dalam pasal 1394 yang berbunyi;
77 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara, h. 274-275.
78 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 190.
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Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk
nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada
umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang
lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga bulan
berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih
dahulu telah dibayar llunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.
Persangkaan sebagaimana dalam pasal 1394 KUH perdata di atas, adalah
persangkaan undang-undang, tetapi memungkinkan adanya bukti lawan terhadap
persangkaan tersebut. R. Subekti menyatakan pada asasnya pembuktian lawan selalu
diperkenankan sepanjang tidak ada ketentuan undang-undang yang menyatakan
batalnya persangkaan tersebut79.
d.) Bukti Pengakuan
Pengakuan dalam perkara perdata, mempunyai kekuatan pembuktian
mengikat dan menentukan. Hakim harus menerima pengakuan yang dilakukan oleh
satu pihak yang berperkara, meskipun pengakuan tersebut dibangun atas dasar
kebohongan belaka. Hal ini, tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pokok hukum acara
perdata yang mencari kebenaran formil. R. Subekti menyatakan “pengakuan” tidak
tepat dikatakan sebagai alat bukti karena, apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh
suatu pihak, diakui pihak lawan maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil tersebut
tidak perlu untuk membuktikannya80.
Dalam praktek perkara perdata, pengakuan dapat diklasifikasikan kedalam
beberapa bagian yaitu81;
a.) Pengakuan Murni
79 R. Subekti, Hukum Pembuktian, h. 47.
80 R. Subekti, Hukum Pembuktian, h. 51.
81 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara, h285.
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Adalah pengakuan yang membenarkan secara tegas keseluruhan  dalil gugat,
dalam  pengakuan murni tidak ada terselip pengingkaran yang sekecil-kecilnya, suatu
pengakuan yang bersifat totalitas atas semua dalil gugat.
b.) Pengakuan Berkualifikasi
Adalah pengakuan atas dalil gugat yang dibarengi dengan syarat. Pada
pengakuan berkualifikasi pihak yang mengakui menambah sesuatu atas inti persoalan
yang diakui berupa syarat atau sering dikatakan pengakuan yang dibarengi dengan
tambahan keterangan menurut pandangan pihak yang memberi pengakuan.
c.) Pengakuan Berklausula
Pengakuan berklausula adalah pengakuan terhadap sebagian gugat akan tetapi,
membantah atas bagian lain dari dalil gugat tersebut. Pengakuan berkualifikasi dan
pengakuan berklausula dalam praktik terkadang sulit dibedakan, sehingga
menerapkan pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula menimbulkan
permasalahan hukum yang berkenaan dengan ontsplitbaar aveau (pengakuan tidak
boleh dipisah-pisah.
d.) Pengakuan Ontsplitbaar
Pengakuan ontsplitbaar adalah ketidakbolehan undang-undang untuk
melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan
dengan keterangan yang berisi keterangan bersyarat dan keterangan tambahan yang
berisi sangkalan atas gugatan.
e.) Bukti Sumpah
Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi tentang sumpah yaitu, suatu
pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau
keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa
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siapa yang memberi keterangan atau janji tidak benar akan  dihukum oleh-Nya82.
Dalam praktek perkara di dalam pengadilan, sumpah dapat diklasifikasikan kedalam
beberapa kategori yakni;
a.) Sumpah suppletoir
Adalah sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya
kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi
sengketa sebagai dasar putusannya83. Kekuatan pembuktian dari sumpah suppletoir
adalah bersifat sempurna, dan masih memungkinkan adanya bukti lawan. Mengingat
sifat dari sumpah suppletoir yang bersifat sebagai sumpah pelengkap, kewenangan
untuk memerintahkan sumpah ini terletak kepada hakim, maka sumpah ini bersifat
“fakultatif” yang berarti boleh atau dapat dilakukan, bukan bersifat wajib atau
harus84.
b.) Sumpah Penaksir
Adalah sumpah yang dibebankan atas perintah hakim untuk menetapkan
jumlah yang akan dikabulkan sehubungan dengan apa yang dituntut oleh penggugat
atau menetapkan harga barang yang dituntut apabila tidak ada jalan lain untuk
menetapkan harganya85.
c.) Sumpah Decisoir
82 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 197.
83 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 198.
84 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara, h. 293.
85 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara, h. 292.
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Sumpah decisoir atau sumpah pemutus adalah  sumpah  yang dibebankan atas
permintaan salah satu  pihak kepada lawannya86. Sifat dari sumpah pemutus bersifat
mengakhiri perkara,  apabila dalam proses pemeriksaan di pengadilan seseorang
membebankan kepada lawannya untuk mengucapkan sumpah pemutus, dan yang
dibebankan sumpah tersebut  bersedia untuk mengucapkannya maka, pihak yang
membebankan sumpah tersebut akan ditolak gugatannya oleh majelis hakim.
Mengingat sumpah  pemutus (decisoir) bersifat mengakhiri perkara, maka hakim dan
para pihak yang bersengketa terikat terhadap kekuatan pembuktian dari sumpah
pemutus (decisoir) tersebut.
Ketentuan alat bukti perkara perdata di atas mengundang perbedaan diantara
kalangan hukum. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa di luar pasal 164
HIR terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian
mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa87. Alat bukti yang
dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo meliputi pemeriksaan setempat (destence) dan
keterangan ahli (expertise)88. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pemeriksaan
setempat dan keterangan ahli secara formil tidak termasuk dalam alat bukti
sebagaimana pasal 164 HIR, pasal 1866 KUH Perdata, pasal 284 RBg, namun
pemeriksaan setempat dan keterangan ahli digolongkan dalam tindakan hukum atau
permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian89.
86 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoensia edisi revisi, h. 200.
87 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 204.
88 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi h. 204.
89 M .Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, h. 779.
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Keterangan ahli (expertise) menurut Abdulkadir Muhammad digolongkan
dalam kategori alat bukti saksi90, sementara Djamanat Samosir mengemukakan alat-
alat bukti dalam perkara perdata meliputi91 ;
1.) Alat bukti menurut pasal 164 HIR/pasal 284 RBg, yaitu :
a.) Alat Bukti Surat
b.) Alat Bukti Saksi
c.) Alat bukti Persangkaan
d.) Alat Bukti Pengakuan
e.) Alat Bukti Sumpah
2.) Alat bukti lain yang penting sebagai alat bukti ;
a.) Alat bukti pemeriksaan setempat (pasal 153 HIR/180 RBg)
b.) Alat bukti Saksi Ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 RBg)
c.) Alat Bukti Pembukuan (pasal 167 HIR/pasal 296 RBg)
d.) Pengetahuan Hakim (pasal 178 ayat (1) HIR/pasal 189 ayat (1) RBg)
3.) Alat bukti di luar undang-undang sebagai akibat kemajuan Ilmu
pengetahuan dan teknologi, seperti, phonograph, compact disc,
photographic, televisi, radar, radio, genetik enginering, percakapan
melalui cellular.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengemukakan dalam
perkara perdata terdapat satu macam alat bukti yang sering dipergunakan ialah
pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim yang dimaksud oleh Retnowulan Sutantio
dan Iskandar Oeripkartawinata adalah hal yang diketahui sendiri oleh hakim dalam
sidang, misalnya hakim melihat sendiri dalam pemeriksaan setempat bahwa benar ada
barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh
90 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 143-144.
91 Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa, h. 220-
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kerusakannya92. Pemeriksaan setempat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Oeripkartawinata di atas, termasuk dalam kategori “pengetahuan hakim”. Mengenai
pendapat seperti yang telah dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Oeripkartawinata dapat menimbulkan suatu pertanyaan, apakah pemeriksaan
setempat (destence) dengan sendirinya merupakan pengetahuan hakim atau berdiri
sendiri secara terpisah antara pemeriksaan setempat sebagai alat bukti  dan
pengetahuan hakim sebagai bukti  ?
Mengenai permasalahan ini, penulis akan memaparkan defenisi pemeriksaan
setempat yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Sudikno Mertokusumo memberikan
defenisi bahwa pemeriksaan setempat (destence) adalah pemeriksaan perkara oleh
hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan
pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau
keterangan yang memberi kepastian tentang perisitiwa-peristiwa yang menjadi
sengketa93. M. Yahya Harahap memberikan pengertian pemeriksaan setempat berarti
sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terletak untuk melihat
keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut94.
Mencermati rumusan pemeriksaan setempat (destence) di atas, penulis
berkesimpulan bahwa pemeriksaan setempat (destence) bertujuan untuk memperoleh
kepastian mengenai objek barang yang menjadi persengketaan, sehingga dapat
dirumuskan dengan jelas mengenai seluk-beluk barang sengketa. Adanya
pemeriksaan setempat (destence) memberikan pengetahuan kepada hakim sehingga,
92 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, h. 61.
93 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 204.
94 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Pertada tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 781.
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dengan adanya pengetahuan ini dapat dirumuskan untuk menjatuhkan putusan.
Pengetahuan hakim yang dimaksud adalah pengetahuan yang diperoleh di dalam
persidangan, bukan pengetahuan yang lahir di luar persidangan95. Selain adanya
perbedaan pendapat diantara kalangan hukum baik para teoritisi dan praktisi hukum
tentang alat bukti yang secara terbatas tercantum dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata,
permasalahan yang muncul sebagai sebuah problem dalam proses pembuktian adalah,
munculnya ragam transaksi elektronik yang kemudian melahirkan beberapa transkrip
elektronik tertentu, disatu sisi merupakan sebuah alat bukti yang dapat dipergunakan
dikemudian hari.
Munculnya beragam transkrip elektronik tersebut disatu sisi, sebagai akibat
adanya transaksi elektronik di era globalisasi membuat hal tersebut perlu ditinjau
ulang terutama dari persfektif pembuktian. Aturan pembuktian harus mengakomodir
tentang alat bukti elektronik mengingat hubungan keperdataan di era globalisasi telah
mencakup hubungan keperdataan internasional. Keadaan seperti ini berarti, tidak
sedikit dari bermacam hubungan keperdataan yang terjadi disetiap hari dilakukan
secara lintas negara, nasional, lokal yang dilakukan melalui dunia internet (cyber).
D. Kekuatan Pembuktian
Alat-alat bukti dalam kategori perkara perdata, memegang peranan penting
untuk menilai seberapa jauh kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Masing-
masing alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri yang telah ditentukan
oleh undang-undang. Bagi para hakim adalah tugas mereka untuk menilai suatu
kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Sepanjang alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil maka, kekuatan pembuktian dari alat bukti
95 Djamanat  Samosir, Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa , h. 262.
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bersifat “sempurna”. M. Natsir Asnawi menyimpulkan kekuatan pembuktian dari
suatu alat bukti merupakan kekuatan pembuktian yang melekat dalam alat bukti yang
diajukan oleh para pihak di pengadilan. Lebih lanjut dikemukakan oleh M. Natsir
Asnawi bahwa kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti terbagi atas dua yakni,
kekuatan pembuktian secara intrinsik dan kekuatan pembuktian yang dipengaruhi
oleh suatu keadaan di luar alat bukti tersebut (ekstrinsik)96.
Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bahwa terdapat lima jenis
kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti yaitu97;
1.) Kekuatan pembuktian sempurna, yang lengkap (volledig bewijsracht)
2.) Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (onvolledig bewijsracht)
3.) Kekuatan pembuktian sebagian (gedeeltelijk bewijsracht)
4.) Kekuatan pembuktian menetukan (beslissende bewijsracht)
5.) Kekuatan pembuktian perlawanan (tegenbewijs ).
Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti menurut pendapat Mukti Arto
terbagi beberapa macam yakni98 ;
1.) Bukti mengikat dan menentukan  artinya, meskpiun hanya satu alat bukti,
hakim telah cukup untuk memutus perkara. Hakim telah terikat dengan bukti
itu, sehingga tidak dapat memutus lain selain yang telah terbukti dengan alat
bukti itu. Contoh : sumpah decisoir (pasal 156 HIR/pasal 177HIR/pasal 183
RBg), sumpah dilatoir (pasal 177 HIR/pasal 183 RBg) dan pengakuan (pasal
174 HIR/pasal 311 RBg)
2.) Bukti sempurna, artinya meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup
bagi hakim untuk memutus perkara. Bukti ini hanya dapat dilumpuhkan apabila
dapat dibuktikan pihak lawan sebaliknya. Contoh ; akta autentik (pasal 165
HIR/pasal 285 RBg), pasal 1394 KUH Perdata, pasal 965 KUH Perdata.
96 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata d Indonesia : Kajian kontekstual
mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, h. 40.
97 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 80-81
98 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama (Cet. VII; Yogyakarta :
Pustaka Pelajar,2007), h, 105.
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3.) Bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dengan
pertimbangannya yang logis. Hakim disini tidak terikat kepada alat bukti,
terserah kepada keyakinannya, karenanya dapat mengesampingkan alat bukti
ini dengan pertimbangan yang logis. Bukti bebas hanya dapat dilumpuhkan
oleh pihak lawan. Contoh : saksi yang disumpah (pasal 172 HIR/307 RBg),
saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 RBg) pengakuan di luar sidang (pasal 175
HIR/312 RBg).
4.) Bukti permulaan, artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya
kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang
cukup. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti dengan pertimbangan logis,
dan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Agar bukti ini sempurna masih
perlu ditambah dengan lat bukti lain. Contoh : alat bukti saksi cuma seorang
diri (pasal 136 HIR/pasal 306 RBg) sehingga, harus ditambah dengan alat bukti
lain misalnya, sumpah supletoir, akta di bawah tangan yang dipungkiri
tandatangan dan isinya oleh yang bersangkutan (pasal 165 HIR/289 RBg)
5.) Bukti bukan bukti, artinya meskipun nampaknya memberikan keterangan
yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi, ia tidak memenuhi syarat
formal sebagi alat bukti sah. Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian seperti,
bukti bukan bukti. Contoh : saksi yang tidak disumpah (pasal 145 ayat (40
HIR/pasal 172 RBg), saksi yang belum cukup umur, foto-foto, rekaman casset,
video, keksaksian tak langsung (pasal 717 HIR/ pasal  308 RBg).
Kekuatan pembuktian lebih lanjut diuraikan oleh M. Natsir Asnawi yang
menyatakan dalam praktik dikenal 6 (enam) tingkatan kekuatan  pembuktian  alat
bukti, sebagai berikut99;
1.) Kekuatan bukti permulaan (begin bewijskracht)
Kekuatan  bukti permulaan adalah  kekuatan bukti pada alat bukti yang belum
memenuhi batas minimal pembuktian . Dalam pengertian yang lebih sederhana,
kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan pada alat bukti yang belum dapat
menentukan apa-apa. Kemampuannya membuktikan suatu peristiwa atau fakta
tertentu harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain untuk memenuhi
batas minimal pembuktian.
2.) Kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht)
Kekuatan pembuktian bebas adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang
penilaian dan penghargaannya diserahkan kepada hakim. Undang-undang
mengatur beberapa alat bukti yang penilaian kekuatan pembuktiannya
diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Misalnya, alat bukti kesaksian.
3.) Kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht)
99 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara perdata di Indonesia :Kajian Kontekstual
mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, h.42.
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Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti
yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti cukup kepada dirinya
sendiri.  Cukup dalam arti alat bukti tertentu tidak memerlukan alat bukti lain
untuk membuktikan suatu peristiwa,  hubungan hukum, hak, dan  kewajiban.
4.) Kekuatan pembuktian mengikat (bindende bewijskrach)
Kekuatan pembuktian mengikat adalah kekuatan pemmbuktian alat bukti yang
mengikat pihak-pihak tertentu. Kekuatan pembuktian mengikat yang melekat
dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan
dengannya terikat untuk meyakini  atau mempercayai apa yang diungkap atau
dibuktikan oleh alat bukti tersebut.
5.) Kekuatan pembuktian menentukan (besslissendebewijskracht)
Kekuatan pembuktian menentukan adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang
eksistensinya menetukan putusnya suatu perkara. Dengan adanya alat bukti
demikian, maka persengketaan diantara para pihak dapat diputuskan.
6.) Kekuatan pembuktian memaksa (dwingen bewijskracht)
Kekuatan pembuktian memaksa adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti
yang eksistensinya memaksa para pihak untuk meyakininya dan menerima
konsekuensi yang dilahirkan dari alat bukti tersebut. salah satu alat bukti yang
mereprentasikan kekuatan memaksa dari alat bukti alah sumpah li’an dalam
praktik hukum acara peradilan agama.
Berdasarkan rumusan terkait kekuatan pembuktian suatu alat bukti dalam
praktik perkara perdata di pengadilan, terdapat beragam pendapat mengenai
pengklasifikasian kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. Penulis menyimpulkan
bahwa pembagian klasifikasi kekuatan pembuktian seperti yang telah dipaparkan di
atas, tidak memiliki dampak yang cukup substansial secara umum, karena kekuatan
pembuktian masing-masing pendapat seperti yang penulis kutip, disandarkan kepada
peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan hukum acara yang berlaku di
pengadilan.
Pendapat Mukti Arto yang mengklasifikasikan foto, video, rekaman, kaset,
sebagai bukti bukan bukti disatu sisi menarik untuk dikaji. Hal ini menurut hemat
penulis disandarkan kepada ketentuan bahwa bukti tersebut tidak secara tegas diatur
dalam peraturan perundang-undangan sehingga, dari aspek legalitas dengan tidak
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adanya pengaturan tersebut, secara otomatis bukan sebagai alat bukti. Secara materil
kedudukan foto, video, kaset, rekaman, dan sebagainya memang dapat dijadikan
sebagai alat bukti, tetapi aspek pengaturan secara yuridis (formil ) belum ada yang
mengatur secara tegas, maka menurut asumsi penulis hal yang demikian tersebut
sehingga, Mukti Arto mengklasifikasikan foto, video, rekaman, foto copy sebagai
bukti bukan bukti.
E. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dibuktikan
Tujuan pembuktian suatu perkara di pengadilan dalam perkara pidana mapun
perdata, bertujuan untuk merumuskan dengan jelas mengenai pokok persengketaan
yang terjadi. Berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan tersebut, maka dapat
dirumuskan bahwa suatu putusan (vonis) yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam
suatu sidang yang terbuka untuk umum agar suatu persengketaan yang terjadi dapat
diselesaikan.
Pembuktian yang dilakukan oleh jaksa dalam perkara pidana, serta antara
penggugat dan tegugat dalam perkara perdata tidak selamanya suatu peristiwa/fakta
yang teerjadi bersifat mutlak untuk dibuktikan. Peristiwa atau fakta yang memiliki
relevansi dengan peristiwa hukum wajib untuk dibuktikan oleh para pihak. Rumusan
mengenai peristiwa atau fakta yang wajib untuk dibuktikan dapat dilihat dalam pasal
163 HIR yang berbunyi sebagai berikut;
Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang atau sesuatu hak, atau
menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk
membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu
atau adanya kejadian itu.
Aturan mengenai adanya hal yang dianggap perlu untuk dibuktikan dapat pula
dilihat di dalam pasal 1865 KUH Perdata. Rumusan pasal tersebut secara lengkap
berbunyi sebagai berikut;
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Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut.
Rumusan mengenai hal yang perlu untuk dibuktikan secara tegas dinyatakan
dalam pasal 163 HIR, dan pasal 1865 KUH Perdata. Kesimpulan yang dapat ditarik
berdasarkan rumusan pasal tersebut, bahwa yang wajib untuk dibuktikan adalah
adanya suatu hak, dan peristiwa. Ketentuan mengenai rumusan pembuktian tersebut
dinyatakan berlaku terhadap pihak yang membantah adanya hak orang lain.
Penegasan ini secara tegas memberikan penggambaran bahwa pembuktian dalam
perkara perdata dilakukan oleh mereka yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak
dan mereka yang membantah adanya hak orang lain.
Ketentuan ini mengisyaratkan suatu hal penting, bahwa dalam perkara perdata
diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk
membuktikan dalil-dalil gugatan, dan dalil yang membantah adanya hak orang lain.
Selain hak dan peristiwa yang wajib untuk dibuktikan maka, satu hal penting yang
menurut persfektif penulis wajib untuk dibuktikan adalah adanya hubungan hukum.
Hubungan hukum yang penulis maksud, adalah rangkaian peristiwa yang menyatakan
bahwa antara pengugat dan tergugat memang benar telah terjadi hubungan hukum
yang mengakibatkan adanya peristiwa hukum. Pengertian hubungan hukum secara
sempit  yang penulis maksud adalah segala hal yang berkaitan dengan adanya
peristiwa hukum tersebut.
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BAB III
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERKARA PERDATA
A. Latar Belakang Munculnya Alat Bukti Elektronik
Kehidupan manusia  yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai
sektor kehidupan, telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola pikir manusia
saat ini. Perkembangan dan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat
kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), telah membawa perubahan
yang cukup signifikan, baik dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku antar
sesama. Sistem pergaulan manusia di era globalisasi yang berlangsung seolah-olah
tanpa sekat (borderless), membawa pengaruh dan keuntungan yang cukup besar.
Praktik dalam lalu lintas hubungan jual beli dan transaksi pembelian saat ini tidak
jarang menggunakan media elektronik dalam melakukan hubungan jual beli tersebut.
Hubungan keperdataan yang pada mulanya berlangsung secara konvensional,
dalam bentuk jual  beli, sewa menyewa, dan  perjanjian lainnya yang berlangsung
secara konvensional, perlahan-lahan berubah menjadi praktik jual-beli, sewa-
menyewa, dan perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Kehadiran media
elektronik selain memberikan keuntungan di satu sisi, juga mengandung potensi
bahaya yang cukup besar. Munculnya jenis kejahatan baru, yang belum ada
pengaturannya membuat aparat penegak hukum seolah tidak dapat bertindak dengan
alasan aturan hukumnya belum ada/memadai. Munculnya kejadian seperti yang telah
disebutkan di atas, memberi kesan bahwa kemajuan yang dicapai manusia saat ini, di
era globalisasi sebagai akibat berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) ibarat pedang bermata dua.
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Abdul Wahid dan Muhammad Labib menyatakan sedemikian pentingya
fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat bergantung dengan
teknologi baik untuk hal positif maupun negatif100. Pendapat Abdul Wahid dan
Muhammad Labib jika diintegrasikan dalam persfektif hukum akan memberi
pengertian bahwa dengan adanya kemajuan teknologi maka, seperangkat aturan harus
ada untuk mengatur dan mengantisipasi kemungkinan adanya tindak pidana kejahatan
yang belum ada pengaturannya. Aturan yang berifat mengatur tersebut harus bersifat
kompleks meliputi, jenis tindak pidana, permasalahan yurisdiksi, alat bukti, dan
beragam hal lain yang sifatnya memiliki esensi dengan tindak pidana tersebut.
Aspek hubungan keperdataan pada saat ini telah banyak menggunakan media
elektronik (internet) dalam melakukan beragam transaksi. Transaksi perdagangan
yang dilakukan melalui media elektronik atau lazim disebut Electronik commerce (E-
commerce) menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya101.
Keadaan yang terjadi dimana belum adanya pengaturan mengenai hal ini, akan
membawa konsekuensi logis kepada ketiadaan aturan hukum, atau lebih tepat
dikatakan sebagai suasana kekosongan hukum.  Permasalahan yang terjadi dalam lalu
lintas hubungan keperdataan saat ini adalah praktik transaksi elektronik yang
melahirkan berbagai transkrip elektronik tertentu sebagai bukti adanya transaksi
tersebut, sehingga dapat menjadi pegangan para pihak jika terjadi suatu sengketa
dikemudian hari.
Sengketa hubungan keperdataan di pengadilan bertujuan untuk mencari dan
menemukan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat formil
100 Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber crime). (Cet. II;
Bandung : Refika Aditama, 2010), h. 21.
101 Dikdik M. Airef Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi. (Cet. II; Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 135..
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mengandung pengertian kebenaran yang berdasar pada undang-undang102. Ketiadaan
peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan transaksi yang
dilakukan secara elektronik (E-commerce), akan membawa para pihak dalam keadaan
yang tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Ketentuan asas dalam praktik acara
perdata, mengisyaratkan asas ius curia novit yang secara harfiah berati hakim
dianggap tahu hukum. Hal ini berarti bahwa, hakim tidak boleh menolak untuk
mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukumnya belum ada/cukup lengkap.
Tetapi dengan adanya ketiadaan peraturan yang mengatur suatu hal tertentu, penegak
hukum dalam hal ini para hakim dituntut untuk melakukan sebuah terobosan hukum.
Transaksi perdagangan yang berlangsung secara konvensional dan kini beralih
pada transaksi perdagangan elektronik (E-commerce) menunjukkan adanya
perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan transaksi perdagangan
elektronik (E-commerce) tersebut ditunjang oleh beberapa faktor yang mendorong
sehingga transaksi perdagangan elektronik menjadi berkembang yakni103;
1.) E-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan
dan setiap pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2.) E-commerce dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan
tepat serta, pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik;
3.) E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif;
4.) E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang
cepat, mudah, aman dan akurat.
102 Mengenai hal ini, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya
kesalahpahaman terhadap pengertian kebenaran resmi (formil), sebaiknya pengertian kebenaran resmi
dibuang jauh-jauh. Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro dalam perkara perdata yang ditetapkan
sebagai dasar bagi hakim, harus berpedoman  pada satu jenis kebenaran, sebagaimana layaknya dalam
perkara pidana. Selengkapnya lihat dalam Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata  di Indonesia,
h. 62.
103 Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h. 166.
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Budi Sutedjo Dharma Oetomo menyatakan transaksi e-commerce memiliki
banyak manfaat kepada konsumen baik secara struktural maupun efektifitas dalam
bertransaksi seperti104;
1.) Efektif, dalam arti konsumen dapat memperoleh informasi dan bertransaksi
setiap saat dengan akurat, cepat, dan murah.
2.) Biaya terkendali, dalam arti biaya transport menuju lokasi untuk memilih
barang, perbandingan harga dengan pelaku usaha lain dan transaksi dapat
ditekan serendah mungkin, karena semua proses dapat dilakukan dari balik
meja dan hanya menekan klik mouse.
3.) Aman secaara fisik, dalam arti para konsumen akan merasa aman dalam
melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sangat besar, dibandingkan di
pasar tradisional. Resiko kecopetan atau perampasan sangat kecil, meskipun
ada resiko software yang akhir-akhir ini merebak, yaitu pencurian nomor kartu
kredit dan pembobolan sistem (hacker).
4.) Harga murah, oleh karena pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran dan
meraih manfaat dari penerapan just in time, konsumen kemungkinan
mendapatkan harga produk lebih murah.
5.) Fleksibel, dalam arti konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai tempat
dengan berbagai kondisi, seperti dari rumah, kantor, perpustakaan, warnet, atau
tempat-tempat lain. Konsumen juga tidak perlu mengkondisikan diri untuk
berpakaian berpenampilan rapi sebagaimana berbelanja pada pasar-pasar
tradisional.
Kehadiran aspek transaksi pedagangan elektronik (E-commerce) yang
memiliki kelebihan khusus dalam menjangkau daya pasar yang luas, juga memberi
kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan transaksi. Kemudahan yang didapat
berupa, pelanggan (customer) tidak diharuskan bertemu secara langsung dengan
penjual (merchant). Selain itu, barang yang ditawarkan dalam transaksi perdagangan
elektronik (E-commerce) juga bersifat beragam/sangat variatif.
Fenomena seperti ini, meskipun oleh pemerintah terbilang lambat untuk
diantisipasi dengan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
104 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-
Commerce Lintas Negara di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 35-36.
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Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dianggap cukup memberi jawaban atas
respon tehadap penggunanan teknologi dalam transaksi elektronik. Salah satu
permasalahan yang muncul dalam penggunaan transaksi elektronik tersebut, adalah
eksistensi dari suatu alat bukti elektronik, yang  tidak hanya berkutat pada aspek
legalitas semata, melainkan lebih jauh masuk ke dalam wilayah nilai pembuktian dan
standar pembuktian105.
Penggunaan transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan,
seperti yang dikemukakan oleh M. Natsir Asnawi di atas, memerlukan pengaturan
yang cukup jelas mengenai ketentuan umum transaksi elektronik dalam praktik dan
penggunaannya dibidang hukum keperdataan. Kehadiran suatu aturan harus memuat
secara rinci mengenai persoalan yang timbul dikemudian hari, guna menjawab
serangkaian hal yang dapat menjadi kendala dalam sengketa keperdataan. Kendala
yang dapat muncul tersebut menurut hemat penulis, dari segi pembuktian dan segala
macam bentuk seluk-beluknya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka
menjawab upaya ke arah pembangunan kepastian hukum dan pembaharuan hukum
acara dalam perkara perdata.
B. Defenisi Transaksi Perdagangan Elektronik
Hubungan keperdataan yang semakin berkembang saat ini, boleh dikatakan
sebagai akibat berkembangnya arus informasi yang cukup pesat, serta ditunjang
dengan adanya kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Hubungan transaksi perdagangan berupa kontrak perdagangan yang muncul dalam
bidang keperdataan telah menjadikan perkembangan pemikiran terhadap paradigma
hukum. Pengaturan mengenai hal tersebut, telah diakomodir dengan sebuah aturan
105 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata Indonesia : Kajian Kontekstual
Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, h. 9.
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perundang-undangan sebagai langkah awal untuk merepresentasikan aspek yang
muncul dalam hubungan keperdataan yang dilakukan secara elektronik.
Perkembangan hubungan keperdataan yang dilakukan secara elektronik
melalui internet (Cyber space) menjadikan para pihak dalam lalu lintas keperdataan
tidak hanya berinteraksi dalam skala lokal, tetapi semakin meluas dalam konteks
skala nasional, regional dan bahkan dalam skala yang mendunia atau internasional.
Praktik hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini dan telah menjangkau dunia
internasional, melahirkan beragam istilah atau pengertian yang berkaitan dengan
transaksi perdagangan melalui media elektronik tersebut. Keberagaman istilah yang
muncul dalam dunia transaksi perdagangan melalui media elektronik sangat variatif
dikalangan para ahli. Hingga sampai saat ini, belum ada istilah yang seragam dipakai
untuk menggambarkan secara detail fenomena tersebut.
Transaksi perdagangan melalui internet oleh sebagian kalangan disebut sebagai
WEB Contact,Transaksi Dagang Elektronik, E-commerce, dan Kontrak Dagang
Dunia Maya106. Mariam Darul Badrulzaman cenderung menggunakan istilah Kontrak
Dagang Elektronik (KDE), sedangkan Titik Triwulan Tutik berpendapat untuk
menggunakan istilah yang bersifat lebih umum yaitu, Kontrak Dagang Dunia
Mayantara (Cyber space transaction)107. Organization for Economic Cooperation
and Development ( OECD) menyatakan, kontrak dagang dunia maya adalah transaksi
berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik108. Alliance for Global
Business sebagai sebuah asosiasi perdagangan internasional terkemuka, menyatakan
106 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. III; Jakarta :
Kencana, 2011), h. 373.
107 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 373
108 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 373.
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e-commerce sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi,
produk, jasa, atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui
media tersebut, barang dan jasa yang bernilai ekonomi dirancang, dihasilkan,
diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan109. Lebih lanjut,
Sutan Remi Sjahdeni merumuskan E-commerce sebagai kegiatan-kegiatan bisnis
yang menyangkut konsumen (consumer), manufaktur (manufacture), service
providers, dan pedagang perantara (intermediataris) dengan menggunakan jaringan-
jaringan komputer (computer networks) yaitu, internet110.
Defenisi yang dikemukakan oleh Julian Ding menyatakan E-commerce sebagai
transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau
mengambil alih hak. Kontak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium)
dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Adapun media elekrtonik terdapat di
dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Sifat
dari transaksi yang dilakukan terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional111.
Berdasarkan rumusan mengenai defenisi yang dikemukakan di atas, dapat penulis
simpulkan bahwa transaksi perdagangan elektronik adalah kegiatan transaksi yang
dilakukan tanpa kehadiran para pihak secara real dengan menggunakan media
elektronik (internet) sebagai alat komunikasi.
Rumusan mengenai transaksi elektronik secara tegas dapat dilihat dalam pasal
1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang berbunyi sebagai berikut;
109 Titik Triwulan tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 373.
110 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 374.
111 Titik triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 374.
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“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.
Pengertian transaksi elektronik sebagaimana rumusan pada pasal 1 ayat (2) di
atas, lebih menitikberatkan kepada aspek perbuatan hukum. Rumusan mengenai
aspek perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang diatur oleh hukum dan
menimbulkan akibat hukum. Pengertian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk
membatasi perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan hajat
hidup secara individual, kelompok, ataupun masyarakat. Sementara itu, ketentuan
dalam pasal 1 ayat (2) di atas, menurut hemat penulis memiliki nilai filosofis, karena
kehadiran dari suatu undang-undang bertujuan untuk mengatur kepentingan umum,
melalui aparat penegak hukum sebagai institusi perpanjangan tangan dari sebuah
negara.
Transaksi perdagangan elektronik, selanjutnya disingkat menjadi E-commerce
dikelompokkan dalam dua garis besar yakni, transaksi Business to Business (B to B)
dan transaksi Business to Customer (B to C). Kegiatan business to business
merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar para pelaku bisnis dengan sistem
komunikasi on line112. Titik Triwulan Tutik mendefenisikan kegiatan transaksi
business to business adalah jenis kontrak yang dilakukan untuk suatu urusan bisnis
kegiatan bisnis113.
1.) Transaksi Business to Business (B to B)
Pengertian kegiatan business to business yang dikemukakan oleh Titik
Triwulan Tutik, menurut penulis didasarkan kepada aspek kegiatan kontrak suatu
112 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h. 151
113 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 378.
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kegiatan bisnis, sementara pengertian kegiatan antar para pelaku bisnis tidak
termasuk dalam kategori defenisi yang dikemukakan oleh Titik Triwulan Tutik.
Sebagai analisis perbandingan mengenai kegiatan business to business, penulis akan
mengutip pendapat dari Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom serta, pendapat dari
Titik Triwulan Tutik. Karakteristik transaksi kegiatan business to business (B to B)
menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom adalah sebagai berikut114;
1.) Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah
terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung
diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi
tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
2.) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format
data yang telah  disepakati. Jadi service yang yang digunakan antara kedua
sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama.
3.) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka lainnya untuk
mengirim data.
4.) Model yang digunakan adalah pear to pear dimana processing intelegence
dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
Kontrak business to business yang dideskripsikan oleh Titik Triwulan Tutik
memiliki beberapa tipe yakni;
1.) Site hosting agreement, yaitu suatu perjanjian mengenai pelayanan untuk
menyimpan data, grafik, dokumen, dn material-material lain dalam web site.
Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perjanjian ini adalah ; kapasitas
penyimpanan, kapasitas cadangan, pengamanan, mekanisme pembayaran, dan
penyerahan barang.
2.) Kontrak sponsor dan periklanan. Kontak ini sangat penting untuk menciptakan
web site antara pemilik web site dengan pihak ketiga, misalnya sponsor dapat
membayar kepada pemilik web site untuk mengiklankan logo atau iklan.
3.) Kontrak dengan operator virtual mall. Kontrak ini bertujuan untuk memutuskan
apakah seorang pedagang/pengusaha virtual shop akan mendaftarkan e-
business kepada operator virtual mall. Dalam kontrak ini juga disepakati
tentang beberapa hal antara lain, hak untuk mengiklankan, persentase operator
virtual mall terhadap pendapatan bisnis tersebut, fasilitas yang digunakan,
114 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h. 151
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pengamanan atas transaksi, bentuk bisnis lain yang dikembangkan dan macam
pelayanan.
4.) Kontrak pembayaran dengan kartu kredit (agreement with credit card
merchant). Kontrak ini dilakukan antara pedagang virtual shop dengan
pengusaha kartu kredit, dengan tujuan agar seorang pedagang virtual shop
dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit.
5.) Shrinkwarp atau clickwarp contract. Perjanjian ini adalah internet service
povider yang menawarkan izin untuk menggunakan perangkat lunak komputer
(software) kepada agen pemberi lisensi dengan shrinkwarp atau clickwarp.
Adanya perbedaan pandangan seperti yang telah penulis kutip di atas, terletak
pada pendefenisian kegiatan transaksi elektronik business to business (b to b).
Dikdik M. Arief Mansur berpendapat bahwa kegiatan transaksi elektronik business to
business hanya dilakukan antar pelaku bisnis, sementara pendapat Titik Triwulan
Tutik lebih mengarah pada adanya kemungkinan pihak ketiga dalam melakukan
transaksi (kontrak). Penulis sendiri sependapat dengan pandangan yang dikemukakan
oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom bahwa kegiatan transaksi
elektronik business to business hanya dilakukan secara terbatas antar pelaku bisnis.
2.) Transaksi Business to Customer (B to C)
Transaksi elektronik selanjutnya adalah kegiatan transaksi business to
customer (b to c) adalah kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku bisnis dengan
pelanggan (customer). Penjual (merchant) menawarkan suatu produk atau jasa
kepada pihak pelanggan (customer) yang menggunakan/memberi barang/jasa yang
ditawarkan115. Uraian mengenai transaksi elektronik business to customer (b to c)
dapat disimpulkan sebagai kegiatan transaksi dua arah antara penjual yang
menawarkan barang atau jasa kepada pelanggan, dan pelanggan yang memberi respon
terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual (merchant). Transaksi
elektronik business to customer memiliki keuntungan terhadap konsumen, karena
115 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 379.
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dalam posisi ini konsumen dapat mengetahu secara detail mengenai kualitas suatu
barang, serta barang yang ditawarkan dalam kegiatan transaksi elektronik business to
customer lebih bersifat variatif.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengemukakan karakteristik
dari transaksi elektronik business to customer (b to c) adalah sebagai berikut116;
1.) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum.
2.) Service yang dilakukan juga bersifat umum sehingga, mekanismenya dapat
digunakan oleh banyak orang. Contohnya, karena sistem web sudah umum
dikalangan masyarakat, maka sistem yang digunakan adalah sistem web pula.
3.) Service yang diberikan berdasarkan permintaan dimana konsumen berinisiatif
sedangkan, produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif
konsumen.
4.) Sering dilakukan pendekatan client-server yang mana konsumen di pihak klien
menggunakan sistem yang minimal (basis web) dan pihak penyedia barang atau
jasa (business procedure)berada pada pihak server.
Karakteristik transaksi elektronik business to customer (b to c) lebih bersifat
pada transaksi yang dilakukan secara konvensional. Perbedaan dapat terlihat dari
digunakannya web sebagai media untuk melakukan transaksi (penjualan dan
pembelian). Penulis berpendapat bahwa web merupakan “pasar” yang bersifat bebas
untuk dikunjungi dan terbuka untuk umum, dan media untuk melakukan kegiatan
transaksi. Perbedaan selanjutnya yang dapat penulis kemukakan adalah kegiatan
transaksi elektronik business to customer( b to c) dintinjau dari segi pembayaran,
yang mana dalam transaksi konvensial pembayaran dilakukan secara manual cash
sementara kegiatan transaksi elektronik berbasis intenet pembayaran dilakukan
melalui credit card.
116 Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek hukum Teknologi
Informasi, h. 152.
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3.) Para pihak dalam Transaksi Elektronik
Kegiatan transaksi perdagangan elektronik (E-commerce) dilakukan oleh
beberapa pihak, yang menggunakan media internet dalam melaksanakan transaksi.
Kehadiran media web sebagai media perantara untuk menawarkan dan sekaligus
memasarkan produk oleh pelaku bisnis tetap membutuhkan respon dari pihak
pelanggan untuk terjadinya syarat sebuah transaksi. Kemudahan yang diperoleh
melalui transaksi perdagangan elektronik (E-commerce) terhadap konsumen tetap
memerlukan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam sebuah transaksi.
Budhiyanto mengklasifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah
transaksi dagang elektronik sebagai berikut117;
1.) Penjual (merchant) yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan
produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant maka seseorang harus
mendaftarkan diri sebagai account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan
agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit
card.
2.) Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk barang atau
jasa) melalui pembelian secara on-line. Konsumen yang akan berbelanja di
internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen
merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-
commerce adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah
pembayaran dilakukan melalui credit card atau dimungkinkan pembayaran
dilakukan secara manual cash. Hal ini penting untuk diketahui mengingat tidak
ssemua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu
kredit.
3.) Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan antara penjual dan penerbit) dan
perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan
adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan
yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak
perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak
perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana
pembayaran dilakukan oleh pemilik kartu kredit, selanjutnya bank yang
menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada
penerbit kartu kredit (issuer).
117 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h. 152-153.
71
4.) Issuer, berupa perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di Indonesia
ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit yaitu ;
a.) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat
menerbitkan credit card, hanya bank yang telah memperoleh izin dari
card internasional dapat menerbitkan kartu kredit seperti Master dan
Visa Card.
b.) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia
Internasional yang mebuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di
luar negeri.
c.) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di
luar negeri, seperti American Express.
5.) Certification Authorites,pihak ketiga yang netral memegang hak untuk
mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa
hal yang diberikan pula kepada card holder.
Keberadaaan para pihak dalam transaksi perdagangan secara elektronik (e-
commerce), tidak memerlukan kehadiran secara fisik keberadaan para pihak untuk
melakukan sebuah transaksi. Sifat dari transaksi media elektronik yang tidak
memerlukan kehadiran para pihak dalam bertransaksi memberikan sebuah nilai
(value) keuntungan tersendiri kepada konsumen. Kehadiran internet yang tidak
mengenal batas-batas yurisdiksi, teritorial,  dan geografis telah menciptakan tatanan
dunia baru yang seolah-olah tanpa sekat, sehingga transaksi perdagangan elektronik
dapat dilakukan secara global. Selain itu, transaksi yang berlangsung secara
konvensional, hanya melibatkan dua pihak yang berinteraksi dua arah, kondisi seperti
ini tidak selalu dimungkinkan berlaku dalam transaksi dagang elektronik karena,
diperlukan pihak perantara yang bertugas untuk membayarkan nilai transaksi kepada
penjual/produsen terutama transaksi yang dilakukan melalui kartu kredit (credit
card).
Upaya yang perlu dilakukan dengan adanya transaksi perdagangan secara
elektronik (e-commerce) ditinjau dari segi yuridis adalah bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik,
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karena kehadiran para pihak dalam transaksi, tidak dimungkinkan untuk bertemu
secara fisik. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula bahwa, transaksi melalui internet
(website) bersifat global, sehingga peluang untuk melakukan transaksi tidak bersifat
lokal, melainkan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Dengan adanya
bentuk perlindungan hukum terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan secara
elektronik berarti, telah ada suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan
hukum kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik, mengingat kegiatan
transaksi secara elektronik telah banyak dilakukan oleh masyarakat di era globalisasi.
C. Transkrip Elektronik sebagai Alat Bukti
Kegiatan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, dalam bentuk
pesan, percakapan/pembicaraan, surat yang berbentuk dokumen, dapat digunakan
sebagai pegangan bagi para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Transkrip
elektronik tersebut dapat dicetak melalui print out, sehingga kegiatan transaksi yang
berlangsung secara elektronik dapat divisualisasikan melalui media cetak. Kehadiran
transkrip elektronik sebagai bukti adanya kegiatan transaksi yang dilakukan,
memerlukan pengaturan yang secara sah dan legal, sehingga dapat diakui sebagai alat
bukti oleh masing-masing para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari.
Sifat dari transaksi elektronik yang dapat dialihkan atau ditranformasikan
kedalam beberapa bentuk seperti Compact Disc Read Only Memory (CD_ROM) dan
Write On Read Many (WORM) yang dapat menjaga keaslian dan menjamin tingkat
pengamanan terhadap keaslian sebuah dokumen118. Kehadiran Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah menjangkau kepada
pengakuan atas adanya dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam
118 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h. 108.
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media elektronik. Dalam pasal 12 undang-undang tersebut disebutkan secara tegas
mengenai pengalihan dokumen perusahaan yang dialihkan dalam bentuk microfilm
dan media lainnya. Tehadap pengalihan atau pentranformasian dokumen kedalam
bentuk microfilm, kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan yakni, apakah dengan
telah dilakukannya pengalihan atau pentransformasian dokumen dalam bentuk
elektronik telah menjaga keaslian dokumen secara utuh ? apakah dengan dengan
adanya pengalihan tersebut, tidak dibutuhkan pengesahan seperti salinan akta dalam
proses pembuktian perkara perdata ?
Mencermati rangkaian pertanyaan yang muncul seperti di atas, maka perlu
untuk melihat dan menemukan jawaban tehadap permasalahan tersebut dalam
undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai pengalihan dokumen kedalam
media elektronik. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 pasal 13 menyebutkan
sebagai berikut;
“ Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat (1) wajib untuk dilegalisasi”.
Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa legalisasi bersifat wajib/imperatif ketika
sebuah dokumen perusahaan telah dialihkan dalam bentuk microfilm atau media
lainnya. Selanjutnya, disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1997 memberikan ketentuan mengenai proses legalisasi terhadap dokumen yang
dialihkan. Rumusan mengenai ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut;
(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pimpinan
perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang
bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat;
a.) Keterangan tempat, hari,  tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya
legalisasi.
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b.) Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas
kertas kedalam microfilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai
dengan aslinya; dan
c.) Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan
Persyaratan mengenai proses legalisasi memberikan pengertian bahwa sebuah
dokumen yang telah dilegalisasi adalah autentik, dan sesuai dengan aslinya. Alasan
mengenai keaslian sebuah dokumen semakin jelas ketika dokumen tersebut dibuatkan
berita acara yang memuat sejumlah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
pengalihan dokumen tersebut. Pengalihan sebuah dokumen dalam bentuk microfilm
atau media lainnnya yang telah sesuai dengan proses menurut Undang-undang Nomor
8 Tahun 1997 di atas, dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, karena
keaslian/keautentikan sebuah dokumen sudah dapat dipastikan. Selain itu, perlu pula
diketahui bahwa ketika sebuah dokumen telah dialihkan dan berbentuk dalam
microfilm, wujud secara fisik sebagai alat bukti berbeda dengan alat bukti tulisan
(surat) dalam KUH Perdata, karena berbentuk soft copy.
Penegasan mengenai pengakuan terhadap dokumen elektronik dapat pula
dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan
yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah;
a.) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan
badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.
b.) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/atau
perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal ataupun
kelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
Adanya penegasan bahwa yang dimaksud sebagai arsip adalah naskah yang
dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta, telah mendukung kedudukan transkrip
elektronik sebagai alat bukti, mengingat bahwa arsip tidak selamanya dimungkinkan
dalam  bentuk tertulis di dalam kertas, tetapi dalam bentuk apapun.
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United Nation Commission on Internasional Trade (UNCITRAL)  telah
mengakui catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan119. Model
mengenai ketentuan yang ditetapkan  oleh UNCITRAL tersebut memberikan
kedudukan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik diakui sederajat dengan
“tulisan” di atas kertas, sehingga tidak dapat ditolak sebagai alat bukti di
pengadilan120. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI tanggal 14 Januari 1988
Nomor 39/TU/88/102/Pid memberikan ketentuan mengenai microfilm, dan microchip
dapat dipergunakan dalam proses pembuktian sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi
penegasan mengenai penggunaan microfilm dan microchip sebagai alat bukti berdasar
pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya terbatas dalam perkara
pidana121.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 9/KN/1999122
dalam putusannya telah menerima hasil print out sebagai alat bukti surat. Selain itu,
salah satu terobosan hukum yang dilakukan saat ini adalah pengunaan teleconference
dalam praktik persidangan. Mengenai penggunaan teleconference di persidangan
telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli dan praktisi hukum. Achmad Ali
berpendapat bahwa selama teleconference belum diatur dalam hukum positif
119 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law :Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h. 110.
120 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h. 110.
121 H. P. Panggabean , Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, h.
56.
122 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, 111.
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Indonesia, maka teleconference tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena itu,
pemeriksaan keterangan saksi dengan menggunakan teleconference tidak sah123.
Pendapat Achmad Ali tersebut bertentangan deengan pendapat Hakim Agung,
Muchsan dan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Arsyad Sanusi. Pendapat kedua
hakim terssebut menyatakan teleconference sah sebagai alat bukti. Menurut Muchsan,
teleconference adalah sebuah terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim
untuk menemukan hukum (rechtsvinding). Lebih lanjut, menurut Muchsan apabila
suatu hal belum diatur, maka tidak berarti hal tersebut menjadi dilarang. Apalagi
teleconference dilakukan demi kemanfaatan dan kepentingan umum124. Perbedaan
pendapat antara kalangan akademisi hukum disatu sisi dan praktisi hukum dalam
menilai penggunaan teleconference sebagai alat bukti, dikarenakan pemeriksaan saksi
melalui teleconference sebagai alat bukti disatu sisi, dapat dianggap sebagai
kehadiran saksi secara fisik di pengadilan bukan secara virtual.
Penulis sependapat dengan pendapat kalangan para praktisi hukum (hakim), di
atas, karena apabila ditinjau dari aspek legalitas kehadiran teleconference meskipun
belum diatur dalam hukum positif, tetapi tujuan hukum adalah untuk menegakkan
keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum  selain menegakkan keadilan,
kepastian hukum, juga untuk memberi kemanfaatan hukum. Salah satu hal penting
yang perlu dipertahankan adalah ketika tujuan hukum tersebut secara langsung
berbenturan dan bertentangan antara satu sama lain, maka keadilan harus diutamakan.
Keadilan yang perlu dipertahankan adalah keadilan yang bersifat substantif sehingga
123 Budi Suhariyanto,Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan
dan Celah hukumnya, 74.
124Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan
dan Celah Hukumnya, h. 75.
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dapat memenuhi rasa keadilan dan harapan masyarakat, bukan hanya sebatas keadilan
yang bersifat prosedural yang hanya melihat pesoalan hukum hanya berdasar pada
persfektif undang-undang.
Penggunaan teleconference yang tidak dapat digunakan dengan alasan belum
ada pengaturan hukumnya, maka akan ditemui kendala yang semakin kompleks.
Bagaimana tidak, hal ini tentu akan mengorbankan rasa keadilan masyarakat apabila
penggunaan teleconference hanya didasarkan pada aspek legalitas semata. Keabsahan
pemeriksaan saksi melalui teleconference menurut penulis adalah sah, yang penting
untuk ditegakkan adalah, apakah syarat materil saksi  terpenuhi atau tidak. Syarat
materil yang penulis maksud yakni, apakah saksi melihat, mendengar, atau
mengalami sendiri kejadian tersebut sehingga keterangan yang diberikan tersebut
sangat relevan dengan peristiwa hukum yang dihadapi. Terkait pemeriksaan yang
dilakukan melalui teleconference menurut penulis dapat dipergunakan dalam
pemeriksaan di pengadilan sebagai sebuah terobosan hukum untuk memperoleh nilai
(value) dan keterangan dari sebuah kesaksian. Keadaan ini, tentu tidak mengurangi
prosedur formil pemeriksaan saksi di depan persidangan, sepanjang saksi yang
diperiksa melalui teleconference tersebut memenuhi syarat formil sebuah kesaksian di
depan persidangan, seperti mengucapkan sumpah dan cukup umur sebagai saksi.
D. Asas dan Teori Pembuktian Perdata
Rangkaian tahapan  pembuktian perkara perdata di pengadilan, mengacu dan
berpatokan kepada ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata. Ketentuan
yang telah digariskan dalam hukum acara perdata tersebut wajib ditaati oleh semua
pihak, bahkan termasuk hakim yang menangani perkara di pengadilan. Pada asasnya
ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata bersifat melindungi kepentingan
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semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa perkara. Pengabaian terhadap asas
pembuktian tersebut mengakibatkan kepentingan salah satu pihak menjadi tidak
terlindugi bahkan cenderung terabaikan.
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 juncto
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa
pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan
tersebut  selanjutnya dipertegas dalam ayat (2) yang menyatakan pengadilan
membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Aturan dalam pasal 4 ayat (1) tersebut dalam doktrin ilmu hukum dikenal
dengan asas equality before the law. Ketentuan terhadap persamaan di depan hukum
secara eksplisit diakui dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Tahun 1945
yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
Persamaan kedudukan di depan hukum, tidak hanya secara tegas diakui di
dalam doktrin ilmu hukum  dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Pengakuan ini
dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara.
Secara umum, landasan persamaan kedudukan di depan hukum sangat kuat, dan
pengabaian terhadap ketentuan ini berarti secara langsung mengabaikan ketentuan
negara. Penerapan hukum pembuktian dalam perkara perdata, tidak bisa dilepaskan
dari asas-asas ketentuan hukum acara. Asas-asas pembuktian tersebut sebagai bentuk
penegasan yang harus dijalankan guna mewujudkan proses tertib beracara yan baik.
Pengabaian terhadapa ketentuan ini, sebagaimana sifat dari karakteristik hukum
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perdata yang mencari kebenaran formil mengakibatkan putusan menjadi batal demi
hukum.
1.) Asas Pembuktian perdata
Asas-asas dalam pembuktian perdata, yang harus diterapkan dalam proses
beracara, dapat penulis simpulkan sebagai berikut ;
a.) Asas Ius Curia Novit
Asas proses beracara yang menyatakan hakim dianggap tahu hukum.
Kehadiran  asas ini dalam proses beracara di pengadilan, membawa implikasi bahwa
hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan
hukumnya tidak ada. Dalam hal ini, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di
tengah masyarakat untuk memahami dan menemukan hukum yang dianggap
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terdapat perbedaan antara asas ius curia novit
dalam perkara perdata, dan asas legalitas dalam perkara pidana. Perbedaan ini dapat
dilihat dari kedudukan asas legalitas dalam perkara pidana yang menyatakan suatu
perbuatan seseorang tidak dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut
apabila, belum ada ketentuan yang mengaturnya. Pengertian ini lebih menitikberatkan
bahwa perbuatan pidana secara implisit harus diatur dan dikodifikasi dalam bentuk
peraturan perundang-undangan yang jelas.
b.) Asas Objektifitas
Asas Objektifitas memberikan ketentuan  dalam memeriksa suatu perkara dan
menjatuhkan putusan hakim tidak boleh memihak dan bersikap objektif125. Inisiatif
mengajukan mengenai ketentuan  penerapan asas objektifitas dalam pemeriksaan
perkara, dapat juga dilakukan oleh para pihak dalam perkara  yang dikenal dengan
125 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 20.
80
istilah hak ingkar (wraking) terhadap hakim. Hak ingkar (wraking) adalah hak
seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan
terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya126. Alasan untuk mengajukan hak
ingkar lebih lanjut dirumuskan dalam pasal 29 ayat (3) tersebut yang menyatakan
hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun
telah bercerai. Ketentuan ini menegaskan bahwa ujung tombak kekuasaan kehakiman
adalah pelaksana dari kekuasaan tersebut, dalam hal ini hakim harus bersikap objektif
dan tidak memihak.
c.) Asas Actori Incumbit Probatio
Asas ini menyatakan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka harus
membuktikannya127. Asas actori incumbit probatio merupakan dasar utama mengenai
proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Penegasan mengenai asas actori
incumbit probatio dapat dilihat dalam pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg yang
menyatakan sebagai berikut;
Barangsiapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian
untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan
adanya hak itu atau kejadian itu”.
Sementara itu, ketentuan yang sama disebutkan dalam pasal 1865 KUH
Perdata yang berbunyi berikut;
Setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu
peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain,
wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
126 Republik Indonesia, Undang-undang  No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
pasal 29 ayat 2.
127 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatis Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, h.
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Ketentuan mengenai hal yang harus dibuktikan selain hak dan kejadian yang
dikemukakan untuk meneguhkan sesuatu hak, perlu diketahui bahwa dalam praktek
perkara perdata yang dibuktikan hanya kejadian atau peristiwa yang memiliki
relevansi terhadap sengketa yang terjadi. Relevansi peristiwa yang penulis maksud
adalah kejadian atau fakta yang terjadi sehingga antara kedua belah pihak memang
terjadi hubungan hukum dan adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad).
Kedudukan para pihak dalam praktik perkara perdata, sama sekali tidak
diperkenankan untuk membuktikan hukum mengenai suatu perstiwa/sengketa yang
terjadi, melainkan tugas dan wewenang hakim untuk melihat peristiwa yang terbukti
berdasarkan dalil-dalil penggugat dan peristiwa yang tidak terbukti atas bantahan
dalil-dalil tergugat, sehingga hakim dalam memberikan putusan hukumnya hanya
terhadap perisitwa/sengketa yang terjadi.
d.) Asas Audi et Alteram Partem
Asas ini menyatakan hakim harus memperlakukan pihak yang berperkara
secara sama dan mendengarkan keterangan keduanya. Hj. Efa Laela Fakhriah
menyatakan asas audi et alteram partem merupakan kedudukan prosessuil yang sama
bagi pihak dimuka hakim dalam pembagian beban pembuktian128. Pendapat yang
sama juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan hakim harus
sama membagi beban pembuktian berdasarkan  kedudukan para pihak. Asas
kedudukan  prosessuil yang sama dari para pihak membawa kemungkinan untuk
menang bagi para pihak harus sama129.
128 Hj. Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, h. 46.
129 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ediri revisi, h.155.
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Pembagian beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara harus
seimbang sehingga, dengan adanya pembagian beban  pembuktian tersebut tidak
terjadi diskriminasi yang memungkinkan kemenangan bagi salah satu pihak secara
tidak wajar. Sebagai contoh, penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual
beli, sudah sepatutnya kalau penggugat membuktikan tentang adanya adanya jual beli
tersebut dan buka tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian
tersebut antara penggugat dan tergugat130.
Hubungan hukum yang terjadi diantara pihak yang berperkara, harus
dibuktikan oleh pihak yang mengemukakan adanya sesuatu hak atau kejadian
tersebut. Adanya ketentuan mengenai siapa yang mengemukakan suatu hak atau
peristiwa maka dia berhak untuk membuktikannya dimaksudkan agar antar orang per
orang tidak dengan mudah mendakwa orang lain yang tidak mewujudkan adanya
ketertiban hukum.
e.) Asas Unus Testis Nullus Testis
Asas unus testis nullus testis menyatakan bahwa satu orang saksi bukan saksi.
Kedudukan asas ini dalam praktek perkara perdata, berarti kedudukan saksi yang
hanya satu orang tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti saksi, karena undang-
undang secara limitatif menegaskan bahwa kriteria sebuah kesaksian harus disaksikan
minimal dua orang. Mengenai nilai saksi yang hanya satu orang, oleh undang-undang
dikategorikan sebagai alat bukti permulaan, artinya harus didukung oleh alat bukti
lain sehingga memenuhi syarat sebagai bukti di pengadilan.
Hj. Efa Laela Fakhriah memberikan pengertian berbeda mengenai asas unus
testis nullus testis. Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah asas unus testis nullus testis yang
130 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 155.
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secara harfiah berarti satu saksi bukan saksi, mengandung pengertian bahwa satu alat
bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau hak131.
Rumusan pengertian seperti  yang disebutkan oleh Hj. Efa Laela Fakhriah di atas,
tidak hanya melihat kapasitas saksi yang cuma satu orang tetapi, satu alat bukti tidak
cukup untuk membuktikan kebenaran hak atau peristiwa (memberikan penafsiran
yang bersifat ekstensif). Penulis berpendapat, bahwa perluasan pengertian yang
dikemukakan oleh Hj. Efa Laela Fakhriah tersebut, apabila didasarkan pada pasal 169
HIR tidak berarti alat bukti secara luas tetapi hanya alat bukti saksi yang disaksikan
oleh satu orang.
Rumusan pasal 169 HIR yang menyatakan  keterangan satu orang saksi bukan
saksi dapat dilihat sebagai berikut;
“ Keterangan dari seorang  saksi saja,  tanpa suatu  alat bukti lain tidak dapat
dipercaya dalam hukum “.
Rumusan mengenai nilai kesaksian yang hanya satu orang dapat pula dilihat
dalam pasal 307 RBg sebagai berikut;
“ Keterangan satu orang saksi tanpa alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh
dipercaya ”.
Pendapat yang dikemukakan oleh Hj. Efa Laela Fakhriah seperti di atas,
didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.
665K/Sip/1973132 yang menyebutkan bahwa satu surat bukti tanpa dikuatkan oleh alat
bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.
f.) Asas Nemo Testis Indoeus In Propria Causa
Asas Nemo testis indoeus in propria causa secara harfiah berarti tidak seorang
pun yang boleh menjadi saksi di dalam  pembuktian untuk perkaranya sendiri. Saksi
131 Hj. Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, h. 46.
132 Hj. Efa Laela Fakhriah , Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, h. 47.
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sebagai alat bukti, harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara
yang bersangkutan133. Kehadiran asas ini dalam praktek pembuktian perkara perdata,
menurut hemat dan persfektif penulis memiliki relevansi dengan penerapan asas
objektifitas. Adanya ketentuan mengenai larangan seseorang untuk menjadi saksi
dalam perkaranya sendiri harus diterapkan sehingga, proses pemeriksaan perkara
daapt dilaksanakan secara fair dan jujur.
g.) Asas De Gustibus Non Est Disputandum
Asas de gustibus non est dispurandum menyatakan bahwa pengakuan tergugat
dalam persidangan tidak boleh ditolak oleh hakim meskipun hakim sangat yakin
bahwa tergugat tidak pernah melakukannya134.
2.) Teori Pembuktian Perdata
Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, mengacu kepada beberapa
teori/prinsip pembuktian yang sangat beragam, yang dapat dikemukakan sebagai
berikut;
a.) Teori Relevansi Alat bukti
Teori Relevansi Alat Bukti yang menyatakan agar suatu alat bukti dapat
diterima di pengadilan maka, alat bukti tersebut harus relevan dengan yang akan
dibuktikan135.
b.) Teori Positief Wettelijk Bewijsleer
Teori Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie yang menyatakan cara
pembuktian didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh
133 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 64.
134 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas hukum Pembuktian Perdata, h. 66.
135 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata h. 25.
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Undang-undang136. Artinya, bahwa suatu alat bukti semata-mata hanya terbatas oleh
apa yang tercantum di dalam aturan perundang-undangan semata (hukum positif).
c.) Teori Negatief Wettelijk bewijsleer
Teori Negatief Weetelijk Bewijsleer yang menyatakan selain cukup alat bukti
berdasar kepada aturan perundang-undangan, maka dibutuhkan pula keyakinan
hakim. Artinya, walaupun alat bukti yang diperlukan telah cukup berdasarkan
peraturan perundang-undangan137 akan tetapi, hakim belum yakin akan kebenarannya
maka, terdakwa harus dibebaskan.
d.) Teori Pembuktian Bebas
Teori Pembuktian Bebas menyatakan  tidak adanya ketentuan yang mengikat
hakim sehingga penilaian pembuktian seberapa, dapat diserahkan kepada hakim138.
e.) Teori Conviction In Time
Teori Conviction In Time (Bloot Gemoedenlijke Overtuiging) menurut teori
conviction in time pembuktian hanya didasarkan atas keyakinan hakim semata-
mata139. Dengan perkataan lain dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat
alat bukti yang mendukung, akan tetapi hakim tidak yakin akan kebenarannya, maka
terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, meskipun tidak ada alat bukti memadai yang
mendukung tetapi hakim yakin akan kesalahan terdakwa maka, terdakwa harus
dihukum.
f.) Teori Conviction Raissonne
136 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara perdata, h. 27.
137 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, h. 27.
138 Alimuddin, Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama, h. 20.
139 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, h. 28.
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Teori pembuktian Conviction Raissonne (Beredeneerde Overtuiging)
menyatakan pembuktian didasarkan kepada keyakinan hakim dan alasan-alasan yang
menyebabkan keyakinan hakim tersebut140. Hakim dalam memeriksa harus yakin
terhadap kesalahan terdakwa dan keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-
alasan yang mendukung, sehingga hakim tersebut yakin dengan kesalahan terdakwa.
g.) Teori Negativa Non Sunt Probanda
Teori Negativa Non Sunt Probanda bertitik tolak pada asas beban pembuktian
“Negativa non sunt probanda”. Asas yang menyatakan bahwa sesuatu yang negatief
sifatnya sulit untuk dibuktikan141. Penganut teori negativa non sunt probanda
menyatakan bahwa barang siapa yang mengemukakan sesuatu, maka dialah yang
harus membuktikannnya, bukan pada pihak yang menyangkalinya142.
h.) Teori Hak
Teori Hak menyatakan bahwa barang siapa yang mengemukakan atau
mengaku mempunyai sesuatu hak, maka yang mengemukakan dibebani pembuktian.
Menurut Achmad Alidan Wiwie Heryanie perbedaan antara Teori Negativa Non Sunt
Probanda dengan teori hak adalah penggugat harus membuktikan secara keseluruhan.
Adapun pembuktian dalam teori hak, tidak berarti seluruh perisitiwa harus dibuktikan
penggugat143.
i.) Teori De lege Lata
140 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, h. 29.
141 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 117.
142 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 117.
143 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 118.
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Teori De lege Lata (Menurut Hukum Positif) menyatakan penggugat
mengajukan gugatannya berarti penggugat meminta kepada hakim agar hakim
menerapkan ketentun hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang diajukan144 .
j.) Teori Lus Publicum
Teori Lus Publicum (Hukum Publik) yang menyatakan kebenaran suatu
peristiwa dalam Peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim
harus diberi wewenang yang lebih besar uuntuk mencari kebenaran. Disamping itu,
para pihak memiliki kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan
dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai dengan sanksi
pidana145.
144 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 120.
145 Alimuddin, Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama, h. 21.
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BAB IV
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
A. Problematika Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perdata
Perkembangan penggunaan media elektronik dengan menggunakan internet
telah mempengaruhi aspek kebutuhan dan perilaku manusia. Kehadiran internet yang
tidak mengenal batas dan tanpa sekat (border less) telah meluluhlantakkan batas-
batas wilayah secara geografis,  baik dalam skala nasional dan internasional. Aspek
pergaulan manusia secara global memungkinkan terjadinya beragam transaksi yang
terjadi setiap hari. Munculnya transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) yang
melahirkan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan kepada para pihak jika terjadi
sengketa dikemudian hari.
Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti
secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, serta pasal 1866
KUH Perdata membawa problem  tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan.
Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata,
membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam
praktik hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini disatu
sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang
praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui
media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak.
Permasalahan mengenai adanya alat bukti selain yang disebutkan secara
terbatas dalam praktik hukum acara perdata, serta munculnya alat bukti baru
(elektronik) karena pola hubungan keperdataan manusia yang  semakin berkembang
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akan membawa kepada suasana yang penuh dengan ketidakpastian hukum.
Ketidakpastian hukum yang penulis maksud disini adalah aspek pengaturan mengenai
alat bukti elektronik yang belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian
perkara perdata. Dalam praktik perkara di persidangan, aspek kepastian hukum
merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum, sehingga dengan adanya
kepastian hukum tersebut hak sesorang akan terlindungi serta, bertujuan untuk
mencegah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).
Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik selain yang diatur secara
terbatas dan limitatif ditinjau dari aspek kepastian hukum,  akan tercapai apabila telah
ada aturan hukum secara tertulis yang telah diakui untuk mengatur hal tersebut.
Kehadiran dari sebuah aturan sebagai sebuah pranata akan membawa konsekuensi
kepada pelaksanaan aturan yang telah menjadi pranata tersebut, sehingga bagi siapa
saja yang melanggar akan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut.
Permasalahan yang muncul dalam proses pembuktian dalam perkara perdata
seperti diatur dalam HIR dan RBg sebagai warisan kolonial Belanda, belum
mengakomodir mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam
proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini merupakan suatu
kewajaran karena, kedudukan HIR dan RBg yang lahir serta, diberlakukan beberapa
abad yang lalu belum menggunakan media elektronik dalam lalu lintas hubungan
keperdataan. Hubungan keperdataan yang berlaku ketika HIR dan RBg diterapkan
dalam praktek hukum acara perdata pada zaman kolonial Belanda hanya terbatas
kepada hubungan keperdataan yang bersifat konvensional.
Keberlakuan HIR dan RBg pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagai
pedoman praktik pemeriksaan perkara di pengadilan yang meliputi perkara pidana
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dan perdata, diakui keberlakuannya oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1951. Pembuktian dalam praktik perkara perdata yang berlangsung
hingga saat ini, sepenuhnya masih bersandar kepada prinsip yang dianut oleh HIR
dan RBg. Persoalan kodifikasi hukum acara perdata yang baru, menurut Retnowulan
Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan hingga saat ini hukum acara
perdata nasional belum diatur dalam undang-undang meskipun rancangan undang-
undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum telah
disahkan oleh sidang pleno BP LHPN ke XIII tanggal 12 Juni 1967146.
Meningkatnya laju dan perkembangan pergaulan dalam kehidupan manusia
turut mempengaruhi aspek perkembangan hukum disatu sisi. Kehadiran HIR dan
RBg sebagai produk hukum beberapa abad yang lalu, secara otomatis tidak dapat
menampung aspek perkembangan hukum yang terjadi, ketika didasarkan kepada
perkembangan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, mengenai peristiwa hukum
dalam lalu lintas hubungan keperdataan.
Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi
elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum. Bagaimana
tidak, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan
rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara
Teknologi Infomasi147. Pandangan mengenai pemanfaatan Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) apabila ditarik dalam persfektif ranah hukum tentu memberikan
146 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, h. 5.
147 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik pasal  4.
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pengertian adanya keharusan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi
pengguna transaksi elektronik. Mengenai hal ini, dapat dilihat pada frase kata
“keadilan” dan “kepastian hukum”. Keadilan dan kepastian hukum dalam praktik
penggunaan transaksi elektronik belum dapat memberikan perlindungan hukum
secara utuh dalam lalu lintas hubungan keperdataan, mengingat transaksi yang
dilakukan secara elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, tidak
menutup kemungkinan dilakukan secara global, dan melintasi sekat-sekat antar
bangsa maupun negara, sehingga terhadap perlindungan hukum dalam transaksi
elektronik secara yurisdiksi menimbulkan perbedaan hukum yang diterapkan ketika
terjadi sengketa.
Permasalahan yang dihadapi dalam transaksi hubungan keperdataan yang
dilakukan secara elektronik, selain mengenai yurisdiksi hukum yang diterapkan,
penulis menyimpulkan beberapa masalah yang dapat menjadi kendala dalam
penggunaan transaksi elektronik meliputi, adalah aspek perjanjian elektronik, tanda
tangan elektronik, serta, jual beli yang dilakukan secara elektronik (online).
1.) Problematika Alat Bukti dari segi Aspek Perjanjian Elektronik
Aspek perjanjian yang dilakukan secara elektronik setidaknya dapat
menimbulkan problem tersendiri. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan
klausul syarat sahnya suatu perjanjian atau yang biasa disebut dengan perikatan
adalah; adanya kerelaan/kesepakatan masing-masing pihak untuk mengikatkan
dirinya dalam suatu perjanjian, cukup umur (dewasa), klausul perjanjian adalah suatu
hal yang dibolehkan (halal), dan adanya obyek tertentu dari perjanjian tersebut.
Kendala yang dapat ditemui terhadap perjanjian yang dilakukan secara
elektronik apabila dipersfektifkan berdasar pada pasal 1320 KUH Perdata, adalah
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tidak adanya jaminan kepastian bahwa masing-masing pihak yang mengikatkan
dirinya dalam sebuah  perjanjian adalah orang dewasa. Hal ini  dimungkinkan terjadi
karena, sifat dari perjanjian elektronik memungkinkan masing-masing pihak untuk
tidak bertemu secara langsung (tatap muka). Sehingga, dengan adanya persoalan
tersebut dimana salah satu pihak belum dikategorikan dalam usia dewasa/cukup umur
dengan sendirinya perjanjian yang dilakukan batal demi hukum. Selain itu,
permasalahan yang selanjutnya menjadi kendala yakni, batasan mengenai usia
dewasa bagi seseorang yang oleh undang-undang ditentukan secara beragam. Dalam
Undang-undang Ketenagakerjaan misalnya, disebutkan bahwa usia seseorang hingga
dikatakan telah dewasa ketika mencapai usia 18 tahun. Terhadap pelanggaran
mengenai ketentuan usia dewasa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang
Ketenagakerjaan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan “eksploitasi tehadap anak”.
Kriteria usia dewasa bagi seseorang berdasarkan persfektif dalam Undang-
undang Perkawinan disebutkan bahwa bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan
bagi perempuan berusia 16 tahun. Pengaturan mengenai kriteria usia dewasa dalam
undang-undang perkawinan tersebut membawa konsekuensi bahwa perkawinan tidak
dibolehkan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki, dan 16
tahun bagi perempuan. Terhadap ketentuan ini oleh undang-undang memberikan
pengecualian mengenai dibolehkannya pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang
belum cukup umur setelah memperoleh izin dispensasi dari pengadilan.
Penentuan usia dewasa bagi seseorang berdasarkan Undang-undang Pemilu
adalah ketika orang tersebut telah dinyatakan berumur 17 tahun. Penentuan usia
dewasa dalam undang-undang pemilu membawa konsekuensi bahwa seseorang yang
telah berusia minimal 17 tahun berarti telah berhak untuk memberikan hak pilihnya
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dalam pemilu, sebaliknya bagi mereka yang belum dinyatakan berumur 17 tahun
maka, terhadap orang tersebut belum dapat menggunakan hak pilihnya serta, dilarang
untuk mengikuti segala rangkaian dan tahapan proses dalam pemilu.
Batasan usia dewasa bagi seseorang dalam KUH Perdata ditentukan dengan
batasan usia 20 tahun. Terhadap batasan mengenai usia dewasa dalam KUH Perdata
membawa konsekuensi bahwa seseorang belum dianggap cakap melakukan suatu
perbuatan hukum dan hubungan keperdataan lain ketika usianya dinyatakan belum
mencapai 20 tahun. Ketentuan mengenai usia dewasa bagi seseorang persfektif KUH
Perdata setidaknya mengundang pertanyaan tersendiri, apakah tindakan jual-beli yang
dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia 20 tahun dinyatakan tidak sah ?
Kriteria usia dewasa bagi seseorang yang tidak seragam dalam berbagai
persfektif aturan perundang-undangan, membawa implikasi bahwa belum dapat
ditarik kesimpulan secara umum mengenai usia seseorang boleh dikatakan dewasa,
sehingga dapat bertindak secara cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.
Penentuan usia dewasa dalam praktik lalu lintas hubungan keperdataan secara umum
dapat ditarik sebagai kesimpulan yakni umur 20 tahun. Hal ini menurut penulis,
mengacu kepada ketentuan KUH Perdata.
2.) Problematika Alat Bukti dari segi tanda tangan elektronik
Permasalahan selanjutnya yang menjadi kendala dalam proses pembuktian
perkara perdata terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik adalah aspek tanda
tangan elektronik/digital. Penggunaan tanda tangan secara elektronik (digital
signature) dalam kontrak perjanjian elektronik, dapat membawa problem tersendiri,
karena secara yuridis hal ini baru diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa dalam suatu kontrak tanda
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tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang
menandatangani terhadap suatu kontrak, selain itu dikemukakan pula bahwa tanda
tangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan
keaslian suatu kontrak148.
Pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Halim Barkatullah mengenai
kedudukan tanda tangan (signature) sebagai syarat adanya persetujuan dari para
pihak terhadap suatu kontrak dan sebagai bukti bahwa para pihak telah mengetahui isi
dari suatu kontrak tersebut, apabila dipersfektifkan dengan tanda tangan elektronik
(digital signature) dapat memunculkan sebuah pertanyaan baru, apakah sebuah tanda
tangan elektronik (digital signature) dapat menjamin keautentikan sebuah tanda
tangan secara asli atau rentan terhadap pemalsuan ? sebelum menjawab pertanyaan di
atas mengenai keautentikan sebuah tanda tangan elektronik (digital signature),
penulis akan mengemukakan tujuan penandatangan sebuah dokumen yakni149 ;
a. Sebagai bukti (evidence) : suatu tanda tangan akan mengauntentifikasikan
penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat
penandatangan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk khusus, tulisan
tersebut akan mempunyai hubungan (attribute) dengan penandatangan.
b. Sebagai ceremony : penandatanganan suatu dokumen akan berakibat
penandatanganan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum,
sehingga akan mengeliminasi kemungkinan adanya inconsiderate angagement.
c. Sebagai persetujuan (approval) :  penggunaannya dalam berbagai konteks baik
oleh hukum atau oleh kebiasaan, tanda tangan melambangkan adanya
persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatangan telah
secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai sebuah
konsekuensi hukum
Tujuan dan kedudukan dari sebuah tanda tangan (signature) yang menjadi
sebuah bukti (evidence) dalam hubungan keperdataan secara elektronik dapat
148 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce Lintas Negara di Indonesia, h. 50.
149 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce Lintas Negara di Indonesia, h. 51.
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menimbulkan celah hukum dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan karena tanda
tangan yang dilakukan secara elektronik (digital signature) tersebut ternyata sangat
rentan untuk dipalsukan. Pemalsuan sebuah tanda tangan (signature) dapat dilakukan
dalam transaksi yang berlangsung secara konvensional, maupun kegiatan transaksi
yang dilakukan secara elektronik karena, kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) yang mengakibatkan modus operandi dari sebuah kejahatan
dalam hal ini pemalsuan sebuah tanda tangan (signature) semakin canggih pula.
Tujuan daripada sebuah tanda tangan (signature) sebagai persetujuan (approval)
terhadap suatu kontrak tertentu, yang berarti bahwa penandatangan secara materil
telah memberikan persetujuan terhadap isi dari kontrak tersebut belum dapat dijamin
keautentikannya mengingat sebuah tanda tangan digital (digital signature) ternyata
dapat dipalsukan. Permasalahan mengenai adanya hal ini, para pihak dalam transaksi
elektronik harus menjamin validitas atau keaslian terhadap suatu kontrak atau
transaksi.
Pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan tanda tangan digital (digital
signature) dalam sebuah kontrak atau transaksi dagang bersifat penting, mengingat
lalu lintas dalam hubungan keperdataan yang tumbuh semakin pesat, serta
meningkatnya penggunaan media elektronik/internet disatu sisi, memerlukan sebuah
pengaturan hukum yang cukup jelas. Kedudukan dari sebuah tanda tangan digital
(digital signature) memiliki  kaitan yang erat dengan confidentiality,integrity, dan
authenticity150. Frase kata “confidentiality” berarti kerahasiaan yakni, suatu pesan
tidak boleh dapat dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan151.
150 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce Lintas Negara di Indonesia, h. 123.
151 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce Lintas Negara di Indonesia, h. 123.
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Jaminan kerahasiaan dari sebuah tanda tangan elektronik (digital signature)
menurut penulis adalah sebuah hal yang cukup esensial. Kedudukan sebuah tanda
tangan digital (digital signature) yang cukup hanya diketahui oleh para pihak yang
telah mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak tertentu, dapat memberikan privasi
kepada para pihak sehingga, substansi materi dari hal yang disepakti menjadi butir
kesepakatan tersebut dapat terjamin keasliannya.
Frase kata “integrity” berarti integritas atau keutuhan, yakni penerima harus
yakin bahwa pesan yang diterimanya tidak pernah diubah sejak pesan itu dikirim
sampai diterima152. Kegiatan transaksi elektronik atau kontrak yang dilakukan
diantara para pihak, harus menjamin keutuhan dari informasi yang dikirimkan oleh
salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penulis berpendapat bahwa integrity dan
authenticity yang berarti keutuhan dan keaslian dari sebuah transaksi atau kontrak
yang dilakukan secara elektronik memerlukan verifikasi atau pengecekan ulang
terhadap keutuhan dan keaslian dari sebuah informasi yang dikirim secara elektronik
yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah transaksi
atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.
3.) Problematika Alat Bukti dari segi praktik jual beli on line
Aspek mendasar yang selanjutnya menjadi permasalahan dalam transaksi
elektronik adalah jual beli yang dilakukan melalui internet (on line). Praktik jual beli
secara on line telah menggeser kedudukan jual beli konvensional secara perlahan-
lahan. Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi jual beli secara on line seperti,
efisiensi, merupakan pertimbangan utama menurut penulis sehingga, praktik jual beli
152 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce Lintas Negara di Indonesia, h.123.
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secara on line semakin banyak diminati. Selain itu, barang yang ditawarkan dalam
transaksi on line tersebut semakin beragam dan cukup variatif.
Permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi jual beli secara on line
tersebut adalah, mengenai penggunaan transkrip pembelian yang menjadi pegangan
para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Kedudukan transkrip elektronik
belum diakomodir dalam ketentuan sebagai alat bukti dalam hukum acara yang
berlaku di pengadilan. Kondisi seperti ini, akan membawa para pihak terutama
konsumen berada dalam situasi ketidakpastian atau dilema hukum. Ketentuan
mengenai alat bukti yang diatur secara limitatif atau bersifat terbatas dalam proses
pembuktian perdata mengakibatkan transkrip elektronik secara utuh dan penuh,
belum dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagai contoh, dalam
transaksi jual beli melalui internet menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang
lemah. Hal ini dapat dilihat bahwa informasi mengenai keadaan suatu barang tertentu
sepenuhnya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha153.
Posisi konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet tidak memberikan
peluang  kepada konsumen untuk melihat, mengidentifikasi dan menyentuh barang
secara langsung, karena sifat dari transaksi yang dilakukan tanpa melalui tatap muka
secara langsung. Keadaan seperti di atas, akan menimbulkan persengketaan
dikemudian hari, apabila kualitas barang yang diperjanjikan/dijual, tidak sesuai
dengan  kenyataan. Terhadap permasalahan seperti ini, memerlukan suatu regulasi
pengaturan yang cukup jelas mengenai proses pembuktian sengketa yang terjadi.
Selain itu, pemberlakuan aturan hukum negara mana yang akan diterapkan ketika
terjadi persengketaan kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik, mengingat
153 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
commerce Lintas Negara di Indonesia, h. 46.
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transaksi melalui internet tidak hanya meliputi satu wilayah karena dapat mencakup
antar benua yang tidak mengenal batas geografis dan jurisdiksi hukum154.
Penentuan jurisdiksi hukum dalam kegiatan transaksi elektronik atau jual beli
secara on line merupakan hal penting, karena dengan adanya jurisdiksi hukum
tertentu berarti para pihak dapat menuntut keadilan dan kepastian atas permasalahan
yang dihadapi. Penegakan aturan hukum tersebut dapat menjamin kebebasan dan hak-
hak para pihak dalam suatu perkara. Persoalan yang muncul dalam transaksi yang
dilakukan secara elektronik adalah sifat dari kegiatan transaksi yang memungkinkan
dilakukan antar negara bahkan antar benua. Apakah aturan hukum negara pelaku
usaha yang diterapkan atau aturan hukum negara dari konsumen sebagai pihak yang
dirugikan ?
Ketidakpastian mengenai penentuan jurisdiksi hukum dalam transaksi jual beli
secara elektronik, dapat mengakibatkan adanya ketidakpercayaan dan keraguan bagi
kalangan tertentu untuk tetap melakukan transaksi elektronik. Penentuan mengenai
jurisdiksi hukum dalam mengangani persoalan yang muncul terhadap transaksi yang
dilakukan melalui dunia internet tetap harus mempertimbangkan kedudukan hukum
perdata internasional, karena lalu lintas dalam hubungan keperdataan saat ini telah
menjangkau aspek keperdataan dalam lingkup global.
Pengaturan mengenai aspek jurisdiksi hukum dan pembaharuan hukum dalam
acara perdata, setidaknya dapat mengakomodasi berbagai persoalan yang muncul
dalam lalu lintas hubungan keperdataan, selain itu diharapkan untuk dapat
mengakomodir berbagai bentuk hubungan keperdataan yang dilakukan pada saat ini.
154 Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet Indonesia. (Cet. I; Jakarta : PT.
Prenhallindo, 2002), h. 93.
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Kedudukan transkrip elektronik sebagai bukti pegangan oleh para pihak dalam
melakukan transaksi, terutama praktik jual beli secara on line dapat dikatakan sebagai
upaya pembaharuan hukum disatu sisi, yang memberikan kepastian kepada pihak-
pihak tertentu (konsumen) dalam menyelesaikan persoalan, sekaligus memberi
kepastian mengenai kedudukan transkrip elektronik sebagai alat bukti yang dapat
dipergunakan dalam proses pembuktian litigasi.
B. Pendapat dari Kalangan Hukum Tentang Alat Bukti Elektronik
Permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam transaksi perdagangan yang
dilakukan melalui media elektronik (e-commerce) maupun praktik jual beli secara
elektronik (on line) memberikan pengaruh yang bersifat ambigu terhadap aspek
perlindungan hukum serta, aspek kepastian hukum mengenai kedudukan transaksi
yang dilakukan secara elektronik, terutama kedudukan transkrip elektronik yang
dapat menjadi pegangan para pihak (pelaku usaha dan konsumen) dalam menghadapi
munculnya sengketa hubungan keperdataan. Kedudukan hukum acara perdata,
sebagai rangkaian/tahapan dalam menyelesaikan dan menegakkan hukum perdata
materil, memegang peranan penting terhadap aspek perlindungan hukum serta,
kepastian hukum terhadap para pihak dalam sengketa hubungan keperdataan,
terutama pihak pelaku usaha disatu sisi dan pihak konsumen disisi lainnya.
Permasalahan dalam menangani sengketa hubungan keperdataan baik secara
litigasi dan non litigasi sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa yang terjadi,
memegang peranan penting dalam tahap proses penyelesaian sengketa tersebut. Salah
satu rangkaian tahapan dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan non
litigasi (arbitrase) adalah proses pembuktian. Kendala yang dihadapi terkait dengan
adanya transkrip elektronik tersebut, sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya
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transaksi yang dilakukan oleh para pihak mengakibatkan adanya problem yang
muncul dari persfektif perlindungan hukum. Ketentuan umum mengenai proses
pembuktian dalam perkara perdata Indonesia, didasarkan kepada hukum acara
perdata yang tersebar dalam beragam aturan seperti, HIR, RBg, Rv, WvK,
Yurisprudensi, Perjanjian Internasional, dan Doktrin.
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa doktrin bukan hukum dalam arti
tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita menggali hukum155. Pendapat
yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas, memberi pengertian bahwa
kedudukan doktrin atau pandangan ahli hukum, tidak mengikat bagi aparat penegak
hukum (hakim) dalam menyelesaikan dan memutus perkara yang terjadi.
Djamanat Samosir memberikan pendapat yang sama bahwa doktrin (pendapat
para ahli hukum) merupakan sumber hukum acara perdata156. Kedudukan doktrin
(pendapat ahli hukum) dalam praktik hukum acara perdata dapat menjadi pegangan
aparat penegak hukum (hakim) meskipun kekuatan berlakunya tidak mengikat seperti
halnya Undang-undang dan aturan tertulis lain yang telah dikodifikasi.
Permasalahan yang muncul dalam proses pembuktian perkara perdata, sebagai
rangkaian atau tahapan pelaksanaan hukum acara perdata, yang telah mengatur secara
limitatif/terbatas mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam proses persidangan.
Terhadap problem ini penulis akan mengetengahkan pendapat para ahli hukum
berkenaan dengan status alat bukti elektronik yang muncul dalam lalu lintas
hubungan keperdataan dewasa ini. Kedudukan pendapat ahli hukum (doktrin) yang
bersifat tidak mengikat bagi hakim dalam praktik menyelesaikan dan memutus
155 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 10.
156 Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa, h. 12.
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sengketa yang terjadi, dapat menjadi tempat acuan untuk menggali hukum, terutama
mengenai kedudukan alat bukti elektronik ditinjau dari aspek perlindungan hukum
dan kepastian hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan.
1.) Pendapat Dr. Munir Fuady, S.H. LLM.
Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian157 harus
didasarkan atas asas kepastian hukum158, asas manfaat159, asas kehati-hatian160, dan
asas itikad baik161, serta, asas kebebasan memilih teknologi162. Pendapat yang
dikemukakan oleh Munir Fuady terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik
menitikberatkan kepada sejumlah asas sebagai rangkaian dalam tahapan proses
pembuktian. Kedudukan asas kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara
yang menggunakan alat bukti elektronik menurut penulis merupakan suatu hal yang
sangat penting, karena aspek kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum
selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam ketentuan hukum acara
157 Munir Fuady, Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata, h. 160.
158 Asas kepastian hukum  dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008,
berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta, segala
sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di
luar pengadilan.
159 Asas manfaat dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, berarti
asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung
proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
160 Asas kehati-hatian dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008,
berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.
161 Asas Iktikad baik dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, berarti
asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa
sepengetahuan pihak lain tersebut.
162 Asas kebebasan memilih dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008,
berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronk tidak berfokus pada
penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
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perdata yang mengatur secara teknis proses pembuktian di persidangan, belum
mengakui secara tegas kedudukan serta penggunaan alat bukti elektronik.
Aspek kepastian hukum dalam  proses penyelesaian suatu sengketa, secara
otomatis menunjang status hukum para pihak yang bersengketa. Sebagai contoh,
sengketa jual beli yang dilakukan berdasarkan transaksi elektronik secara on line akan
menimbulkan ketidakpastian hukum ketika aspek mengenai pengakuan transkrip
elektronik sebagai bukti sah tidak diatur secara tegas. Hal ini disatu sisi, akan
menimbulkan perbuatan melawan hukum (onrechmatig daad) yang dilakukan oleh
suatu pelaku usaha, misalnya kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan untuk diperjualbelikan. Keadaan seperti ini, tentu akan merugikan
konsumen secara pribadi, dan akan menimbulkan perbuatan semena-mena yang
dilakukan oleh pelaku usaha.
Kedudukan asas manfaat dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang
telah penulis kutip berdasarkan pendapat Munir Fuady di atas, memegang peranan
penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Pengabaian terhadap asas manfaat
dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan akan berimplikasi
kepada pengabaian hak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, karena tujuan
diadakannya lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan semua pihak.
Ketentuan umum yang dianut dalam asas hukum perkara perdata adalah asas ius
curia novit yang berarti hakim dianggap tahu hukum. Pendekatan melalui asas ius
curia novit dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun
belum ada aturan yang mengatur secara jelas.
Munir Fuady lebih lanjut menyatakan terdapat beberapa persyaratan yuridis di
Indonesia agar suatu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya
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dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan adalah sebagai
berikut163;
1. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus  beritikad baik dan dapat
menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.
2. Pembuktian dalam sistem elektronik tidak berlaku terhadap;
a. Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk tertulis.
b. Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk akta
notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
3. Menggunakan  sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-
undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau
menyebarkan informasi elektronik.
4. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik
dapat diakses, dapat ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, serta dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
5. Jika digunakan sertifikat elektronik untuk mendukung suatu tanda tangan
elektronik, penandatangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua
informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Sertifikat elektronik
ini diberikan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui secara sah
dengan tujuan untuk memastikan keabsahan suatu tanda tangan atau keterkaitan
suatu tanda tangan lektronik dengan pemiliknya.
6. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika ;
a. Data pembuatan suatu tanda tangan elektonik hanya terkait dengan
penandatangannya.
b. Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda
tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penandatangan.
c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan
terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik
tersebut yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
d. Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mngidentifikaisi siapa
pihak penandatangannya.
e. Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan
telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
163 Munir Fuady, Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata, h. 170-171.
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2.) Pendapat Prof. Dr. Achmad Ali, SH, M.H, dan Dr. Wiwie Heryani, SH,
M.H.
Alat bukti yang secara tegas diatur dalam hukum acara perdata (BW, HIR,
RBg) ditambah dengan keterangan ahli (expertise) dan pemeriksaan setempat
(destence) menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani membuktikan bahwa ketujuh
alat bukti dalam perkara perdata meliputi, alat bukti tertulis atau surat, kesaksian,
persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, dan pemeriksaan
setempat membuka ruang bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud secara
limitatif hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu164.
Pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut  di
atas, berangkat dari asumsi bahwa diaturnya lima alat bukti secara tersendiri dalam
satu pasal khusus (pasal 164 HIR/284 RBg, 1866 KUH Perdata) ditambah keterangan
mengenai saksi ahli dan pemeriksaan setempat dalam pasal tersendiri berarti, alat
bukti dalam perkara perdata tidak diatur secara limitatif. Lebih  lanjut Achmad Ali
dan Wiwie Heryani menyatakan bukti lain yang bukan  merupakan  salah satu dari
ketujuh alat bukti di atas adalah “tongkat berkelar” yang diatur dalam pasal 1524
BW/KUH perdata.
Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bahwa dalam perkara perdata
sudah seyogyanya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas
keperdataan dunia modern165. Alat bukti yang baru muncul menurut klasifikasi
pembagian yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani misalnya,
164 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian  Perdata, h. 78.
165 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 78.
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pembicaraan telepon, testing darah, hasil komputer, fotocopy, rekaman kaset, hasil
fotografi.
3.) Pendapat  Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, MH.
Hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis menurut Hj. Efa Laela
Fakhriah belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat
bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun sebenarnya di Indonesia
telah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan  terhadap dokumen
elektronik sebagai alat bukti yang sah166. Kedudukan alat bukti elektronik menurut
pendapat Hj. Efa Laela Fakhriah belum dapat diterima secara utuh dalam proses
pembuktian perkara perdata di pengadilan.
Penulis sependapat bahwa kedudukan alat bukti elektronik belum secara tegas
diakui dalam proses pembuktian perdata, sehingga penerapan alat bukti elektronik
belum dapat diterima secara utuh. Hj. Efa Laela Fakhriah selanjutnya merumuskan
jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yakni sebagai
berikut167;
No Alat bukti Keterangan
1. Foto dan hasil rekaman
Dijadikan alat bukti untuk menguji keasliannya
dengan menggunakan teknologi tertentu.
2.
Hasil print out dari mesin
faximili
Dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis.
Kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis
terletak keasliannya, sehingga fax tersebut harus
sesuai dengan aslinya. Jika aslinya hilang, maka
harus disertai dengan keterangan secara sah
menyatakan bahwa fax tersebut sesuai aslinya.
3. Microfilm
Digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam
perdata, dengan catatan micro film sebelumnya
dijamin autentikasinya yang dapat ditelusuri
kembali dari registrasi maupun berita acara.
166 Hj. Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, h. 29.
167 H.P. Panggabean , Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, h.
164.
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4. Email/Surat Elektronik
Surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan
menggunakan komputer melalui jaringan
internet.
5. Video teleconference
Alat bukti ini digunakan dalam pemeriksaan
saksi dilakukan dalam praktik di  pengadilan.
Saksi tidak dapat hadir, tetapi keterangannya
sangat perlu didengar, maka dengan video
teleconference pemeriksaan saksi dilakukan
tanpa kehadirannya secara fisik di ruang sidang.
6. Tandatangan Elektronik
Informasi elektronik yang diletakkan pada suatu
informasi yang dapat digunakan penandatangan
sebagai identitas dan statusnya sebagai  subjek
hukum. Jaminan autentik dalam tandatangan
elektronik dapat dilihat dari hash function
kemudiann dilakukann perbandingan hash value-
nya sama dan sesuai.
4.) Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH
Sudikno Mertokusumo menyatakan dalam era globalisasi dan perkembangan
teknologi modern serta, munculnya cyber law sekarang ini tidak mustahil muncul alat
bukti baru yang belum ada pengaturannya168. Pendapat yang dikemukakan oleh
Sudikno Mertokusumo mengindikasikan bahwa dengan adanya aspek hukum dalam
internet (cyber law) tidak menutup kemungkinan disatu sisi, untuk munculnya sebuah
alat  bukti baru yang sama sekali belum diatur. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo
menyatakan kalau suatu peristiwa tidak diatur, hal itu tidak selalu berarti dibolehkan
atau dilarang169. Penafsiran yang dapat ditarik berdasar pendapat yang dikemukakan
oleh Sudikno Mertokusumo tersebut bahwa suatu peristiwa (peristiwa hukum) tidak
boleh diperlakukan secara rigid (kaku), sehingga ketika belum ada pengaturan yang
jelas mengatur mengenai hal tersebut tidak boleh ditolak sebagai peristiwa hukum.
Paradigma kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara
perdata, Sudikno Mertokusumo menyatakan pandangannya bahwa tujuan pembuktian
168 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 208.
169 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 208.
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pada hakikatnya adalah memberi kepastian kepada hakim mengapa sesuatu itu
dianggap benar170. Lebih lanjut, pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan kalau
dengan suatu “alat bukti” hakim memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai
kebenaran perisitiwa, sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan peristiwa itu benar
terjadi171.
Mengenai adanya keraguan yang muncul terhadap alat bukti elektronik,
Sudikno menyatakan hal tersebut dapat dikuatkan dengan petunjuk atau persangkaan
hakim. Hakim harus berani menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang
logis, yuridis, dan bertanggung jawab172. Penulis menyimpulkan uraian pendapat
yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas, bahwa suatu “alat bukti”,(
dalam hal ini alat bukti elektronik) sekaligus alat bukti  dalam aturan perundang-
undangan yang bersifat limitatif (pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata)  yang
dapat memperjelas kebenaran suatu peristiwa yang benar-benar sudah terjadi, dapat
menjadi landasan bagi hakim untuk memutus peristiwa tersebut.
5.) Pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, SH
Pandangan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad terkait dengan
proses pembuktian dalam perkara perdata yaitu peristiwa hukum yang benar sudah
terjadi. Peristiwa hukum dalam perkara perdata, dapat berupa perbuatan, kejadian,
atau keadaan tertentu yang telah diatur oleh hukum173. Peristiwa hukum tersebut
mempunyai konsekuensi yuridis, yakni suatu hubungan hukum yang menjadi dasar
adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.
170 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 208.
171 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisii revisi, h. 208.
172 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 208.
173 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 125.
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Pengungkapan fakta-fakta seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir
Muhammad dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen,
kesaksian ataupun surat elektronik174. Terhadap hal ini penulis menyimpulkan
kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan pesfektif pendapat yang dikemukakan
oleh Abdulkadir Muhammad, dapat dipergunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta
yang merupakan suatu peristiwa hukum, mengingat sifat dalam lalu lintas hubungan
keperdataan saat ini, secara mutlak tidak dilaksanakan secara konvensional.
C. Analisis Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik
1.) Analisis berdasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan transaksi Elektronik (ITE)
Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang
tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah
ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku  kehidupan manusia yang
semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan
keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk
penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan,
serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di
pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan
hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.
Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian
perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas.
Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur
174 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 125.
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penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat
bukti elektronik tersebut, dapat menjamin pelindungan dan kepastian hukum diantara
para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.
Selanjutnya, dikatakan  dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di
Indonesia.
Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum  pasal 1 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik
seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang
dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas ketas. Hal ini memungkinkan untuk
dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan ke
dalam beberapa media/bentuk.
Perbedaan Informasi elektronik dibanding informasi yang secara konvensional
tertuang di atas kertas, yakni memuat tanda, kode akses, simbol atau perforasi. Hal
ini tentu berbeda dengan informasi yang diperoleh melalui cara konvensional, seperti
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informasi yang tertuang di atas kertas. Sebagai contoh, penulis akan mengemukakan
sebuah contoh perbedaan alat bukti yang telah disebutkan secara terbatas dalam pasal
164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata, yakni alat bukti tertulis atau surat.
Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, surat ialah segala sesuatu yang
memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau
untuk menyampaikan buah pikiran seseorang  dan dipergunakan sebagai
pembuktian175. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda
bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam
pengertian alat bukti tertulis atau surat176. Potret atau gambar tidak memuat
tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun
ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi
hati seseorang177. Itu semuanya hanya sekedar untuk meyakinkan saja
(demonstrative evidence, overtuiginginsstukken). Sebaliknya sepucuk surat
yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada
kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (geschrift,
writings), tetapi sebagai sebuah benda untuk meyakinkan (demonstarive
evidence, overtuiginginsstukken) saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi
surat itu yang harus dibuktikan atau dipergunakan sebagai bukti, melainkan
eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri,
misalnya178.
Pendapat seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo mengenai
alat bukti tertulis atau surat, menurut persfektif penulis  bertentangan dengan rumusan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE). Hal ini dapat dilihat redaksi kata dalam undang-undang yang menyatakan
secara tegas bahwa tulisan, gambar, peta, rancangan foto, kode akses atau sejenisnya
yang memiliki makna atau arti bagi orang yang mampu memahaminya dapat menjadi
alat bukti dalam praktik persidangan. Uraian pendapat seperti yang telah dinyatakan
oleh Sudikno Mertokusumo di atas, menurut persfektif penulis hanya melihat aspek
175 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 157.
176 Sudikno Mertokusumo, hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h.  158.
177 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 158.
178 Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 158.
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alat bukti tertulis (surat) berdasar kepada aspek hubungan keperdataaan yang telah
berlangsung secara konvensional.
Dikatakan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008,  dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya. Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau
disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik
perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut
dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain.
Kedudukan alat bukti  elektronik seperti, electronic mail (e-mail) yang masih
dipertanyakan diantara sebagian kalangan, yakni apakah kedudukan e-mail sebagai
surat elektronik persis sama dengan alat bukti tertulis (surat) ? mengenai hal ini
penulis akan mengemukakan pula  sebuah contoh kasus179, seorang pengusaha selaku
pemilik HGU (Hak guna Usaha) atas 25 hektar tanah di daerah Kalimantan. Hak yang
diberikan oleh pemerintah adalah mengelola tanah pertanian selama 35 tahun.
Pengusaha tersebut diwajibkan menanam tanaman dan memelihara prasarana
lingkungan serta, fasilitas tanah yang berada dalam areal HGU (Hak Guna Usaha)
sesuai dengan syarat-syarat yang tertulis dalam Surat Keputusan pemberitahuan HGU
179 Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet, h. 22.
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(Hak Guna Usaha) oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat.
Dikemudian hari, pengusaha tersebut telah lalai melakukan kewajibannya sehingga
dilaporkan masyarakat kepada pemerintah, yang berakibat dikeluarkannya surat
perintah oleh Kepala Badan Pertanahan (BPN) Pusat kepada Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Daerah setempat untuk mencabut HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah
seluas 25 hektar yang dimiliki  pengusaha tersebut.
Surat perintah yang dikirmkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pusat kepada BPN Daerah tersebut, ternyata dikirim melalui e-mail dengan instruksi
segera dilaksanakan. Adanya instruksi mengenai pencabutan HGU (Hak Guna Usaha)
menyebabkan pengusaha tersebut merasa keberatan dan berdalih bahwa Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat telah melakukan perbuatan melawan
hukum. Adapun langkah yang diambil oleh pengusaha yang merasa dirugikan atas
adanya pencabutan HGU (Hak Guna Usaha)  tersebut, adalah mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keabsahan surat perintah Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, yang patut untuk dipertanyakan sebab
dikirim melalui email. Apakah instruksi pencabutan hak tersebut telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ?
Mencermati permasalahan seperti di atas, dapat dikemukakan kedudukan surat
elektronik (email) yang dikirimkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pusat, apakah sama dengan alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata ? untuk
menjawab permasalahan tersebut, maka menurut penulis, dipandang perlu untuk
menelaah kedudukan alat bukti tertulis dalam perkara perdata. Alat bukti tertulis yang
113
dikenal dalam perkara perdata yang selanjutnya disebut dengan akta, terbagi atas dua
bagian yakni, akta autentik dan akta bawah tangan (ABT)180.
Akta autentik dalam hukum acara perdata, adalah suatu akta yang dibuat
oleh/dihadapan  pejabat yang berwenang, disebut dengan akta autentik. Secara umum,
dapat dikatakan bahwa surat elektronik (email) yang dilayangkan oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN ) Pusat terhadap pengusaha tersebut dikategorikan sebagai
akta. Hal ini berangkat dari pemahaman sebagaimana dinyatakan oleh Iman Sjahputra
bahwa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dikategorikan
sebagai akta autentik181. Pendapat  di atas, yang menyatakan bahwa email (surat
elektronik ) merupakan suatu akta autentik, sehingga kedudukan email sebagai surat
elektronik secara hukum, termasuk sebagai alat bukti dalam praktek perkara perdata
di persidangan.
Pendapat Iman Sjahputra mengenai kedudukan email sebagai alat bukti, masih
dapat memunculkan sebuah pertanyaan, yakni apakah surat elektrronik (email) yang
disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat  telah secara utuh
menyatakan keaslian dari surat elektronik tersebut ? mengenai hal ini penulis
berpendapat bahwa kedudukan alat bukti email dalam praktik perkara perdata di
pengadilan, tetap harus memperlihatkan dokumen/naskah asli dari surat elektronik
(email) tersebut, mengingat informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat
rentan untuk dimanipulasi atau bahkan dipalsukan.
Permasalahan terhadap kedudukan alat bukti elektronik seperti email dalam
praktik perkara perdata di pengadilan, penulis akan menganalisis contoh yang telah
180 Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet, h. 23.
181 Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet, h. 28.
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dikemukakan mengenai keabsahan dan kedudukan email atau surat elektronik sebagai
alat bukti berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Rumusan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan
bahwa Informasi elektronik182 dan/atau dokumen elektronik183 dan atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan
umum pasal 1 ayat (1) menyatakan surat electronik (email) sebagai bagian dari
informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam
praktik perkara di  persidangan sebagai alat bukti.
Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam
hukum, diakui dalam pasal 5 ayat (2) yang menyatakan informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di
Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat
bukti di pengadilan, berdasarkan pasal 5 ayat (2) selanjutnya oleh penulis dapat
dikatakan sebagai alat bukti elektronik.
Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud alat bukti elektronik adalah setiap
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, merujuk kepada Undang-undang
182 Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol, atau perforasi yang telahh diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
183 Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau  sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti yang dapat
dipahami oleh orang  yang mampu memahaminya.
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Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini
mengindikasikan bahwa alat bukti elektronik secara nyata, berbeda dengan alat bukti
yang telah ditentukan dalam praktik hukum acara di pengadilan. Perbedaan ini dapat
dilihat dari segi materil suatu alat bukti, sebagai contoh alat bukti surat (tertulis)
dalam perkara perdata, dijumpai dalam bentuk fisik yakni tertuang di atas kertas.
Ketentuan ini, tentu akan berbeda dengan alat bukti elektronik yang dapat dialihkan
dalam beberapa bentuk analog, digital, maupun elektromagnetik.
Mengenai kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, Mahkamah
Agung telah menyatakan dalam putusannya tertanggal 19 April 1974, nomor 701
K/Sip/1974184 bahwa kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, para
pihak harus memperlihatkan salinan asli dari foto copy tersebut. Kedudukan foto copy
sebagai alat bukti di pengadilan, terlebih dahulu para pihak harus memperlihatkan
dokumen asli dari foto copy untuk menunjang keaslian dokumen tersebut, kemudian
dilegalisir oleh panitera dengan catatan bahwa foto copy telah sesuai dengan aslinya.
Dengan adanya pengesahan terhadap foto copy tersebut, maka kedudukan foto copy
sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.
Permasalahan yang muncul dalam bidang pembuktian secara elektronik
apabila dipersfektifkan dengan salinan atau kutipan yang selama ini telah berlangsung
dalam praktik perdata dapat dilihat dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor
11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE) yang berbunyi;
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4)
yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang
tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
184 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah
di Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara, h. 260.
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Ketentuan mengenai rumusan penjelasan pasal 6 di atas, selengkapnya
berbunyi sebagai berikut;
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang
tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau
dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk
media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan
salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada
dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi
yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.
Prinsip penggandaan yang dilakukan secara elektronik, mengakibatkan
informasi yang  asli tidak dapat lagi  dibedakan dengan salinannya. Hal ini berarti
bahwa prinsip penggandaan elektronik seolah-olah menampilkan hasil salinan yang
tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Mengenai hal ini, berdasarkan penjelasan pasal
6 di atas menyatakan bahwa sistem elektronik informasi yang asli tidak relevan lagi
untuk dibedakan, menurut hemat penulis hal yang demikian harus tetap ada
pembedaan antara  salinan/kutipan disatu sisi, dan dokumen asli pada sisi lainnya,
meskipun prinsip penggandaan yang dilakukan melalui media elektronik seolah-olah
menampilkan hasil yang asli. Hemat penulis, kalau ditanyakan kenapa harus
dibedakan antara salinan/kutipan dengan dokumen asli meskipun salinan yang
diperoleh secara elektronik persis sama dengan aslinya.
Permasalahan ini, dapat penulis kemukakan landasannya pada pasal 6 di  atas,
pada rumusan pasal tersebut terdapat frase kata yang menyatakan “informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan”. Hemat
penulis frase kata “dijamin keutuhannya” dapat diartikan bahwa informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik harus valid atau dipastikan keshahihannya sehingga,
tidak menimbulkan keraguan bagi pihak manapun, mengingat informasi dan/atau
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dokumen elektronik sangat rentan dan membuka peluang yang cukup besar untuk
dipalsukan.
Penulis berpendapat terhadap kedudukan alat bukti elektronik yang telah
secara sah diakui dan dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan,
bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, terhadap
permasalahan kedudukan alat bukti elektronik maka, penulis tertarik untuk
membandingkan kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor
8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Penjelasan Dokumen Perusahaan
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum  pasal 1 ayat (2) yang berbunyi ;
Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan
atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik
tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak
apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.
Ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pengalihan bentuk dokumen
perusahaan dapat dilihat dalam pasal sebagaimana berikut;
Pasal 12
(1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
(2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut
dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
(3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli
dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi
kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
(4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media
lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik dan
masih kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap
menyimpan naskah asli tersebut.
Pasal 13
Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) wajib dilegalisasi.
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Pasal 14
(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan
perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang
bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya legalisasi;
b. Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas
kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan
aslinya; dan
c. Tandatangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.
Pengalihan ke dalam beberapa bentuk dokumen perusahaan seperti yang telah
diuraikan dalam undang-undang  di atas, mensyaratkan adanya pengesahan/legalisasi
sehingga secara formil dokumen perusahaan tersebut telah diakui sesuai dengan
aslinya. Pengesahan atau legalisasi dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke
dalam beberapa bentuk, tetap mengisyaratkan adanya kewajiban untuk menyimpan
naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik.
Seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan antara dokumen
perusahaan yang dialihkan dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya, karena
dokumen perusahaan secara fisik tertuang di atas kertas. Hal ini tentu berbeda dengan
transkrip elektronik yang memang secara fisik telah berbentuk digital dan kemudian
akan dialihkan ke dalam berbeapa bentuk media elektronik lainnya. Mengenai
permasalahan seperti ini, terhadap kedudukan alat bukti elektronik penulis
berpendapat bahwa pengalihan bentuk alat bukti elektronik ke dalam beberapa media
tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum dan aspek kepentingan para pihak.
2.) Analisis berdasar Perjanjian/Persetujuan Pembuktian
Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di
pengadilan, dapat dipergunakan sebagai alat bukti, selain karena secara yuridis telah
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diakui dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal diperbolehkannya
perjanjian pembuktian. R. Subekti mendefenisikan perjanjian pembuktian sebagai
suatu perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang akan berlaku antara para
pihak yang mengadakan perjanjian tersebut185. Pendapat R. Subekti  lebih lanjut
mengenai perjanjian pembuktian, antara para pihak disepakati suatu alat bukti yang
berlaku sebagai satu-satunya alat bukti. Sebagai contoh menurut R. Subekti antara
para pihak disepakati perjanjian bahwa yang bernilai sebagai alat bukti hanya alat
bukti tulisan. Penggunaan alat bukti lain selain tulisan, misalnya kesaksian dalam hal
ini tidak diperbolehkan186. Sementara itu, menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani
perjanjian pembuktian (Bewijsovereenkomst) adalah perjanjian antara dua pihak yang
menentukan aturan pembuktian yang bagaimanakah yang akan dilakukan dalam
prosedur tertentu187.
Mengenai perjanjian pembuktian, terhadap penggunaan dan kedudukan alat
bukti elektronik di persidangan, hal ini dapat memberikan aspek kepastian hukum
serta perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa. Perjanjian mengenai
penggunaan alat bukti elektronik dapat disepakati antara para pihak yang terlibat atau
melakukan transaksi secara elektronik, sehingga aspek kepastian dan perlindungan
hukum bagi pihak yang bersengketa dapat dicapai. R. Subekti menyatakan terhadap
perjanjian pembuktian terdapat ketentuan yang dianggap terlarang meliputi;188
a. Membolehkan para pihak memakai alat bukti lain, dimana undang-undang
dengan tegas telah menetapkan suatu alat bukti satu-satunya yang berlaku,
185 R. Subekti, Hukum Pembuktian, h. 65.
186 R. Subekti, Hukum Pembuktian, h. 65
187 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian  Perdata, h.153.
188 R. Subekti, Hukum Pembuktian, h. 65-66.
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seperti dalam pasal 150 KUH Perdata dimana ditetapkan dalam hal tidak
adanya persatuan harta kekayaan (dalam perkawinan), masuknya barang-barang
tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan mencantumkan
dalam perjanjian kawin, atau dengan surat pertelaan yang ditandatangani oleh
notaris dan para pihak yang bersangkutan, surat mana harus diletakkan pula
pada surat asli perjanjian kawin.
b. Meniadakan kemungkinan pembuktian lawan dimana undang-undang secara
tegas menjamin adanya hak mengadakan pembuktian lawan seperti dalam pasal
174 ayat (2) KUHD, yang menegaskan si penanggung (maskapai asuransi)
selamanya berhak untuk membuktikan di muka hakim bahwa harga yang
disebutkan dalam polis terlampau tinggi.
c. Mengadakan perjanjian yang maksudnya sama sekali menutup pembuktian
lawan. Perjanjian semacam ini dapat dianggap sebagai melanggar ketertiban
umum dan kesusilaan, oleh karena berarti menyerahkan suatu pihak kepada
kesewenang-wenangan pihak lawannya. Perjanjian pembuktian yang
diterangkan di atas, harus dibedakan dari suatu macam perjanjian lain, dimana
diperjanjikan bahwa sesuatu unsur dari perjanjian itu akan ditetapkan dengan
suatu cara tertentu. Misalnya banyak terdapat dalam perjajian pertanggungan
(asuransi), bahwa besarnya kerugian harus ditetapkan oleh beberapa orang ahli.
Perjanjian semacam ini tidak mengenai pembuktian, tetapi mengatur cara
menetapkan sesuatu. KUH Perdata sendiri memperkenankan bahwa dalam
perjanjian jual beli harga dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak
ketiga (pasal 1465).
Karakteristik perjanjian pembuktian, dapat memberikan penegasan mengenai
kedudukan serta, penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara
perdata, sebagaimana dapat dilihat pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang
menyatakan;189
Isi dari suatu Perjanjian Pembuktian itu ada tiga:
a. Untuk menyampingkan alat-alat bukti tertentu.
b. Justru untuk mengizinkan ala-alat bukti tertentu yang dalam keadaan normal
tidak digunakan.
c. Mengatur kekuatan pembuktian.
Perjanjian pembuktian yang mengizinkan pengunaan alat bukti tertentu
berdasarkan pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menurut penulis dapat
digunakan sebagai pintu masuk (entry point) terhadap penggunaan dan kedudukan
189 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 153.
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alat bukti elektronik di pengadilan. Penulis berpendapat bahwa, jika sekiranya
kedudukan alat bukti elektronik belum diatur sama sekali, baik dalam ketentuan
hukum acara terutama dalam proses pembuktian, atau undang-undang/peraturan
tertentu yang mengatur mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik
maka, perjanjian pembuktian dapat digunakan sebagai pintu masuk (entry point)
sehingga, penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dapat diakui serta,
dipergunakan di persidangan yang dapat menunjang apek kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat/menggunakan transaksi dalam
lalu lintas hubungan keperdataan secara elektronik.
Eksistensi perjanjian pembuktian dalam lapangan hukum, menurut M. Natsir
Asnawi pada dasarnya bermaksud untuk menghindari kerumitan dalam membuktikan
hal-hal tertentu jika terjadi sengketa diantara para pihak190. Tujuan daripada
perjanjian pembuktian seperti yang telah disebutkan M. Natsir Asnawi di atas, dapat
menjadi alasan mengenai penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan. Hal ini
menurut penulis, penggunaan serta kedudukan alat bukti elektronik tidak akan
menemui kerumitan dalam praktik dan penggunaannya di persidangan karena,
sebelum adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) maka, para pihak yang terlibat dalam sengketa yang
dilakukan secara elektronik dapat menyepakati penggunaan alat bukti elektronik
dalam proses pembuktian dipengadilan.
Terhadap penggunaan perjanjian pembuktian yang memunculkan perntanyaan
bahwa dalam bidang apa saja perjanjian pembuktian dapat disepakati ? mengenai hal
ini, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa para pihak hanya dibolehkan membuat
190 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara  Perdata di Indonesia : Kajian
Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, h. 161.
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perjanjian pembuktian dalam sengketa perdagangan atau komersil dan tidak
dibenarkan dalam sengketa keluarga atau perkawinan191. Alasan mengenai tidak
diperbolehkannya perjanjian pembuktian dalam sengketa perkawinan, lebih lanjut
dikemukakan oleh M. Yahya Harahap karena dalam sengketa tersebut mengandung
prinsip public order, oleh karena itu jenis dan nilai kekuatan pembuktiannya dalam
bidang yang dimaksud tidak dapat diatur oleh para pihak melalui kesepakatan atau
perjanjian192.
D. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik
1.) Analisis kekuatan pembuktian berdasarkan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undang-
undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada
pasal 5 ayat (2) yang berbunyi;
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah
sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Permasalahan mengenai penggunaan dan  kedudukan alat bukti elektronik
dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, tidak dapat dikatakan telah
tuntas meskipun terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kedudukan alat
bukti elektronik secara sah dikategorikan sebagai alat bukti. Proses pembuktian di
pengadilan baik pidana dan perdata, merupakan sebuah tahapan/rangkaian yang
sangat penting karena, pada tahapan pembuktian seorang terdakwa akan dinyatakan
191 M. Yahya harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 516.
192 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 517.
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bersalah, atau seorang tergugat dinyatakan kalah oleh majelis hakim. Adanya
pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik, masih menyisakan sebuah
pertanyaan penting, yakni bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti elektronik
tersebut ?
Analisis kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana
tercantum dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa alat bukti elektronik tidak
dapat berlaku untuk hal-hal tertentu seperti ;
a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam
bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pemahaman yang dapat disimpulkan dari redaksi pasal di atas, bahwa suatu
alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang,
harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat
pembuat akta. Pengecualian mengenai kedudukan serta kekuatan alat bukti elektronik
selain yang disebutkan pada pasal di atas, dinyatakan sah dan dapat diterima dalam
proses pembuktian di pengadian. Mengenai, kekuatan pembuktian yang melekat pada
suatu alat bukti elektronik, secara otomatis masih perlu untuk dikaji karena, hal ini
tentu akan mengundang perbedaan pendapat diantara kalangan, sehingga secara
normatif-positif kekuatan alat bukti elektronik dapat ditentukan.
Rumusan redaksi pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi adanya peneguhan suatu hak
atau perisitwa yang menjadi dasar adanya suatu persengketaan  sebagaimana redaksi
bunyi pasal 163 HIR/283 RBg. Rumusan pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau
menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau
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Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang
memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat
menjadi dasar adanya suatu persengketaan seperti rumusan pasal 7 di atas, menurut
hemat penulis merupakan perluasan mengenai dasar gugatan/sengketa yang
tercantum dalam hukum acara perdata pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUH Perdata.
Rumusan pasal 7 yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
sebagai titik pangkal adanya suatu persengketaan, merupakan bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh negara melalui undang-undang bagi pihak yang
melakukan transaksi hubungan keperdataan di era globalisasi.
Ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang secara sah dan tegas
mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai dasar adanya
suatu persengketaan, maka menurut hemat penulis, kekuatan pembuktian yang
melekat pada alat bukti elektronik193 harus ditentukan. Permasalahan mengenai
kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat
dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut
menyatakan bahwa ;
“Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik
yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”.
Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang
dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik
193 Penulis berpendapat alat bukti elektronik adalah  informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik sebgaimana  rumusan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
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dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan
(surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan
dokumen yang di buat di atas kertas, dapat memunculkan sebuah pertanyaan, yakni
apakah salinan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama
dengan dokumen asli ? mengingat prinsip suatu dokumen elektronik tidak dapat
dibedakan dengan dokumen yang asli, sebagaimana halnya foto copy sebagai sebuah
salinan tentu dapat dibedakan dengan dokumen yang asli.
Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum pasal
6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi
yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak
relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan pasal 6
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) yang berbunyi sebagai berikut;
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang
tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau
dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media
elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan
salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada
dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi
yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya
Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas menurut
penulis, bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli
dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat
menerangkan suatu keadaan, sebagaimana redaksi rumusan pasal 6 Undang-undang
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Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi
sebagai berikut;
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4)
yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli,
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum didalamnya  dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan
suatu keadaan.
Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan
elektronik, dapat dilihat dalm ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai
berikut;
Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah
selama memenuhi persyaratan sebagai berikut;
a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses hanya berada dalam
kuasa penandatangan.
c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui.
d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda
tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
penandatangannya.
f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah
memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
Kekuatan pembuktian yang  melekat pada suatu tanda tangan elektronik
dipersamakan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada tanda tangan manual.
Hemat penulis, redaksi rumusan pasal 11 di atas, pada huruf “a” yang menyatakan
data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya dengan penandatangan.
Ketentuan ini  dapat dipahami, bahwa kekuatan  pembuktian dalam sebuah tanda
tangan manual juga memiliki kekuatan yang sama yakni, hanya terkait  dengan
penandatangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan sebuah tanda tangan
mengikat terhadap pihak penandatangan secara pribadi dan terhadap pihak lain.
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Kekuatan mengikat dalam suatu tanda tangan, mempunyai kekuatan mengikat
ke dalam dan kekuatan mengikat ke luar. Keadaan seperti ini dapat dipahami, bahwa
pihak-pihak yang terlibat dalam urusan suatu penandatanganan berarti, secara
langsung terikat terhadap butir-butir kesepakatan yang telahh ditandatangani tersebut.
Keterikatan para pihak dalam suatu urusan penandatanganan, berlaku sepanjang
kesepakatan tersebut tidak menyalahi ketentuan pokok hukum perikatan yanng
termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata, atau belum mencapai batas waktu yang
telah diperjanjikan, hal ini berlaku dalam hubungan suatu kontak, misalnya.
Mengenai adanya sejumlah persyaratan yang menyatakan kekuatan pembuktian tanda
tangan elektronik seperti di atas, sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 11
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan
elektronik. Lebih lanjut dikatakan ketentuan dalam pasal 11 membuka kesempatan
seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses
pembuatan tanda tangan elektronik.
2.) Analisis kekuatan pembuktian berdasar KUH Perdata
Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang disetarakan  dengan dokumen
yang dibuat di atas kertas, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menurut penulis
dipandang perlu untuk memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat)
sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata. Kekuatan pembuktian dokumen
elektronik yang secara tegas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat di
atas kertas, sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dari informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan kedalam beberapa
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bentuk atau dicetak dalam bentuk print out sehingga, dipersamakan dengan dokumen
yang dibuat di atas kertas.
Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktik hukum acara perdata,
dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (surat). Kedudukan alat bukti tertulis dalam
praktik perkara perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama.
Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti tertulis (surat) ke dalam 2 (dua) kategori
bentuk yakni, surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta194.
Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi
menjadi 2 (dua) kategori yakni akta autentik dan akta bawah tangan195.
Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian perdata, yang
menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh
undang-undang, serta dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.
Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta autentik merupakan bukti
sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap adanya cacat formil yang
terkandung dalam sebuah akta autentik, maka kekuatan pembuktian yang melekat
tersebut, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan.
Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik meskipun bersifat sempurna,
dan mengikat bagi kedua belah pihak tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan
adanya bukti lawan.
Kedudukan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang bersifat
dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media lainnya atau dapat di print out
sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, jika dipersfektikan dalam ranah hukum
194 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 158.
195 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, h. 158.
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acara perdata, tetap membuka peluang kemungkinan adanya bukti lawan
(tegenbewijs). Penulis berpendapat bahwa hasil print out dari dokumen elektronik
seperti, transaksi jual beli on line misalnya, kedudukan transkrip pembayaran
elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adanya sengketa jual beli, tetap
membuka kemungkinan adanya upaya untuk mengingkari keabsahan suatu alat bukti,
dalam hal ini pihak yang mengingkari alat bukti transkrip tersebut dibebani kewajiban
untuk membuktikan bahwa hasil print out transkrip elektronik tersebut tidak benar.
Tugas dan peranan hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang
dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih
sangat beragam. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang
berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan
alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan
pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alaat bukti permulaan, yakni alat
bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain.
Hemat penulis, alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan
jenis alat bukti yang telah ditentukan ssecara limitatif dan bersifat terbatas baik yang
tercantum dalam pasal 184 KUHAP, maupun dalam pasal 1866 KUH Perdata.
Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik
tertentu, penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk
dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (tegenbewijs). Hal ini tidak berarti, bahwa
alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat final yang tidak
dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun.
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Permasalahan mengenai adanya bukti lawan (tegenbewijs) dalam praktik
perkara di persidangan, terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik
merupakan tugas dan peranan seorang hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti,
berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan pembahasan serta, analisis terhadap penggunaan
alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perdata di pengadilan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut;
1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di
pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui sebagai alat bukti secara
sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan.
Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai bentuk penegasan
(legitimasi), diakuinya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, serta
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan
suatu keadaan.
Penegasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam proses
pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat disepakati oleh pihak-pihak
yang terikat dalam ikatan hubungan secara keperdataan untuk mengadakan
perjanjian pembuktian. Keadaan seperti ini dapat dimaknai, bahwa alat bukti
elektronik dapat dipergunakan di dalam persidangan apabila dikehendaki oleh
para pihak melalui perjanjian pembuktian.
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2. Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara
yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas.
Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat
bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan
pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik tidak
berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam
bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang
harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta.
Terhadap kekuatan pembuktian suatu tanda tangan elektronik, maka dapat
dirumuskan bahwa melekat kekuatan yang sah seperti dengan kedudukan
tanda tangan manual. Hal ini dapat dipahami bahwa daya kekuatan mengikat
dari sebuah tanda tangan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
urusan penandatanganan.
B. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian yang diharapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh
penulis, terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian yakni,
sebagai berikut;
1. Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di
pengadilan, dapat diterima secara utuh dan penuh, sehingga kedudukan  alat
bukti elektronik tidak dikatakan sebagai alat bukti pendamping, yang masih
memerlukan eksistensi alat bukti lain, sehingga secara otomatis kedudukan
alat bukti elektronik dapat berdiri sendiri.
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2. Kedudukan alat bukti elektronik yang muncul sebagai akibat penggunaan
transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-commerce), dapat diterima
secara utuh dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia secara tegas. Hal
ini bermakna, bahwa HIR dan RBg harus menampung perkembangan
masyarakat dalam lalu lintas hubungan keperdataan di era globalisasi yang
telah melakukan transaksi dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang tidak
mengenal sekat wilayah secara geografis, nasional, dan regional melalui dunia
maya (cyber space).
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 8 TAHUN 1997 (8/1997)
TENTANG
DOKUMEN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat
yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan
bagian integral cita-cita kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa usaha untuk menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan
efisien merupakan salah satu dasar kebijaksanaan Pembangunan Nasional di
bidang ekonomi, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dunia usaha
untuk mempergunakan peluang dan berkiprah secara sehat dalam dunia
internasional yang penuh persaingan sehingga dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
c. bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektifitas dan efisiensi perusahaan
adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan dan neraca
selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta
tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam
Pasal 6 Kitab Undang undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
Indonesie, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan
perdagangan;
d. bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagaimana
tersebut dalam huruf c dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan,
pemusnahan dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan
beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan;
e. bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk
menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam
suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan
dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan tidak menimbulkan
beban ekonomis dan administratif yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan
pembaharuan mengenai media yang membuat dokumen dan pengurangan
jangka waktu penyimpanannya;
f. bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang
dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara
langsung dalam mediaelektronik;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d,
e, dan f dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Dokumen
Perusahaan.
Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap
dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang
diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan
atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik
tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak
apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.
3. Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang
disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan
dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.
Pasal 2
Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.
Pasal 3
Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung
administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta
kegiatan usaha suatu perusahaan.
Pasal 4
Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan
yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung
dengan dokumen keuangan.
Pasal 5
Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening,
jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak
dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu
perusahaan.
Pasal 6
Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar
pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal.
Pasal 7
(1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang
berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan
dan pembuatan dokumen keuangan.
(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari:
a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan
b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.
BAB II
PEMBUATAN CATATAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN PERUSAHAAN
Pasal 8
(1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun
dalam bahasa Indonesia.
(3) Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dapat disusun dalam bahasa asing.
Pasal 9
(1) Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau
tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani
oleh pimpinan perusahaanatau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan
yang bersangkutan.
(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
kegiatan perusahaan di bidang menentukan lain, maka catatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung
sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dibuat di atas kertas.
(2) Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan
yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan kegiatan usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya.
Pasal 11
(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang
bersangkutan.
(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan yang bersangkutan.
(3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu
penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh
perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan
dengan keputusan pimpinan perusahaan.
(5) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat (2) dan
ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat
bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan
mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.
BAB III
PENGALIHAN BENTUK DOKUMEN PERUSAHAAN DAN LEGALISASI
Pasal 12
(1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
(2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukansejak dokumen tersebut
dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
(3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli
dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi
kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
(4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalammikrofilm atau media
lainnya adalah naskah asli yangmempunyai kekuatan pembuktian otentik dan
masih kepentinganhukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap
menyimpan naskah asli tersebut.
Pasal 13
Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) wajib dilegalisasi.
Pasal 14
(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan
perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang
bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)sekurang-kurangnya
memuat:
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahundilakukannya legalisasi;
b. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas
ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya;
c. tandatangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.
Pasal 15
(1) Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti yang sah.
(2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat
dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah
dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke
dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB IV
PEMINDAHAN, PENYERAHAN, DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN
PERUSAHAAN
Pasal 17
Pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan ke unit kearsipan di
lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan
perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
yang bersangkutan.
Pasal 18
(1) Dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan
nasional wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia
berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.
(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan
pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnyamemuat:
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penyerahan;
b. keterangan tentang pelaksanaan penyerahan; dan
c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang
menerima penyerahan.
(3) Pada berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akandiserahkan.
Pasal 19
(1) Pemusnahan catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.
(2) Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi.
(3) Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen
perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala
kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal:
a. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu
wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
b. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut
diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan,
karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan
kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya.
Pasal 20
Pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm
atau media lainnya, dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh
pimpinan perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).
Pasal 21
(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilaksanakan
dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahundilakukannya pemusnahan;
b. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan
c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan.
(2) Pada berita acara pemusnahan yang dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan daftar
pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan
dokumen perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Buku, surat, catatan dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie,
Staatsblad 1847 : 23) wajib disimpan selama 30 (tiga puluh) tahun, dan pada
saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun
atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
undang ini.
Pasal 24
Salinan surat dan telegram yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad
1847 : 23) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat berlakunya
Undang-undang ini masa simpanan yang belum mencapai 10 (sepuluh) tahun
pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
Pasal 25
Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan pertimbangan
kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini pertimbangan
tersebut belum diberikan, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Undang-undang ini.
Pasal 26
Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan persetujuan
kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan dalam waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini persetujuan
tersebut belum diberikan, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Undang-undang ini.
Pasal 27
Dokumen perusahaan yang jadwal retensinya sedang dimintakanpersetujuan
kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan dalam waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini persetujuan
tersebut belum diberikan, jadwal retensi dan pemusnahannya ditetapkan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku juga terhadap:
1. Kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan Indonesia atau yang
disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatanusaha di luar wilayah Negara
Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di
negara setempat;
2. Kantor perwakilan, kantor cabang agen perusahaan asing atau yang
disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia; dan
3. Badan atau lembaga yang tidak termasuk dalam pengertian perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1, yang dalam kegiatan dan atau
tugasnya memiliki danmenghasilkan dokumen sebagaimana layaknya
perusahaan.
Pasal 29
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
Indonesie, Staatsblad 1847 : 23) tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini.
Pasal 30
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:
1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
Indonesie, Staatsblad 1847 : 23); dan
2. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpanan,
pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip yangbertentangan dengan Undang-
undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG
DOKUMEN PERUSAHAAN
UMUM
Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan hukum
sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam
negara hukum Indonesia yang berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, diarahkan untukmeningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan,
pelayanandan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasionalyang
mengabdi pada kepentingan nasional. Pengaruh globalisasi ekonomi dan
informasi yang demikian luas karena perkembangan perekonomian dan
perdagangan baiknasional maupun internasional yang bergerak
cepatmengakibatkan meningkatnya penggunaan dokumen, sehingga
mengharuskan dunia usaha memanfaatkan kemajuan teknologiuntuk
meningkatkan kemampuannya secara efektif dan efisien khususnya dalam
pengelolaan dokumen perusahaan.
Guna mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturanmengenai dokumen
perusahaan yang merupakan bagian daripembangunan hukum di bidang
ekonomi perlu segera disusun,dalam upaya memacu laju pertumbuhan
perusahaan melalui pengelolaan dokumen perusahaan yang efektif dan efisien.
Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 KitabUndang-undang Hukum
Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23) yang
mewajibkan setiap orang menjalankan perusahaan menyelenggarakan
pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan
dokumen tersebut antar 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini.
Selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
Indonesie, Staatsblad 1847 : 23), juga ketentuan Undang-undang dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan,
pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip menimbulkan beban yang berat
bagi perusahaan karena pelaksanaannya memerlukan ruangan yang luas, tenaga,
waktu, perawatan dan biaya yang besar.
Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening,
jurnal transaksi harian, dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi
keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan atau tulisan lain
yangmenggambarkan neraca tahunan, perhitungan rugi laba tahunan, rekening
dan jurnal transaksi harian dikurangi masa penyimpanannya dari 30 (tiga puluh)
tahun menjadi 10(sepuluh) tahun. Sedangkan data pendukung administrasi
keuangan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan, dan dokumen
lainnya, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna
dokumen yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan
pimpinan perusahaan.
Sejalan dengan upaya mengurangi jangka waktu penyimpanan,penerapan
teknologi maju di bidang informatika telah memungkinkan dokumen
perusahaan yang dibuat di atas kertas atau sarana lainnya dapat dialihkan untuk
disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. Pemakaian mikrofilm atau
media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan
ekonomi dan perdagangan karena lebih ekonomis. Untuk menjamin kepastian
hukum, maka dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm dan media
lain, merupakan salah satu alat bukti yang sah.
Untuk menyederhanakan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan
penyerahan dokumen perusahaan, yang penting artinya bagi efisiensi kegiatan
perusahaan seperti diuraikan di atas, Undang-undang ini memberikan
wewenang kepada perusahaan untuk melaksanakan penyimpanan, pemindahan,
pemusnahan dan penyerahan dokumen tersebut berdasarkan jadwal retensi baik
menurut Undang-undang ini maupun yang ditetapkan oleh pimpinan
perusahaan.
Dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan, maka
pembuatan, penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen
perusahaan dapat dilakukan dengan sederhana, efektif dan efisien dengan tidak
mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak
dalam suatu hubungan hukum.
Ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan
penyerahan dokumen yang diatur dengan Undang-undang ini tidak
dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai alat bukti
atau kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Undang-undang dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23), misalnya Pasal 396, Pasal
397, Pasal 398 dan Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap
berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-
undang ini.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Yang termasuk "dokumen lainnya" misalnya Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Akta Pendirian Perusahaan, akta otentik lainnya yang masih
mengandung kepentingan hukum tertentu, Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan:
- "neraca tahunan" adalah salah satu bentuk catatan yangmenggambarkan posisi
kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan
pertanggungjawaban keuangan.
- "rekening" adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk
menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan.
- "jurnal transaksi harian" adalah salah satu bentuk catatan yang
menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan
harian atau tulisan lainnya.
- "tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain
yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan" adalah tulisan yang
menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening dan
jurnal transaksi harian.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan:
- "warkat" adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan
menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet
giro, surat perintah membayar, wesel, nota, debet, dan nota kredit.
- perubahan kekayaan, utang dan modal" adalah bertambah dan atau
berkurangnya jumlah dan susunan kekayaan, utang danmodal.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang termasuk:
a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya
surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian.
b. data pendukung yang tidak merupakan bagian daribukti pembukuan",
misalnya rekening antar kantor rekening harian, atau rekening mingguan.
Pasal 8
Ayat (1)
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat
dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal hak dan kewajiban
perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan
Pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. Kewajiban tersebut bersifat
keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya
kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan perusahaan" adalah bahwa
walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai
bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat
perusahaan.
Ayat (2)
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat
ini, misalnya harus menggunakan huruf Latin dan disusun dalam bahasa
Indonesia. Dengan demikian apabila tidak dibuat dengan menggunakan huruf
Latin dan tidak disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum,
perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut
menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (3)
Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa Indonesia, kecuali baik
karena sifat perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan izin
Menteri Keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing.
Pasal 9
Ayat (1)
- Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan
belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk,
secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau
perhitungan laba rugi tahunan.
- Yang dimaksud dengan "pimpinan perusahaan" adalah seseorang yang
berdasarkan Anggaran Dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan
mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah seseorang yang diberi
kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan.
Ayat (2)
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan bahwa pembuatan catatan tidak boleh melebihi waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.
Kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan
yang bersangkutan.
Pasal 10
Ayat (1)
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan bahwa apabila catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan
laba rugi tahunan,atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak
dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk memproses
pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas,
misalnya menggunakan pita magnetik atau disket.
Pasal 11
Ayat (1)
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini selama 10 (sepuluh) tahun.
Dengan demikian apabila sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dokumen
yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut
menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "nilai guna dokumen" adalah nilai dokumen perusahaan
yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan
kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna dokumen yang
bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang
dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen
tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan
mengenai daluwarsa suatu tuntutan.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
- "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan
tergambar dalam ukuran yang sangat kecil.
- "media lainnya" adalah alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan
mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang
dialihkan atau ditransformasikan, misalnya Compact Disk-Read Only Memory
(CD-ROM), dan write-Once-Read-Many (WORM).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan nasional" apabila
dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam
rangka kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan,
misalnya rekening atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional,
Mesjid Istiqlal. Selanjutnya yang menentukan suatu dokumen mempunyai
makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan.
Ayat (4)
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan bahwa pimpinan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli,
apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan
atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksanakan
kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggungjawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan "masih mengandung kepentingan hukum tertentu"
adalah apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak dan atau kewajiban
yang masih dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.
Pasal 13
Penggunaan kata "wajib" dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan
bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. Apabila pengalihan
dokumen perusahaan tidak dilegalisasi, maka dokumen perusahaan hasil pengalihan
tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
Yang dimaksud dengan "legalisasi" adalah tindakan pengesahan isi dokumen
perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media
lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang
terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah
aslinya.
Pasal 14
Ayat (1)
Berita acara dibuat pada saat terjadi pengalihan dokumen ke dalam mikrofilm
atau media lainnya.
Ayat (2)
Pada berita acara pengalihan dilampirkan daftar pertelaan atas dokumen
perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dianggap perlu", dalam hal tertentu" dan "untuk
keperluan tertentu" misalnya untuk keperluan memenuhi permintaan polisi,
jaksa, atau hakim
dalam pemeriksaan perkara. Legalisasi dilakukan dengan cara pembubuhan
tanda
tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak
sesuai dengan aslinya.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Penentuan tata cara pemindahan dokumen perusahaan diserahkan kepada
pimpinan perusahaan, karena yang mengetahui kebutuhan perusahaan adalah
pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Dalam tata cara tersebut dapat pula
ditentukan bahwa
pemindahan dokumen disertai dengan daftar pertelaan dan pembuatan berita
acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemindahan;
b. Keterangan tentang pelaksanaan pemindahan; dan
c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang memindahkan dan pejabat yang
menerima pemindahan.
Yang dimaksud dengan:
- unit pengolahan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab mengolah semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional
perusahaan.
- unit kearsipan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab mengelola dokumen perusahaan yang sudah diselesaikan oleh unit
pengolahan untuk disimpan dan dipelihara.
Pasal 18
Ayat (1)
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
penekanan adanya kewajiban untuk menyerahkan dokumen perusahaan tertentu
yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional kepada Arsip Nasional
Republik Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka
terkena ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kearsipan.
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "daftar pertelaan" adalah daftar yang memuat
keterangan antara lain mengenai jenis, jumlah, dan jangka waktu penyimpanan
dokumen yang bersangkutan.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam penyusunan jadwal retensi dokumen yang akan dimusnahkan, perlu
dipertimbangkan dokumen yang karena sifatnya tetap disimpan dan dipelihara.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Pimpinan perusahaan dapat menetapkan suatu dokumen perusahaan yang
dibuat di atas kertas tetap disimpan walaupun telah dialihkan ke dalam
mikrofilm atau media
lainnya.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Lembaga dalam hal ini meliputi baik Lembaga/Instansi Pemerintah (misalnya
Bank Indonesia dan Badan Urusan Logistik) maupun Lembaga Swasta
(misalnya Yayasan).
Apabila suatu Lembaga/Instansi Pemerintah selain tugas pokoknya dalam
menjalankan fungsi pemerintah melakukan pula kegiatan usaha tersebut berlaku
ketentuan Undang-undang ini, sedangkan untuk kegiatan dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan, tetap berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
Pasal 29
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23)", misalnya
Pasal 396 butir 3,
Pasal 397 butir 4, Pasal 398 butir 3, dan Pasal 399 butir 4 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang.
Pasal 30
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3674
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang
harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di
masyarakat;
b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya
pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di
tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan
secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna
mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian
pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam
berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-
bentuk perbuatan hukum baru;
d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan
kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi
kepentingan nasional;
e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam
perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;
f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi
melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan
Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah
penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya
masyarakat Indonesia;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, aringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik
oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau
lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat
untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu
secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat
Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum
para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi
sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat
Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk
oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait
dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik,
atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang
berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di
antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi
melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik
untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga
negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh
Presiden.
Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di
wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah
hukum Indonesia dan merugikan
kepentingan Indonesia.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi
dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan
pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.
BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang
sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4)
yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli,
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau
menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang
memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh
Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima
dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali
Penerima yang berhak.
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk
menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang
ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam
pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali
Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali
Penerima.
Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat
disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang
sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda
Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan
elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda
Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah
memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban
memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi:
a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari
penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan
Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang
dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang
layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh
Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada
pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan
Elektronik telah dibobol; atau
2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko
yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan
Elektronik; dan
d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan
Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua
informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik
tersebut.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan
konsekuensi hukum yang timbul.
BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM
ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu
Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia
dan berdomisili di Indonesia.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia
harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat,
jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan
Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan
Tanda Tangan Elektronik.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal
dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian
pihak pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 16
(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik
yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan,
dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup
publik ataupun privat.
(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau
pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik
mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi
Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik
internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa
yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum
Perdata Internasional.
Pasal 19
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem
Elektronik yang disepakati.
Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada
saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui
Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri,
melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen
Elektronik akibat tindakan pihak
ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum
menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen
Elektronik akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna
jasa layanan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal
dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian
pihak pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen
Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya
melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat
berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan
usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang
dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain,
berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Pasal 24
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat,
Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang
diperselisihkan.
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama
Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya
dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan
setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan
Undang-Undang ini.
BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau
pengancaman.
Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 30
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara
apa pun.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan
tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan
melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik
tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa
pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang
ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan
kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan
cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,
merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan
cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau
mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor,
mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara
khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang
ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika
ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik,
untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan
hukum.
Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data
yang otentik.
Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.
Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia
terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi
Informasi yang menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi
Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 39
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 40
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan
sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik
strategis yang wajib dilindungi.
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta
menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen
Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan
perlindungan data yang dimilikinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi
melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi
konsultasi dan mediasi.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik,
integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait
dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri
setempat.
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan
pelayanan umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau
diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan
tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut
diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan
sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-
Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan
Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak
pidana berdasarkan Undang- Undang ini; dan/atau
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-
Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui
penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat
dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada
penuntut umum.
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan
Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara
lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.
Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3).
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 46
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).
Pasal 48
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Pasal 52
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan
pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah
sepertiga.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank
sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan
diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal
ditambah dua pertiga.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok
ditambah dua pertiga.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-
undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi
Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
setelah diundangkannya Undang- Undang ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58.
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UMUM
Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik
perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia
menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi,
dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi
saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu
rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.
Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah
hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari
konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.
Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of
information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum
mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan
melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup
lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi
berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat
secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika
terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara
elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti
luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem
komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah
sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema,
ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk
melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk
persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem
informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis
jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang,
memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan
informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen
sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam
suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan
pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi
yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan
sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras,
perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang
dalampemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan
communication.
Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama
memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan
kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai
perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena
kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses
kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi
maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya
pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu,
pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi
elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia
secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah,
disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu
hitungan detik. Dengan demikian dampak yang diakibatkannya pun bisa
demikian kompleks dan rumit.
Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi
elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic
commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi,
media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung,
seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi
informasi, media, dan komunikasi.
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber
space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau
perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak
dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab
jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos
dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual
yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang
yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-
commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya
disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.
Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian
hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar
dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan
untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek
teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan
keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum
bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan
teknologi informasi menjadi tidak optimal.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk
perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga
negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di
luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia
maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan
Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
dapat bersifat lintas teritorial atau universal.
Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi
tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional,
perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan
keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum
Indonesia.
Pasal 3
"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung
penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum
di dalam dan di luar pengadilan.
"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus
memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik
bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik.
"Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan
Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada
penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada
masa yang akan datang.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak
terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan
dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 6
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang
tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau
dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media
elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan
salinannya tidak relevan lagi
untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan
lagi dari salinannya.
Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:
a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan
kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun
perantara;
b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya
perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti
nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.
Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang
melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui
penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan
Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust
mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun
hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan
yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap
Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya
kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses
pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode,
sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang
minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.
Pasal 15
Ayat (1)
"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan
kebutuhan penggunaannya.
"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.
"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki
kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Ayat (2)
"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara
hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi
Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana,
bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional
termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan choice of law.
Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.
Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam
kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip
hukum perdata internasional (HPI).
Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku
berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan
sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.
Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk
yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak.
Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum
berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas
tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence) dan
efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada
(principle of effectiveness).
Pasal 19
Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup
disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang
bersangkutan.
Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat
berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi
(personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password).
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan
dalam surat kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang memberikan kesempatan
kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi
yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan
konfirmasi ulang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip
pendaftar pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda
antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak
kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti
pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar
merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama
sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah
pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk
menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang
intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk
mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk
menyesatkan
konsumen.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan
didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang,
desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini
dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 26
Ayat (1)
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan
salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung
pengertian sebagai berikut:
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas
dari segala macam gangguan.
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain
tanpa tindakan memata-matai.
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang
kehidupan pribadi dan data seseorang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini
dapat dilakukan, antara lain dengan:
a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha
mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk
menerimanya; atau
b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal
diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau
melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau
klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk
mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau
mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang
dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan
lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus
di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara
akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan
hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh
pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a. mewakili korporasi;
b. mengambil keputusan dalam korporasi;
c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
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